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INTISARI 
 
WAHYU SIGIT YUDHOYONO, Nomor Induk Mahasiswa E12112257, 
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, menyusun skripsi yang berjudul, “Analisis Kepemimpinan 
Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus: 
Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah)”, dibimbing oleh Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si 
sebagai Pembimbing I dan Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing 
II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kepemimpinan Jawa 
yang diterapkan oleh Sri Sultan Hamengku Bawono X sebagai Gubernur dan 
Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta juga untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang 
mempengaruhi kesuksesan kepemimpinannya. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif yang 
menghubungkan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, 
berbagai tafsiran, dan segala informasi yang diperoleh dari para informan, 
kemudian dideskripsikan, diinterpretasikan, dan disimpulkan sebagai jawaban 
atas masalah pokok penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai gubernur dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai 
wakil gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempraktikkan 
konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, meskipun tidak secara utuh; (2) Faktor utama yang 
mempengaruhinya kesuksesan kepemimpinan pemerintahan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Padukalam IX dalam kepemimpinan 
pemerintahannya adalah cenderung dipraktikkannya kepemimpinan Jawa 
kontemporer sebagai paduan antara praktik konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama dengan Aktualisasi teori Kontingensi yang berdasarkan pada 
terwujudnya hubungan baik antara atasan dengan bawahan, terbentuknya 
orientasi kerja yang jelas pada seluruh elemen lembaga, dan kekuatan 
pengaruh wibawa pemimpin. 
 
Kata Kunci: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam IX, 
Pemerintahan Daerah, Wahyu Makutha Rama, dan Jawa Kontemporer. 
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ABSTRACT 
 
WAHYU SIGIT YUDHOYONO, Main Student Number E12112257, 
Governmental Program Studies, Departement of Political Science and 
Governmental Science, Faculty of Social Science and Political Science, 
Hasanuddin University, arrange the research paper that entitled, “The 
Analysis of the Leadership of Javanese in Province of Yogyakarta 
Special Region (Case Study: The Leadership of Governor and Vice 
Governor on Organizing the Local Governance)”, guided by Dr. H. Andi 
Samsu Alam, M.Si as Consultan I and Rahmatullah, S.IP, M.Si as 
Consultant II. 
 
This research aims to describe the practice of the leadership of Javanese 
whom implemented by Sri Sultan Hamengkubuwono X as governor and Sri 
Paduka Pakualam IX as vice governor in the Province of Yogyakarta Special 
Region, also to describe the various factors that influence the success of their 
leadership. 
 
This research uses qualitative method in descriptive form that connects the 
meaning of the data which is expressed in the statement form, the various 
translation, and any information that obtained from informants, then it is 
described, interpreted, and concluded as the answer of main research 
problems. The data is collected by interview, observation, and literature study 
technique. 
 
The obtained results from this research indicate that: (1) Sri Sultan 
Hamengkubuwono X as governor and Sri Paduka Pakualam IX as vice 
governor of the Province of Yogyakarta Special Region has been practicing 
the concept of the leadership of Wahyu Makutha Rama in local governance, 
although not intact; (2) The main factor that influence the successful of the 
governmental leadership whose Sri Sultan Hamengkubuwono X and Sri 
Padukalam IX on their governmental leadership is tends to practice the 
leadership of contemporary Javanese as the mixed between of the practice of 
the concept of the leadership of Wahyu Makutha Rama with actualization of 
the Contingency theory that based on the appearance of good relations 
between superior and inferior, the establishment of the obvious job orientation 
on all elements of the institution, and the influence of the power of leader 
authority. 
 
Keywords: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam IX, 
local governance, Wahyu Makutha Rama, dan contemporary Javanese.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Kepemimpinan lahir seiring dengan kelahiran manusia di muka bumi, 
sebagaimana pada hakikatnya bahwa setiap manusia adalah pemimpin, 
sekurang-kurangnya bagi diri sendiri. Berkat kepemimpinan lah, seseorang 
dapat beradaptasi dalam setiap tantangan kehidupan. Melalui kepemipinan 
pula, seseorang dapat mengendalikan dirinya juga suatu kelompok. Pada 
lingkup kelompok, kepemimpinan merupakan suatu cara bagi seorang 
pemimpin untuk dapat mempengaruhi beberapa orang yang dipimpin. Usaha 
mempengaruhi yang dilakukan oleh seorang pemimpin ditujukan agar 
beberapa orang yang dipimpin (anggota) dapat saling bekerjasama untuk 
melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Mekanisme ini 
menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam kelompok mencakup adanya 
struktur dan fungsi, yaitu masing-masing bagian dari struktur memiliki fungsi 
tertentu, seperti adanya organ pemimpin yang berfungsi dalam memimpin 
kelompok dan anggota kelompok yang berfungsi melaksanakan tugas 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
2 
 
spesifik. Perihal kepemimpinan dapat dilihat dimulai dari unit terkecil seperti 
pada keluarga hingga unit terbesar seperti negara.  
Konsentrasi peninjauan mengenai kepemimpinan dalam organisasi 
formal seperti negara terletak pada pemerintahan sebagai unsur determinan. 
Hadirnya pemerintahan bukan saja sebagai salah satu syarat berdirinya 
negara, melainkan memiliki beberapa tujuan -baik yang bersifat umum 
maupun khusus- yang mana dalam hal ini kepemimpinan seorang pemimpin 
tentunya sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Meskipun pemerintah 
merupakan organisasi yang memiliki keterikatan kuat antara struktur dengan 
fungsi yang sesuai dengan aturan berlaku, akan tetapi pemimpin 
pemerintahan sebagai salah satu struktur -puncak dalam serangkaian 
struktur- jauh lebih dititikberatkan pada segi fungsi daripada struktur, 
sehingga kepemimpinan seorang pemimpin dalam pemerintahan merupakan 
instrumen strategis untuk dapat melancarkan suatu kegiatan dalam rangka 
pencapaian tujuan. 
Di Indonesia, pemerintahan diurusi oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, ada presiden sebagai pemimpin 
dan pemegang kekuasaan pemerintahan.1 Untuk pemerintah daerah sendiri, 
                                                             
1 Pasal 4 Ayat 1 Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. 
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ada gubernur sebagai pemimpin pemerintah provinsi dan bupati/walikota 
sebagai pemimpin pemerintah kabupaten/kota.2 Dalam kepemimpinan setiap 
pemimpin pemerintah ini, hubungan antara pemimpin dengan yang 
dipimpimpin tidak hanya pada sebatas hubungan pimpinan-bawahan yang 
mana pada pemerintah pusat yaitu antara presiden dengan menteri beserta 
jajarannya dan pada pemerintah daerah yaitu antara gubernur dengan 
sekretaris daerah provinsi beserta jajarannya ataupun antara bupati/walikota 
dengan sekretaris daerah kabupaten/kota beserta jajarannya, lebih daripada 
itu, hubungan antara pemimpin-rakyat menjadi sangat pokok yang mana 
selain karena pemimpin pemerintahan ini dipilih langsung oleh rakyat, melalui 
mekanisme demokratis yang beragam, sehingga pemimpin pemerintahan 
bertanggungjawab langsung kepada rakyat, namun karena pada dasarnya 
pemimpin pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintahan tersebut 
sejatinya merupakan pelayan bagi rakyat.  
Hanya saja fenomena praktik kepemimpinan dalam pemerintahan 
yang diterapkan oleh seorang pemimpin pemerintahan di Indonesia kini 
cenderung berbasis pada praktik kepemimpinan Eropa dan Amerika. 
Fenomena ini sebenarnya terjadi dan berkembang bermula dari adanya 
penjajahan di tanah nusantara yang sejak dahulu telah mewarnai corak 
                                                             
2 Pasal 18 Ayat 4 Bab VI Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. 
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sistem pemerintahan khususnya yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, 
sehingga sampai membawa pengaruh pada pola kepemimpinan 
pemerintahan Indonesia kini. Penyebab lainnya pun dikarenakan sistem 
pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan 
presidensial -atau yang sebagian pakar berpendapat bahwa Indonesia 
menganut sistem pemerintahan campuran- yang mana sistem ini merupakan 
hasil pencangkokan dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Fenomena 
ini pun terjadi pada kepemimpinan pemerintah pusat, terlebih pula pada 
kepemimpinan pemerintah daerah. Padahal pada masing-masing daerah di 
Indonesia sendiri telah memiliki kebudayaan lokal yang seyogyanya 
dilestarikan dan dijunjung tinggi dengan cara menuangkan nilai-nilai 
kebudayaan lokal itu ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
terutama dalam kepemimpinan pemerintah daerah. Perihal ini cenderung 
akan menghasilkan suatu pemerintahan yang efektif dikarenakan selama ini 
kebudayaan lokal itu sendiri telah lekat dengan masyarakat daerah yang 
mana efektivitas pemerintahan daerah bermula dari adanya kedekatan 
antarberbagai pihak. Kedekatan tersebut dibangun melalui adanya kesamaan 
pola kebudayaan antara penuangan nilai-nilai kebudayaan lokal ke dalam 
kepemimpinan pemerintahan dengan nilai-nilai kebudayaan lokal masyarakat 
yang selama ini telah berkembang secara turun-temurun. Perihal inipun 
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tentunya akan melahirkan keharmonisan, baik itu dalam interaksi antara 
pemimpin dengan masyarakat, maupun antara pimpinan dengan bawahan 
dalam hierarkis kerja pemerintah daerah. 
Mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah yang berbasis 
kebudayaan lokal, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu 
daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih memegang teguh keasrian 
kebudayaan Jawa. Perihal ini dapat terlihat dari pengisian jabatan gubernur 
dan wakil gubernurnya yang mana kini kedua jabatan tersebut masing-
masing diisi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.3 Diisinya dua jabatan 
penting pada struktur Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 
pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 
Pakualaman ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta menginginkan agar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dipimpin oleh figur pemimpin Jawa yang dianggap pantas untuk memimpin. 
Selain karena mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur 
yang unik, proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah 
                                                             
3 Pasal 18 Ayat 1c Bagian Kesatu Persyaratan Bab VI Pengisian Jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Istimewa Yogyakarta juga berbeda dibandingkan dengan daerah lain di 
Indonesia. Beragam hal yang khas mengenai politik dan pemerintahan di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan statusnya yang istimewa, 
sehingga berhak untuk menjalankan otonomi daerah secara khusus yang 
diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaa Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Atas dasar uraian tersebutlah, penulis sangat tertarik untuk 
melaksanakan penelitian mengenai kepemimpinan Jawa yang diterapkan 
oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat juga sekaligus Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Adipati Kadipaten 
Pakualaman juga sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, mengingat kini eksistensi kebudayaan lokal, terkhusus 
kebudayaan Jawa sangat terancam untuk mengalami pergeseran akan 
globalisasi yang fleksibel, terlebih dengan adanya konsep-konsep modern 
yang berusaha diinternalisasikan ke dalam mekanisme pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis 
mengangkat judul, “Analisis Kepemimpinan Jawa di Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus: Kepemimpinan Gubernur dan Wakil 
Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)”. 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian oleh penulis dalam latar belakang penelitian 
sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut, yakni: 
1. Bagaimana praktik kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh Sri 
Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur dan Sri Paduka 
Pakualam IX sebagai wakil gubernur di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta? dan 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan kepemimpinan 
pemerintahan Sri Sultan Hamengkubawono X sebagai gubernur 
dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai wakil gubernur di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki beberapa 
tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut tidak terlepas dari rumusan masalah 
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yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah tujuan yang hendak 
dicapai oleh penulis, yakni: 
1. Mendeskripsikan praktik nilai budaya kepemimpinan Jawa yang 
diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur 
dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 
kepemimpinan Jawa oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai 
Gubernur dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan 
dapat membawa banyak manfaat yang bukan hanya bagi penulis, juga bagi 
seluruh elemen yang terkait. Berikut ini manfaat yang diharapkan dapat 
terwujud oleh penulis, yakni: 
1. Secara konseptual dan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan konsep dan teori 
kepemimpinan pada umumnya juga kepemimpinan pemerintahan 
pada khususnya; dan 
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2. Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan 
dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang 
mengkaji tentang kebudayaan Jawa, kepemimpinan Jawa, dan 
kepemimpinan pemerintahan; dan 
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai 
praktik nilai budaya kepemimpinan Jawa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Konsep dan Teori Kepemimpinan 
Untuk memahami kepemimpinan secara utuh, maka kepemimpinan 
dapat ditelaah berdasarkan pemenggalan katanya. Kepemimpinan berasal 
dari suku kata “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun, sehingga di dalam 
kepemimpinan terdapat dua pihak yaitu antara orang yang memimpin dan 
orang yang dipimpin. Setelah kata “pimpin” ditambah awalan “pe-“, maka 
menjadi “pemimpin” dan berarti orang yang mempengaruhi orang lain melalui 
proses kewibawaan komunikasi, sehingga orang lain tersebut bertindak 
sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Apabila kata “pimpin” ditambah 
akhiran “-an”, maka menjadi “pimpinan” dan berarti orang yang mengepalai. 
Sejatinya antara “pemimpin” dengan “pimpinan” merupakan dua hal yang 
berbeda, yang mana pemimpin atau ketua cenderung lebih bersifat 
demokratis, sedangkan pimpinan atau kepala cenderung lebih bersifat 
otokratis. Setelah kata “pimpin” mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”, 
maka menjadi “kepemimpinan” dan berarti kemampuan seseorang dalam 
mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan 
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bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal 
struktur dan pusat proses suatu kelompok.4 
Mengenai kepemimpinan, beberapa pakar telah memberikan definisi 
yang berbeda. Di antara beberapa pakar tersebut ada yang memberikan 
definisi mengenai kepemimpinan dengan kecendurangan posisional, seperti 
yang dikemukakan oleh C.N. Cooley (1902), bahwa: 
“The leader is always the nucleus or tendency, and on the other hand, 
all social movement, closely examined will be found to consist of 
tendencies having such nucleues”.5 Maksudnya, pemimpin itu selalu 
merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada 
kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat 
akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. 
Dalam definisi Cooley mengenai pemimpin ini menujukkan 
kepemimpinan selalu berdasarkan pada satu orang yang mampu membawa 
pergerakan pada banyak orang, sedangkan ada pula pakar yang 
memberikan definisi mengenai kepemimpinan dengan kecenderungan 
kepribadian, seperti yang dikemukakan oleh Ordway Tead (1929), bahwa: 
“Leadership as a combination of traits which enables on individual to 
induce others to accomplish a given task”.6 Maksudnya, kepemimpinan 
sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu 
mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. 
                                                             
4 Inu Kencana Syafi’ie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (Cetakan Ketiga, Bandung, 
2009), hlm. 1. 
5 Ibid. hlm. 2. 
6 Ibid. 
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Kemudian, ada pula pakar yang memberikan definisi mengenai 
kepemimpinan dengan kecenderungan kemampuan, seperti yang 
dikemukakan oleh G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934), bahwa: 
“Leadership indicates the ability to influence men and secuire results 
through emotional appeals rather than through the exercise of 
authority”.7 Maksudnya kepemimpinan menunjukkan kemampuan 
mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan 
emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan 
kekuasaan. 
Lalu, ada pula pakar yang memberikan definisi mengenai 
kepemimpinan dengan kecenderungan proses, seperti yang dikemukakan 
oleh P. Pigors (1935), bahwa: 
“Leadership is a procces of mutual stimulation which by the successful 
interplay af individual differences. Control human energy in the pursuit 
of common cause”.8 Maksudnya kepemipinan adalah suatu proses 
saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-
perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan 
bersama”. 
Akan  tetapi, dari seluruh definisi dari beberapa pakar tersebut, Ralph 
M. Stodgill (1974) jauh lebih merincikan kepemimpinan dengan menghimpun 
sebelas kelompok dari keseluruhan definisi tentang kepemimpinan9, yaitu: 
1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok; 
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat; 
                                                             
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. hlm. 3. 
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3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan; 
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi; 
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku; 
6. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan; 
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan; 
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan; 
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi; 
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan; dan 
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur. 
Berkaitan dengan kepemimpinan ini, Stodgill pun memberikan 
deskripsi mengenai adanya berbagai macam pandangan dan teori mengenai 
pemimpin dan kepemimpinan yang saling memiliki perbedaan antara satu 
sama lain, seperti: 
1. Greatman Theory 
Pandangan Stodgill dalam teori ini mendapat pengaruh dari 
Galton mengenai latar belakang keturunan dari orang besar (great 
man) dan mencoba menjelaskan masalah kepemimpinan dikaitkan 
dengan keturunan. Pengelompokan teori ini mengkhususkan sifat-
sifat yang menonjol dari para pemimpin yang berhasil sebagai 
bahan pembelajaran. Sfiat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin 
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tersebut kemudian dikaitkan dengan latar belakang keturunan 
(herediter) sebagai faktor pendukung. Kelompok teori ini lebih 
condong pada teori traits of leadership.10 
2. Environmental Theory 
Pandangan ini menempatkan faktor lingkungan sebagai faktor 
yang menyebabkan lahirnya pemimpin. Keadaan lingkungan akan 
menstimulasi seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi pada waktu 
itu. Pandangan dalam teori ini tidak memperhatikan aspek-aspek 
predisposisi yang ada pada diri seseorang, sehingga pandangan ini 
memunculkan pendapat bahwa pemimpin itu dibentuk oleh situasi 
atau keadaan pada waktu itu.11 
3. Personal-Situation Theory 
Kedua deskripsi teori kepemimpinan oleh Stodgill sebelumnya, 
yaitu baik greatman theory maupun environmental theory 
memandang bahwa pemimpin itu dibentuk oleh hanya satu faktor 
(faktor tunggal), yaitu faktor keturunan ataupun faktor lingkungan 
dan tidak melihat interaksi antara keduanya. Westburg 
                                                             
10 Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2003), 
hlm. 104. 
11 Ibid. 
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berpendapat bahwa dalam kepemimpinan mencakup baik sifat-sifat 
yang ada dalam diri individu (the affective, intellectual, and action 
traits of the individual), maupun kondisi keberadaan individu pada 
lingkungannya (the specific conditions under which the individual 
operates), dengan demikian jelas bahwa pandangan dalam teori ini 
melihat pemimpin merupakan hasil interaksi antara individu dengan 
kondisi atau situasi keberadaan individu. Interaksi individu dengan 
lingkungannya akan membentuk pemimpin tertentu.12   
4. Interaction-Expectation Theory 
Pandangan dalam teori kepemimpinan lebih melihat pada 
interaksi antara pemimpin dengan kelompok yang dipimpin. 
Pemimpin perlu menciptakan struktur interaksi yang merupakan 
stimulus terciptanya situasi yang relevan dengan harapan-harapan 
dari yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin perlu 
menciptakan situasi yang dapat menunjang partisipasi kelompok 
yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Titik berat dalam 
teori ini cenderung pada dinamika interaksi antara pemimpin 
dengan yang dipimpin dan melalui interaksi inilah keinginan-
keinginan atau harapan-harapan dari kelompok yang dipimpin 
                                                             
12 Ibid. 
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difiltrasi. Teori inipun mengarah pada suatu pandangan bahwa 
kelompok yang dipimpin itu bukan sekedar merupakan objek saja, 
tetapi juga merupakan subjek yang memiliki keinginan atau 
harapan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.13 
5. Humanistic Theory 
Pandangan dalam teori ini lebih melihat pada fungsi 
kepemimpinan untuk mengatur individu atau kelompok yang 
dipimpinnya, untuk merealisasikan motivasinya agar dapat secara 
bersama-sama mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hal yang 
terpenting dalam teori ini adalah unsur organisasi yang baik dan 
dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kelompok yang 
dipimpinnya. Organisasi ini berperan sebagai wadah untuk dapat 
mengontrol agar segala kegiatan itu dapat benar-benar terarah 
pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus dari teori ini adalah bahwa 
individu atau kelompok yang dipimpin adalah makhluk sosial yang 
mempunyai perasaan, kemampuan, dan kebutuhan-kebutuhan 
tertentu.14 
 
                                                             
13 Ibid. hlm. 105. 
14 Ibid. 
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6. Exchange Theory 
Pandangan dalam teori ini menunjukkan bahwa melalui adanya 
interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin, diharapkan 
adanya perubahan dimana yang dipimpin akan berpartisipasi 
secara aktif. Melalui adanya interaksi inipun diharapkan adanya 
rasa saling menghargai antara pemimpin dengan yang dipimpin, 
sehingga pemimpin dengan yang dipimpin bersama-sama 
memperoleh kepuasan dalam mencapai harapan-harapannya juga 
termasuk tujuan atas dasar kebersamaan.15 
2.2 Konsep dan Teori Kepemimpinan Pemerintahan 
Kepemimpinan pemerintahan meupakan kepemimpinan yang 
dilaksanakan oleh pemimpin pemerintahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Objek formal kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan 
antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini pemimpin adalah 
pemimpin pemerintahan, sedangkan yang dipimpin adalah rakyat. Objek 
material kepemimpinan pemerintahan adalah orang dalam sudut pandang 
sosial. Teori kepemimpinan pemerintahan memberikan pemahaman 
mengenai kompleksitas perilaku para pemimpin pemerintahan yang 
                                                             
15 Ibid. 
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berinteralasi  yaitu berkaitan dengan penerapan peristiwa dan gejala 
pemerintahan. Lebih lanjut, Inu Kencana Syafi’ie (2003) menjelaskan ada 
delapan teori kepemimpinan pemerintahan16, yakni: 
1. Teori Otokratis  
Teori otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori 
bagaimana seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan 
tugasnya bekerja tanpa menerima saran dari bawahan, perintah 
diberikan dalam satu arah saja artinya bawahan tidak 
diperkenankan membantah, mengkritik, bahkan bertanya. 
2. Teori Sifat 
Teori sifat dalam kepemimpinan adalah teori yang mengatakan 
bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-
sifat yang dimiliki seseorang tersebut, berarti yang bersangkutan 
sudah sejak lahir memiliki ciri-ciri untuk menjadi pemimpin. 
3. Teori Manusiawi 
Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik 
rakyat maupun staf) sebagai manusia yang dapat dimotivasi 
                                                             
16 Syafi’ie, Op.cit. hlm. 15-24. 
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kebutuhannya, sehingga menimbulkan kepuasan kerja, untuk itu 
teori ini berkaitan dengan teori motivasi. 
4. Teori Perilaku Pribadi 
Teori perilaku pribadi dalam pemerintahan adalah teori dimana 
pemimpin melakukan pendekatan pada bawahan melalui cara-cara 
non formal yang tidak resmi, dengan begitu perintah biasanya 
dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Jikalau teori otokratis 
dinilai cukup efektif hasilnya, maka teori perilaku pribadi cukup 
efisien dalam tenaga dan biaya. 
5. Teori Lingkungan 
Teori lingkungan dalam kepemimpinan pemeirntahan adalah 
teori yang memperhitungkan ruang dan waktu, berbeda dengan 
teori sifat yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan (leader is 
born), maka dalam teori ini pemimpin dapat dibentuk. Ruang yang 
dimaksud adalah tempat lokasi pembentukan pemimpin itu berada. 
Waktu yang dimaksud adalah saat yang tepat ketika bentukan 
pimpinan pemerintahan itu terjadi atau dipertahankan. 
6. Teori Situasi 
Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori 
dimana pemimpin memanfaatkan stuasi dan kondisi bawahannya 
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dalam kepemimpinannya yaitu dengan memperhatikan dukungan 
(supportive) dan pengarahan (directive) sebagai berikut: 
a. Bila kepada seorang bawahan tidak terlalu banyak diberikan 
dukungan dan pengarahan, maka berarti bawahan tersebut 
memang mampu bekerja dan yakin akan menyelesaikannya. 
Pada keadaan seperti ini, atasan dapat mendelegasikan 
wewenangnya yang disebut dengan delegating; 
b. Bila kepada seorang bawahan, atasan harus banyak 
memberikan dukungan, tetapi sedikit memberikan 
pengarahan, hal tersebut dikarenakan bawahan mampu 
bekerja, tetapi tidak mau melakukannya. Pada keadaan 
seperti ini, atasan harus mampu berpartisipasi sepenuhnya 
yang disebut dengan participating; 
c. Bila kepada seorang bawahan, atasan harus banyak 
memberikan dukungan dan banyak pula memberikan 
pengarahan, hal tersebut dikarenakan bawahan sebenarnya 
tidak mampu, tetapi mau bekerja. Pada keadaan seperti ini, 
atasan dapat melakukan selling; dan 
d. Bila kepada seorang bawahan, atasan harus banyak 
memberikan pengarahan, tetapi sedikit memberikan 
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dukungan, hal tersebut dikarenakan bawahan tidak mampu 
dan tidak mau berkeja. Pada keadaan seperti ini, atasan 
dapat melakukan telling. 
7. Teori Pertukaran 
Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori dimana pemimpin pemerintahan dalam mempengaruhi 
bawahnnya menggunakan strategi take and given yaitu ketika 
atasan hendak memberikan perintah maka selalu diutarakan 
bahwa bila berhasil akan dinaikkan gaji, atau sebaliknya sebelum 
penerimaan suatu honor lalu pemimpin mengutarakan bahwa 
selayaknya bawahan bekerja lebih rajin, dengan demikian akan 
menjadi bawahan yang tahu diri. 
8. Teori Kontingensi 
Teori kontingensi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori yang bersandarkan pada tiga hal yaitu hubungan atasan 
dengan bawahan (leader member relation), struktur/orientasi tugas 
(task structure), dan posisi/wibawa pemimpin (leader position 
power) sebagaimana yang dikemukakan oleh Fiedler (1976) dalam 
bukunya A Theory of Leadership Effective. 
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2.3 Konsep dan Teori Kepemimpinan Jawa 
Kepemimpinan Jawa pada dasarnya merupakan pelaksanaan 
kepemimpinan oleh seorang pemimpin yang dilaksanakan dengan berbasis 
nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Jawa. Dalam prosesnya, 
kepemimpinan Jawa mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Ciri 
kepemimpinan Jawa lebih bermodus pada perihal yang bersifat tradisional, 
bahkan modernitas dalam berkehidupan pun oleh pemimpin Jawa diolah 
kembali dengan aneka tradisi yang telah diwariskan dalam beberapa 
generasi. Terdapat empat ciri kepemimpinan dalam Jawa, yaitu: (1) 
monocentrum, (2) metafisis, (3) etis, (4) pragmatis, dan (5) sinkretis.17 
1. Monocentrum 
Monocentrum bermakna bahwa kepemimpinan berpusat pada 
figur yang tunggal. Ciri semacam ini dipengaruhi era kepemimpinan 
raja. Raja menjadi sumber sentra kekuatan. Kepemimpinan Jawa 
yang bersifat tunggal merupakan suatu kelemahan, karena jika 
seorang pemimpin melemah atau bahkan lenyap, maka turut 
berdampak pada sistem pemerintahan yang akan mengalami 
kekacauan. Dalam kepemimpinan Jawa, perihal yang cenderung 
                                                             
17 Suwardi Endaswara, Falsafah Kepemimpinan Jawa (Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013), 
hlm. 7-11. 
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ditonjolkan adalah figur kepemimpinan dibandingkan sistem 
kepemimpinan.  Gambaran ini juga tampak dalam gelar raja Jawa 
yang menggenggam semua aspek pemerintahan dari sosial dan 
pemerintahan dengan ungkapan ”berbudi bawa leksana, bau 
dendha nyakrawati”, amirul mukminin kalifatullah sayidin 
panatagama (pemurah laksana angin, yang menghukum dan 
menyempurnakan, pimpinan orang mukmin, wakil Allah di bumi, 
pimpinan yang mengatur agama). 
2. Metafisis 
Kepemimpinan Jawa juga bersifat metafisis, yakni selalu 
dikaitkan dengan hal-hal metafisi seperti wahyu, pulung, drajat, 
keturunan (nunggak semi), dan sebagainya. Seolah-olah, 
kemampuan memimpin bukan sebagai suatu capability, tetapi lebih 
condong sebagai miracle. Dalam beberapa serat Jawa, ajaran yang 
tertera hanya tentang karakter ideal seorang pemimpin, tetapi tidak 
ditunjukan ”bagaimana karakter itu dapat diproses”. Hal ini 
tergambar dalam konsep “raja gung binatara ”. Korelasi terkait 
konteks seperti ini selalu memunculkan mitos yang variatif. Secara 
praktis, pandangan ini masih dianut oleh para pemimpin Jawa yang 
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mana dalam usahanya untuk menyukseskan kepemimpinannya, 
maka pemimpin Jawa melakukan berbagai ritual mistis. 
3. Etis 
Nilai kepemimpinan Jawa bersifat etis, artinya apa yang 
diidamkan adalah sesuatu yang berdasar pada baik buruk, tetapi 
konsep aplikasi riil yang ditawarkan sama sekali tidak ditunjukan, 
dengan kata lain, nilai-nilai yang disampaikan tidak disertai dengan 
semacam metode pencapaian. 
4. Pragmatis 
Konsep-konsep kepemimpinan Jawa juga mengandung 
konsep-konsep yang sangat pragmatis. Hal ini, tampak dalam 
sebuah karya sastra Jawa, Serat Tripama (Tiga Perumpamaan) 
dari lingkungan Mangkunegaran, yang mendeskripsikan tiga tokoh 
kontroversial. Seperti halnya kehadiran tokoh Kumbakarna, Adipati 
Karna, dan Sumatri (Patih Suwanda) terkait erat dengan fakta 
historis Mangkunegaran yang eksis di pihak perlawanan, 
khususnya terhadap kasunanan yang merupakan simbolisasi dari 
Pandawa. (Sudardi, 1995). Munculnya idealisme terhadap tokoh-
tokoh tersebut terkait aspek pragmatis, untuk membenarkan 
tindakan-tindakan Mangkunegara selama itu. 
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5. Sinkretis 
Kepemimpinan Jawa bersifat sinkretis, artinya konsep-konsep 
yang diambil adalah konsep-konsep yang berasal dari berbagai 
agama yang memiliki pengaruh pada pola pikir di Jawa, khususnya 
Islam dan Hindu. Pola pikir Islam biasanya disadap dari ajaran-
ajaran sufi yang mengedepankan aspek wara’ (menjauhi 
kemewahan dunia) dan hidup sederhana sebagaimana para sufi 
yang meninggalkan kehidupan dunia untuk menuju kebahagiaan 
sejati (Sudardi, 2003). Pola pikir Hindu yang merasuk dalam 
kepemimpinan Jawa pun dapat terlihat dari simbolisasi ajaran mulia 
yang tercermin dari sifat para dewa. Hal ini tergambar pada  idiom-
idiom yang digunakan untuk pimpinan, khususnya raja. 
2.4 Kerangka Konseptual 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi 
yang memliki status keistimewaan di Indonesia. Status keistimewaan yang 
dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diabsahkan berdasarkan 
pertimbangan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis yang tertuang secara 
formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi yang berstatus 
istimewa ini juga memiliki keunikan dibandingkan dengan provinsi di daerah 
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lain di Indonesia yaitu perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
terkhusus pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
yang diangkat menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Sri Paduka Pakualam IX sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman yang 
diangkat menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
menjadi bagian dari kompleksitas fenomena keistimewaan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil 
gubernur ini sudah menjadi aturan adat yang berlaku sejak diangkatnya Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam XII menjadi Wakil Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain atas dasar aturan adat, mekanisme 
pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur ini juga merupakan 
manifestasi demokrasi dari masyarakat Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Mekanisme ini dianggap jauh lebih demokratis meskipun tanpa 
melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) secara formal seperti yang dilakukan di berbagai provinsi 
lainnya di Indonesia karena berdasarkan atas hati nurani publik. 
Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat harus terjalin 
dengan harmonis agar terwujudnya tujuan bersama. Mayoritas masyarakat 
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap menginginkan konsistensi 
mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur menjadi salah 
satu langkah untuk menjaga harmonisasi dengan pemerintah daerah. Sosok 
Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX dianggap sosok 
yang paling pantas oleh publik untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, sebab selain sebagai raja bagi kasultanan dan adipati bagi 
kadipaten, keduanya juga merupakan raja dan adipati bagi segenap 
masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, anggapan 
masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya yang 
mengukuhkan anggapan sebelumnya yaitu para orang Jawa hanya cocok 
dipimpin oleh orang Jawa. Selain juga sebagai orang Jawa, pemimpin para 
orang Jawa juga dia yang memiliki karakteristik kepemimpinan Jawa. 
Anggapan inilah yang mendeskrispsikan bahwa hanya sosok  Sosok Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX yang saat ini 
memiliki kompleksitas karakteristik kepemimpinan Jawa.  
Menurut penulis, ada perbedaan yang mendasar antara 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam 
XIII dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX 
saat menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 
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Perbedaan yang mendasar yaitu pada praktik nilai budaya kepemimpinan 
Jawa yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam XIII dalam 
kepemimpinannya cenderung menerapkan kepemimpinan Jawa klasik yang 
mana ajaran kepemimpinan tersebut banyak tertuang di dalam berbagai 
bentuk karya sastra kebudayaan Jawa. Berbeda dengan pendahulunya saat 
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX dalam 
kepemimpinannya cenderung menerapkan kepemimpinan Jawa kontemporer 
yang mana ajaran kepemimpinan tersebut merupakan kombinasi antara 
kepemimpinan Jawa klasik dengan kepemimpinan modern. Meskipun di 
antara kedua generasi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdapat perbedaan penerapan 
kepemimpinan Jawa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun 
tujuan akhir dari kedua generasi kepemimpinan tersebut adalah sama yaitu 
untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang sejatinya merupakan hakikat tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan. Lebih lanjut, dalam penelitian ini penulis akan 
mendeskripsikan secara skematis mengenai kepemimpinan Sri Sultan 
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Hamengkubuwono X yang sebagai sultan dalam jabatannya sebagai 
gubernur juga Sri Paduka Pakualam IX yang sebagai adipati dalam 
jabatannya sebagai wakil gubernur. Adapun skema yang dimaksud oleh 
penulis tersebut dideskripsikan dalam pola alur, seperti berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepemimpinan 
Kepemimpinan 
Pemerintahan 
Regional 
Kepemimpinan 
Pemerintahan 
Tradisional 
 
Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Wakil 
Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
Sri Sultan Hamengkubuwono X 
sebagai Raja Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Sri Paduka Paku Alam IX 
sebagai Adipati Kadipaten 
Pakualaman 
 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi praktik nilai 
budaya kepemimpinan Jawa 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metodologi 
kualitatif. Metodologi penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 
(utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan obyek penelitian ke 
dalam variabel atau hipotetis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian 
dari sesuatu keutuhan.18 Adapun data yang dikumpulkan dalam penilitian 
dengan pendekatan ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 
itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 
yang diteliti.19 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif yang mana metode ini adalah upaya pendiskripsian kondisi-
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.20 Penelitian ini bertujuan untuk 
untuk mengungkapkan gejala secara holistis-kontekstual melalui 
                                                             
18 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi, Bandung, 2007), hlm. 4. 
19 Ibid., hlm. 11. 
20 Mardalis, Metode Penelitian Proposal (Jakarta,1993), hlm. 26. 
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pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 
sebagai instrumen kunci. 
Tipe penelitan skripsi yang akan disusun oleh penulis selanjutnya 
adalah penelitian studi kasus yang mana penelitan yang dilakukan adalah 
secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga 
atau gejala tertentu.21 Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek 
penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 
keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, 
lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan 
gambaran secara rinci tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-
karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian 
dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 
Secara keseluruhan, penelitian ini bermetode deskriptif-kualitatif dengan tipe 
studi kasus. 
3.2 Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka 
penelitan ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokus 
                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V, 
Jakarta, 2002), hlm. 120. 
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dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
3.3 Informan Penelitian 
Adapun informan yang menjadi elemen dari sumber data dalam 
penelitian, yakni sebagai berikut: 
1. Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus sebagai Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan para kerabat Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat; 
2. Para kerabat Kadipaten Pakualaman; 
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 
4. Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 
5. Ketua Dewan Pembina Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret 
(YWBMP); dan 
6. Tokoh masyarakat Jawa, lingkungan Kabupaten Bantul. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari dua 
sumber yang mendukung kelengkapan keseluruhan data penelitian, yakni 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
informan dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa 
wawancara dan observasi.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari 
beberapa dokumen, catatan, arsip resmi, dan literatur lainnya yang 
relevan dalam melengkapi data primer dalam penelitian. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, 
yakni sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
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secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka 
mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan 
melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan. 
2. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian 
yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan 
informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dan 
untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan 
kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung 
yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan langkah yang penting dalam metode 
ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung 
penelitian dan untuk mengetahui perkembangan ilmu yang 
berhubungan dengan penelitian, termasuk kesimpulan dan 
degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan yaitu 
dengan mencari data-data pendukung pada berbagai literatur baik 
berupa buku, dokumen, hasil penelitian, dan bahan-bahan 
referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  
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3.6 Definisi Operasional Penelitian 
Untuk menyederhanakan penelitian dan mempermudah pemahaman, 
maka penulis membatasi penelitian ini dengan cara mengoperasionalkan 
fokus penelitian dengan menyusun definisi operasional. Adapun definisi 
operasional dalam penelitian, sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan pemerintahan daerah berbasis lokalitas adalah 
kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dilakukan oleh kepala daerah dengan mempraktikkan berbagai nilai 
kebudayaan lokal ke dalamnya; 
2. Kepemimpinan Wahyu Makutha Rama yang merupakan intisari dari 
keseluruhan wahyu kepemimpinan Jawa yang di dalamnya 
terdapat ajaran tertinggi, yakni: (1) mahambeging mring suryo 
(meneladani sifat matahari); (2) mahambeging mring condro 
(meneladani sifat bulan); (3) mahambeging mring kartika 
(meneladani sifat bintang); (4) mahambeging mring hima 
(meneladani sifat awan); (5) mahambeging mring maruto 
(meneladani sifat angin); (6) mahambeging mring dahana 
(meneladani sifat api); (7) mahambeging mring samodra 
(meneladani sifat laut); dan (8) mahambeging mring bantala 
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(meneladani sifat bumi) yang kedelapan laku tersebut dikenal 
sebagai Hastha Brata (delapan laku). 
3. Praktik kepemimpinan Jawa dalam kepemimpinan pemerintahan 
daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah usaha yang 
dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur untuk menuangkan 
nilai kebudayaan kepemimpinan Jawa yang merupakan warisan 
luhur dan ajaran bagi pemimpin dalam melaksanakan 
kepemimpinan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang ditinjau secara kasuistis dalam hal kepemimpinan 
organisasi secara internal dan eksternal juga terutama terhadap 
rakyat, hal ini sesuai dengan tinjauan praktik kepemimpinan Jawa 
yang ditinjau dari kepemimpinan seorang raja dalam kerajaan dan 
kerajaan lain, juga terhadap rakyat kerajaan 
3.7 Teknik Analisis Data Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 
kualitatif yang mana pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data 
terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data 
selesai.  Analisis data dalam ini merupakan proses penyederhanaan data 
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang 
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diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses 
yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian 
dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
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  BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu 
provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia yang tepatnya terletak di 
pulau Jawa pada bagian tengah. Secara geografis, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, 
sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi 
oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang secara umum meliputi:22 (a) 
Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut; (b) Kabupaten Wonogiri di 
sebelah Tenggara; (c) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat; dan (d) 
Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut. 
Posisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak 
antara 7o.33’ – 8o.12’ Lintang Selatan dan 110o.00’ – 110o.50’ Bujur 
                                                             
22 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 
dalam Angka Tahun 2015 (Yogyakarta, 2016), hlm. 3. 
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Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas 
Indonesia (1.860.359,67 km²) yang terdiri dari:23 
a. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40 
persen); 
b. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen); 
c. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 
persen); 
d. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen); 
dan 
e. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen). 
4.1.2 Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pemerintahan Daerah provinsi terdiri dari Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
sebagai badan eksekutif dan DPRD bertanggung jawab 
sebagai badan legislatif. Provinsi Daerah Istimewa 
                                                             
23 Ibid. 
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Yogyakarta dipimpin oleh seorang gubernur dengan ibukota 
provinsi adalah Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan 
tugasnya, dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan 
masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu Pimpinan 
Pemerintah Daerah yaitu Sekretariat Daerah (Setda) dan 
Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan 
dan Kantor-Kantor. Sekretaris Daerah membawahi tiga 
asisten, yaitu:24 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: 
1. Biro Tata Pemerintahan; 
2. Biro Hukum; dan 
3. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 
Kemasyarakatan 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan: 
1. Biro Admnistrasi Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; dan 
2. Biro Administrasi Pembangunan 
c. Asisten Administrasi Umum: 
1. Biro Organisasi; dan 
                                                             
24 Ibid. hlm. 23. 
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2. Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol. 
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat 
kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 
kelurahan/desa, yaitu:25 
a. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan dan 
88 kelurahan/desa; 
b. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 
kelurahan/desa; 
c. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 18 kecamatan 
dan 144 kelurahan/desa; 
d. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 
kelurahan/desa; dan 
e. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 
kelurahan/desa. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik 
pada DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 275 orang yang 
terdiri dari fraksi PDI-P 25,82 persen, PAN 14,55 persen, 
                                                             
25 Ibid. 
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Golkar dan Gerakan Indonesia Raya masing-masing 12,00 
persen dan 12,00 persen, PKS 11,27 persen, PKB 7,64 
persen, dan partai-partai lainnya sebesar 16,73 persen. 
Sampai saat ini, tercatat jumlah keputusan yang ditetapkan 
DPRD sebanyak 485 jenis keputusan, terdiri dari 193 jenis 
hasil keputusan DPRD Provinsi dan 292 jenis keputusan 
DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.26 
4.1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 
1. Visi  
Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, 
Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong 
Peradaban Baru. Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih 
berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih 
memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia 
sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat 
bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan 
konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, 
dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan 
akulturasi justru mampu memperkokoh budaya lokal, 
                                                             
26 Ibid. hlm. 24. 
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menambah daya tahan serta mengembangkan identitas 
budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih 
merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk 
dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. visi ini juga 
menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam 
keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, 
pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan 
politik dan sosial. 
Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri 
adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi 
kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan 
tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu 
merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan 
dan tantangan zaman secara otonom dengan 
mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. 
Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi 
masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik 
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spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan 
sesuai dengan perannya dalam kehidupan. 
2. Misi 
Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai 
kemanusiaan. Misi ini mengemban upaya untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga 
dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat 
kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi 
kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan 
fisik sampai sosial; 
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung 
dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif. Misi ini 
mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat 
agar rakyat lebih menjadi subjek dan aset aktif 
pembangunan daerah dan mampu menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi 
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tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan 
dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing 
agar makin kompetitif; 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, 
efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang 
konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan 
masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan 
efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan 
akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan 
yang baik; dan 
Memantapkan prasarana dan sarana daerah. 
Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan 
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan 
kesesuaian tata ruang.  
3. Tujuan  
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka 
tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun 
waktu 5 tahu adalah, sebagai berikut: 
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1. Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai 
kemanusiaan, dengan tujuan: 
a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, 
pelestarian dan pengembangan hasil budaya; 
b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang 
berkarakter; dan 
c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup. 
2. Misi Menguatkan perekonomian daerah yang 
didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan 
kreatif, dengan tujuan: 
a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang 
berkualitas dan berkeadilan yang didukung 
dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif; 
dan 
b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata. 
3. Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, dengan tujuan: Mewujudkan pengelolaan 
pemerintahan secara efisien dan efektif. 
4. Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, 
dengan tujuan: 
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a. Mewujudkan pelayanan publik; dan 
b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian 
Tata Ruang. 
4. Sasaran  
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka 
sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun 
waktu 5 tahu adalah, sebagai berikut: 
1. Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai 
kemanusiaan, dengan tujuan: 
a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarianbudaya 
meningkat; 
b. Melek huruf masyarakat meningkat; 
c. Aksesibilitas pendidikan meningkat; 
d. Daya saing pendidikan meningkat; dan 
e. Harapan hidup masyarakat meningkat. 
2. Misi Menguatkan perekonomian daerah yang 
didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan 
kreatif, dengan tujuan: 
a. Pendapatan masyarakat meningkat; 
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b. Ketimpangan antar wilayah menurun; 
c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun; 
d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan 
mancanegara meningkat; dan 
e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan 
mancanegara meningkat. 
3. Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, dengan tujuan: 
a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat; dan 
b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
meningkat. 
4. Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, 
dengan tujuan: 
a. Layanan publik meningkat, terutama pada 
penataan sistem transportasi dan akses 
masyarakat di pedesaan; 
b. Kualitas lingkungan hidup meningkat; dan 
c. Pemanfaatan ruang terkendali. 
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4.1.4 Kependudukan 
1. Penduduk 
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) Agustus 2014, jumlah penduduk Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 tercatat sejumlah 
3.666.533 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-
laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. 
Menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 back casting, 
persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan 
penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan 
penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 
0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 
tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen. Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dengan luas wilayah 3.185,80 
km2, kepadatan penduduk di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tercatat 1.142 jiwa per km2. 
2. Transmigrasi 
Sebagai upaya melakukan pemerataan penyebaran 
penduduk antar wilayah di Indonesia, pemerintah melakukan 
transmigrasi penduduk. Jumlah transmigran dari Provinsi 
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Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 tercatat 
sebanyak 70 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 230 jiwa. 
Jumlah KK transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten 
Bantul yaitu 38 KK dan daerah penempatan terbanyak 
adalah Sulawesi Tenggara yaitu 12 KK.27 
4.1.5 Sosial 
1. Pendidikan 
Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk 
untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya 
permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya 
penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara 
nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah 
maupun swasta. Pada tahun 2014/2015 untuk jenjang 
Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas 
(SMA) tercatat 5.161 unit sekolah atau meningkat 0,39 
persen dibandingkan dengan tahun 2013/2014 yang tercatat 
5.142 sekolah. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan pada 
tahun 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 
1.851 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 289.201 anak 
                                                             
27 Ibid. 
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dan diasuh oleh 20.842 guru. Untuk jenjang pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 431 
sekolah dengan 127.792 murid yang diasuh oleh 10.569 
orang guru. Pada SMA, tercatat sebanyak 160 sekolah 
dengan 5.130 orang guru yang mengajar 47.877 siswa. 
Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
terdapat 219 unit sekolah dengan 80.600 siswa yang diasuh 
oleh 8.590 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 
788 anak atau mengalami penurunan sebesar 32,07 persen 
dibandingkan tahun 2012, yang berjumlah mencapai 1.160 
siswa.28 Pada jenjang perguruan tinggi negeri, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, 
dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 106.973 
orang.29 
2. Kesehatan 
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, 
pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana 
kesehatan disertai tenaga kesehatan yang memadai baik 
kualitas maupun kuantitas. Upaya ini diarahkan agar tempat 
                                                             
28 Ibid. hlm. 107. 
29 Ibid. 
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pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang 
terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2014 sarana 
kesehatan yang tersedia di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebanyak 72 unit rumah sakit umum, 121 unit 
puskesmas induk, 38 unit rumah bersalin, 95 unit balai 
pengobatan, dan 1.142 praktek dokter perorangan.30 
3. Agama 
Dari 3.639.745 orang pemeluk agama di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 92,20 persen pemeluk agama Islam, 
sebanyak 4,76 persen pemeluk agama Katholik, Pemeluk 
agama Protestan 2,78 persen, Hindu 0,13 persen, dan 
Buddha 0,10 persen. Sejalan dengan komposisi di atas, 
jumlah tempat peribadatan yang tersebar di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah 
umat Islam berupa masjid, mushola, dan langgar yang 
tercatat sebanyak 95,15 persen. Kemudian rumah ibadah 
Katholik dan Protestan masing-masing 2,27 persen dan 2,07 
                                                             
30 Ibid. hlm. 108. 
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persen serta tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-
masing 0,25 persen dan 0,25 persen.31 
4.1.6 Perekonomian Daerah 
1. Keuangan Daerah 
Berdasarkan data Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2015, rencana penerimaan daerah 
tercatat sebesar 3.10 triliyun rupiah. Penerimaan yang 
berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 39,80 persen, 
dari Dana Perimbangan sebesar 33,50 persen, serta dari 
penerimaan lainnya yang sah sebesar 26,70 persen, 
sedangkan rencana anggaran belanja tahun 2015 tercatat 
sebesar 3,33 triliyun rupiah. Pengeluaran untuk belanja tidak 
langsung merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 46,46 
persen dari total pengeluaran terutama untuk belanja 
pegawai 15,78 persen.32 
 
                                                             
31 Ibid. 
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2. Pendapatan Daerah 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai 
tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi 
dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB 
disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. 
Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat 
dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan 
pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. 
Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat 
dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-
masing sektor ekonomi.33 
4.2 Sejarah Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Kadipaten Pakualaman: (Bermula dari Berdirinya Kesultanan Mataram) 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman 
yang eksistensinya masih kuat hingga sampai saat ini memiliki sejarah yang 
sangat panjang dan perkembangan yang sangat dinamis. Bermula dari 
berdirinya tanah Mataram di tanah Jawa yang titik koordinatnya kini tepat 
berada di wilayah Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dulu, wilayah Kotagede ini lebih dikenal dengan nama 
                                                             
33 Ibid. hlm. 543. 
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Alas Mentaok.34 Kemudian, wilayah Alas Mentaok ini menjadi pusat Kerajaan 
Mataram Islam (Kesultanan Mataram) yang berada di lereng selatan Gunung 
Merapi dan terbentang dari mulai Kali Progo hingga Kali Opak.35 
Orang yang berperan besar dalam mentransformasi wilayah yang 
sebelumnya merupakan hutan belantara hingga menjadi kerajaan ternama ini 
adalah Ki Ageng Pemanahan. Hanya saja, proses untuk mendapatkan tanah 
ini melalui sebuah peristiwa penting yaitu dimenangkannya suatu sayembara 
yang digelar oleh Sultan Pajang.36 Adapun sayembara tersebut merupakan 
ajang perlombaan untuk menumpas pemberontak yang bernama Arya 
Penangsang.37 Pada akhirnya, Ki Ageng Pemanahan yang berhasil 
                                                             
34 Soedjipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi Terlengkap dan Terasli (Yogyakarta, Laksana, 
2013). hlm. 356. 
35 Sidik Jatmika, Urip Mung Mampir Ngguyu: Telaah Sosiologis Folklor Jogja (Yogyakarta, 
Kanisius, 2009), hlm. 10. 
36 Sultan Pajang yang dimaksud adalah Sultan Hadiwijaya yang memiliki nama populer masa 
dewasa Jaka Tingkir dengan nama populer masa kecil Mas Karebet. Lihat H.M. Nasruddin 
Anshoriy, Neo Patriotisme: Etika Kekuasaan dalam Kebudaayaan Jawa (Yogyakarta, LKiS, 
2008), hlm. 175. 
37 Sayembara itu bermula dari munculnya perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak. Saat itu, 
Arya Penangsang merasa bahwa tahta Kasultanan Demam adalah miliknya, sebab pewaris 
asli dari Kasultanan Demak pasca wafatnya Sultan Trenggono –Sultan Demak yang ke III, 
putra dari Raden Patah (Pendiri Kesultanan Demak) dari permaisuri Ratu Asyikah, putri 
Sunan Ampel– adalah Pangeran Sekar Seda Lepen yang bernama asli Raden Kikin yang 
merupakan ayah dari Arya Penangsang. Namun, Sultan Trenggono tersebut wafat terbunuh 
oleh Pangeran Mukmin (Pangeran Purwata) –putra sulung Pangeran Trenggono, hal ini 
dilakukannya dengan tujuan untuk merebut tahta selanjutnya dari Kesultanan Demak. 
Peristiwa ini membangkitkan amarah Arya Penangsang untuk membalas dendam atas 
peristiwa nahas itu, sekaligus untuk merebut kembali tahta Kesultanan Demak yang direbut 
oleh Pangeran Mukmin. Tekad Arya Penangsang untuk membunuh Pangeran Mukmin 
semakin besar seiring dengan semakin menggeloranya perasaan Arya Penangsang bahwa 
dia lebih berhak atas tahta selanjutnya dari Kesultanan Demak. Hingga akhirnya terbunuhlah 
Pangeran Mukmin oleh Arya Penangsang. Tidak hanya Pangeran Mukmin, Pangeran 
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memenangkan sayembara ini, maka Ki Ageng Pemanahan pun berhak atas 
wilayah Alas Mentaok.38 Setalah itu, Ki Ageng Pemanahan berupaya dengan 
gigih untuk membangun sebuah kadipaten yang diberi nama Mataram.39 
Kadipaten ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berhasil 
menyejahterakan rakyatnya. Kemajuan kadipaten ini tidaklah berhenti 
walaupun Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 M. Kepemimpinan 
selanjutnya dijalankan oleh Danang Sutawijaya yang merupakan putra dari Ki 
Ageng Pemanahan. Dari periode inilah Kerajaan Mataram Islam (Kesultanan 
Mataram) berdiri yaitu setelah Danang Sutawijaya atau yang lebih dikenal 
dengan nama Panembahan Senopati. Berasal dari sebuah kadipaten 
kemudian beralih menjadi kerajaan40, Panembahan Senopati dengan gelar 
                                                                                                                                                                             
Kalinyamat pun juga dibunuh oleh Arya Penangsang. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 
14-15. 
38 Sebenarnya yang berhasil membunuh Arya Penangsang adalah Danang Sutawijaya 
dengan menggunakan senjata bernama tombak Kyai Plered dan keris Kyai Setan Kober. 
Hanya saja Sultan Hadiwijaya menganggap kemenangan sayembara ini milik Ki Ageng 
Pemanahan dengan hadiah wilayah Alas Mentaok dan Ki Ageng Penjawi dengan hadiah 
wilayah Pati. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 18. 
39 Nama Mataram berasal dari nama Ki Ageng Pemanahan yang lebih dikenal dengan nama 
lainnya yaitu Ki Gede Mataram, karena itu wilayah Alas Mentaok kemudian disebut sebagai 
bumi Mataram dan kerjaan yang berdiri di atasnya diberi nama dengan nama Mataram. Lihat 
Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 14. 
40 Bertransformasinya Kadipaten Mataram menjadi Kerajaan Mataram menjadi pembuka dari 
berdirinya Kerajaan Mataram Islam (Kesultanan Mataram). Kesultanan ini bermula dari 
Panembahan Senopati yang dengan beraninya mendeklarasikan Kadipaten Mataram 
sebagai Kesultanan Mataram setelah runtuhnya Kerajaan Pajang dikarenakan berhasilnya 
Panembahan Senopati membunuh Arya Pangiri (Sultan Pajang). Berdasarkan cerita, setelah 
Sultan Hadiwijaya wafat, tahta Kerajaan Pajang yang seharusnya jatuh kepada Pangeran 
Benawa (putra mahkota Kesultanan Pajang) direbut oleh Arya Pangiri. Tidak terima atas 
perlakuan Arya Pangiri yang merebut tahta sekaligus membunuh putra mahkota Kerajaan 
Pajang, Danang Sutawijaya melancarkan serangan ke Kerajaan Pajang dan berhasil 
merebut kembali tahta tersebut. Akhirnya tahta tersebut berhasil diselamatkan oleh Danang 
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Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah 
Jawa berhasil membangun sebuah dinasti baru, yaitu Dinasti Mataram Islam.  
Selanjutnya, dalam periode awal pada Kerajaan Mataram Islam, 
terdapat empat masa kekuasaan, yaitu: 
1. Masa I (Masa Kekuasaan Panembahan Senopati) 
Sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Panembahan 
Senopati dikenal sebagai salah satu raja terbesar yang pernah ada 
di tanah Jawa, bukan saja karena dia sebagai raja salah satu 
kerajaan terbesar, melainkan juga karena kepemimpinannya yang 
hebat. Selain itu, Panembahan Senopati pun juga menjadi salah 
satu raja terbesar karena memliki pengaruh kuat dalam garis 
keturunannya, sehingga sudah sepatutnya pula bila Panembahan 
Senopati juga menjadi pemimpin yang besar.41 Kemudian menjadi 
                                                                                                                                                                             
Sutawijaya dan memindahkannya ke Kadipaten Mataram. Kemudian, Danang Sutawijaya 
mengganti Kerajaan Pajang dengan kerajaan baru yaitu Kerajaan Mataram yang berpusat di 
Kadipaten Mataram. Kerajaan yang dibangun dengan berciri Islam ini, selanjutnya dikenal 
sebagai Kerajaan Mataram Islam. Lihat. Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 19. 
41 Menurut masyarakat Jawa, seorang pemimpin yang besar tidak hanya dipengaruhi oleh 
kualitas dirinya dalam memimpin, namun seringkali dikaitkan dengan pengaruh latar 
belakang garis keturunan, karena pemimpin yang besar merupakan turunan dari pemimpin 
yang besar pula. Anggapan ini merupakan bagian dari lingkup Greatman Theory oleh Ralph 
M. Stodgill. Berdasarkan beberapa naskah babad yang digubah oleh para pujangga pada 
zaman setelah masa kekuasaan Panembahan Senopati, bahwa Panembahan Senopati 
merupakan keturunan dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan putra dari Ki Ageng 
Ngenis. Selanjutnya, Ki Ageng Ngenis putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo putra dari Ki 
Getas Pendawa. Ki Getas Pendawa putra dari Bondan Kejawen (Lembu Peteng). Lembu 
Peteng putra dari Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. 
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salah satu hal yang menarik pula dari Panembahan Senopati 
sebagai raja pertama ini yaitu hubungan spesialnya dengan salah 
satu tokoh makhluk gaib yang sangat terkenal di wilayah Jawa 
yaitu Ratu Pantai Selatan.42  
Baik antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul 
tidaklah dapat dipisahkan dalam rangkaian sejarah Kesultanan 
Mataram Islam, sebab keduanya telah terikat dalam suatu 
perjanjian yang sifatnya turun-menurun. Menurut sebuah kisah, 
sewaktu Panembahan Senopati masih muda (Danang Sutawijaya) 
dan belum berdirinya Kerajaan Mataram (bahkan masih berupa 
                                                                                                                                                                             
Bila melihat runutan garis keturunan dari Panembahan Senopati, maka Panembahan 
Senopati berasal dari pemimpin yang besar, 
42 Dalam pemahaman masyarakat, terdapat dua versi mengenai tokoh makhluk gaib ini yang 
biasa dikenal sebagai Kanjeng Ratu Kidul atau juga Nyai Roro Kidul. Untuk versi yang 
pertama, masyarakat menganggap bahwa kedua nama tersebut merujuk pada satu tokoh, 
namun untuk bersi yang kedua, masyarakat menganggap bahwa kedua nama tersebut 
berbeda. Versi yang kedua ini terdapat dalam mitologi Jawa yaitu Kanjeng Ratu Kidul 
merujuk pada ciptaan Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Sri, 
sedangkan Nyai Roro Kidul merupakan outri dari Kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya 
dikarenakan perbuatan ibu tirinya. Untuk kedua versi ini tidak dapat ditentukan secara pasti 
untuk versi yang lebih benar, hanya saja dalam perkembangannya masyarakat cenderung 
menyamakan kedua nama ini sebagai satu tokoh, meskipun demikian, dalam kepercayaan 
Kejawen, Nyai Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul, sehingga cenderung 
keduanya merupakan tokoh identik yaitu sebagai Ratu Pantai Selatan. Berdasarkan riwayat 
turun-menurun, bahwa sosok tokoh Ratu Pantai Selatan (Kanjeng Ratu Kidul) ini adalah 
sosok seorang ratu yang berwajah sangat cantik, mengenakan pakaian adat kerajaan Jawa 
dengan selendang berwarna hijau yang khas, dan mahkota yang berkilau. Kanjeng Ratu 
Kidul juga memiliki banyak pengikut perempuan yang cantik dan sering berkendara 
menggunakan kereta kencana dengan kuda yang berjumlah delapan ekor. Kanjeng Ratu 
Kidul yang ternama ini bertahta di Keraton Laut Selatan Jawa, sehingga umumnya 
masyarakat Jawa menganggap daerah Laut Selatan Jawa (Samudera Hindia) ini sebagai 
tempat yang keramat. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 39. 
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kawasan hutan lebat, wilayah Alas Mentaok) dia melakukan tirakat 
(semadi) di Pantai Selatan (Pantai Parangkusumo dan Pantai 
Parangtritis) dengan tujuan mengumpulkan energi alam untuk 
mempersiapkan pertempuran melawan kerajaan-kerajaan di 
wilayah utara Jawa. Adapun semadi yang berlangsung selama tiga 
hari tiga malam itu berlangsung dengan lancar yang juga membuat 
Danang Sutawijaya mampu menguasai beragam rahasia seni 
perang dan penyelenggaraan pemerintahan, namun rupanya 
dalam semadi ini menumbuhkan intrik percintaan antara Kanjeng 
Ratu Kidul dengan Danang Sutawijaya. Atas kemampuan diri yang 
mumpuni dari Danang Sutawijaya dan juga wajahnya yang tampan, 
membuat Kanjeng Ratu Kidul jatuh cinta kepada Danang 
Sutawijaya, hingga akhirnya terjadilah hubungan pernikahan gaib 
antara keduanya. Melalui pertalian tersebut, terjadi pula sebuah 
perjanjian turun-menurun, bahwa kelak setiap keturunan dari 
Panembahan Senopati yang menjadi raja di Kerjaan Mataram 
harus melakukan hubungan yang sama seperti yang dilakukan oleh 
Kanjeng Ratu Kidul dengan Danang Sutawijaya dulu. Sebagai 
imbalan dari adanya jalinan hubungan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul 
pun menjanjikan bantuan keamanan dan ketentraman untuk 
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Kerajaan Mataram. Adapun imbalan ini sejatinya bukanlah 
permintaan dari Panembahan Senopati sewaktu bersemadi dulu, 
melainkan imbalan ini murni kehendak Kanjeng Ratu Kidul. Perihal 
inilah yang konon membuat Kerajaan Mataram menjadi kokoh. 
Perihal demikian terbukti dalam kepemimpinan Panembahan 
Senopati yang mampu membawa Kerajaan Mataram menjadi 
kerajaan yang lebih besar dengan mampu menaklukkan beberapa 
wilayah di Timur, seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo juga 
beberapa wilayah di Barat, seperti Cirebon dan Galuh.43 
Kesuksesan Panembahan Senopati juga terlihat dalam banyaknya 
aksi pemberontakan terhadap Kesultanan Mataram Islam yang 
mampu dia padamkan. 
2. Masa II (Masa Kekuasaan Panembahan Hadi Prabu 
Hanyokrowati) 
Penerus tahta selanjutnya pasca wafatnya Panembahan 
Senopati adalah Panembahan Hanyokrowati (Panembahan Hadi 
Prabu Hanyokrowati) yang memiliki nama asli Raden Mas Jolang. 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati merupakan putra ketujuh 
                                                             
43 Mila Saraswati dan Ida Widaningsih. Be Smart: Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, 
Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (Bandung, Grafindo Media Pratama, 2008). hlm. 103. 
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dari Panembahan Senopati.44 Saat menjabat sebagai raja penerus, 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati memiliki gelas Sri 
Susuhunan Adi Prabu Hanyokrowati Senopati ing Alaga Mataram. 
Secara sah, Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati menjadi 
Sultan Mataram kedua. Dia berkuasa sejak tahun 1601 – 1613 M. 
Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Panembahan 
Hadi Prabu Hanyokrowati tidak memiliki banyak perubahan sebab 
dia terlalu disibukkan dengan banyaknya aksi pemberontakan di 
beberapa titik wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Tidak 
hanya pemberontakan eksternal, bahkan pemberontakan internal 
sama menyulltkannya untuk ditumpas.45 Tantangan yang terberat 
                                                             
44 Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati merupakan putra ketujuh dari empat belas 
anaknya yang berasal dari pernikahan dengan tiga orang istri. Panembahan Hadi Prabu 
Hanyokrowati adalah hasil pernikahan antara Panembahan Senopati dengan seorang putri 
dari Ki Ageng Penjawi (Kerajaan Pati), Ratu Mas Waskitajawi. Ki Ageng Penjawi sendiri 
adalah sepupu dari Panembahan Senopati. 
45 Terdapat dua pemberontakan internal Kesulatanan Mataram di bawah kekuasaan 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati. Pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh 
Pangeran Puger. Pemberontakan yang dilakukan ini dikarenakan adanya rasa keberatan hati 
oleh Pangeran Puger terhadap adiknya , Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati yang 
diangkat sebagai sultan, sebab menjadi tradisi dalam sebuah kerajaan bahwa yang 
meneruskan tahta raja selanjutnya adalah putra tertua. Mengetahui adanya rasa keberatan 
hati oleh kakaknya tersebut, maka Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati mengambil 
sebuah langkah politis dengan memberikan kakaknya sebuah jabatan tinggi yaitu 
mengangkat kakaknya menjadi Adipati Demak. Hanya saja meskipun telah diberikan jabatan 
tinggi, Pangeran Puger lantas tidak merasa puas, sebab rasa keberatan hatinya masih 
berkobar, sehingga dilancarkannyalah sebuah serangan terhadap adiknya, kemudian 
Kesultanan Mataram pun dilanda perang saudara. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati 
yang cukup ahli dalam kepemimpinan, mampu mengatasi permasalahan tersebut, hingga 
akhirnya pada tahun 1605 M, ditangkaplah Pangeran Puger dan diasingkan ke Kudus. 
Kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Jayaraga.  Pemberontakan kedua ini 
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baginya adalah pemberontakan eksternal yang terjadi pada masa 
kekuasaan Panemabahan Hadi Prabu Hanyokrowati pun sangatlah 
menyulitkan. Terutama terhadap Kadipaten Surabaya yang tidak 
mau tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram secara utuh. 
Kadipaten Surabaya memiliki angkatan militer yang kuat dan 
perekonomian yang stabil, sehingga menjadikan Kadipaten 
Surabaya cukup setara kekuatannya dengan Kesultanan Mataram 
dan sangat menyulitkan Kesultanan Mataram untuk 
menundukkannya.46 
Menyadari Kadipaten Surabaya sulit dikalahkan bilamana 
menempuh jalur peperangan dengan kekuatan militer, 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati menggunakan siasat lain 
yaitu dengan siasat meruntuhkan kestabilan perekonomian 
                                                                                                                                                                             
tak menghindari terjadinya perang saudara. Hanya saja pemberintakan yang dilakukan 
Pangeran Jayaraga ini tidak sedahsyat dengan pemberontakan yang dilakukan oleh 
Pangeran Puger, sehingga Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati tidak turun langsung 
untuk menumpas aksi pemberontakan ini. Penumpasan aksi pemberontakan ini diambil alih 
oleh adik Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati juga yang bernama Pangeran Pringgalaya.  
Sikap politik Pangeran Pringgalaya yang pro terhadap tahta Panembahan Hadi Prabu 
Hanyokrowati membuatnya selalu siap sedia untuk membantu segala kesulitan yang 
dihadapi oleh sultan. Atas keberhasilannya meredam pemberontakan yang dilakukan oleh 
Pangeran Jayaraga, akhirnya Pangeran Jayaraga diasingkan ke wilayah Nusakambangan. 
46 Selepas masa kekuasaan Panembahan Senopati, Kadipaten Surabaya menjadi lebih 
tangguh baik dari sisi militer juga perekonomiannya. Hal ini yang membuat Kadipaten 
Surabaya semakin sulit ditundukkan oleh Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati. 
Menundukkan Surabaya menjadi salah satu misi besar dalam masa kepemimpinannya. 
untuk mempertahankan kedigdayaan Kesultanan Mataram, sebab bilamana ada kerajaan 
atau kadipaten lain yang memiliki kekuatan hampir setara atau setara dengan Kesultanan 
Mataram, tentunya akan sangat mengancam posisi kesultanan itu sendiri. 
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Kadipaten Surabaya.47 Langkah awal yang dilakukan oleh 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati untuk melancarkan siasat 
ini adalah dengan menaklukkan Demak, kemudian disusul dengan 
penaklukkan Lamongan. Selanjutnya penaklukan dilakukan menuju 
Gresik, Tuban, hingga Pati. Setelah berhasilnya penaklukan ini, 
Kesultanan Mataram mampu menguasai kembali jalur 
perdagangan di wilayah pesisir dan menyebabkan jatuhnya 
perekonomian Kadipaten Surabaya. Hingga wafatnya Panembahan 
Hadi Prabu Hanyokrowati48, Kesultanan Mataram tetap berada 
dalam kondisi yang sejahtera. 
 
                                                             
47 Perekonomian Kadipaten Surabaya saat itu terkenal cukup stabil dan maju. Kadipaten ini 
mampu menguasai sektor perdagangan pada berbagai bidang dan wilayah penguasaan jalur 
perdagangan yang sangat luas meliputi Gresik, Lamongan, Tuban, Demak, Pulau Bawean, 
hingga Sikadana (Kalimantan Barat), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan). 
48 Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati wafat pada tahun 1613 M di Krapyak, perihal 
tersebut yang menyebabkannya mendapat gelar Anumerta Panembahan Seda ing Krapyak 
yang berarti “Baginda yang Wafat di Krapyak”. Dia dimakamkan di Kotagede. Untuk 
penyebab wafatnya Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati ini sendiri terdapat empat versi. 
Pertama, untuk versi yang tercantum dalam Serat Nitik Sultan Agung ini menyebutkan bahwa 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati wafat dikarenakan mengalami kecelakaan saat 
berburu seekor kijang di wilayah hutan di daerah Krapyak. Kedua, untuk versi yang 
tercantum dalam Babad Tanah Jawi ini menyebutkan bahwa wafatnya Panembahan Hadi 
Prabu Hanyokrowati disebabkan penyakit parah yang dideritanya. Ketiga, untuk versi yang 
tercantum dalam Babad Mataram ini menyebutkan bahwa penyebab wafatnya Panembahan 
Hadi Prabu Hanyokrowati adalah adanya tindakan pembunuhan dengan modus penggunaan 
racun oleh Juru Taman Danalaya (abdi kepercayaan dan kesayangan Panembahan Hadi 
Prabu Hanyokrowati sendiri). Keempat, untuk versi ini hanya tersebar dalam berbagai diskusi 
publik yang mengatakan bahwa wafatnya Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati 
dikarenakan adanya konspirasi politik dalam kalangan keluarga yang mana membuat dirinya 
terbunuh, namun untuk versi ini tidak memiliki landasan yang cukup kuat. 
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3. Masa III (Masa Kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo) 
Setelah wafatnya Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati, tahta 
Kesultanan Mataram selanjutnya dipegang oleh Sultan Agung 
Hanyokrokusumo. Masa kekuasaan Sultan Agung 
Hanyokrokusumo merupakan masa terbaik dalam sejarah 
perkembangan Kesultanan Mataram, karena pada masa ini 
Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan, hal ini pula yang 
menyebabkan Sultan Agung Hanyokrokusumo menjadi sultan yang 
terpopuler hingga sampai saat ini. Berdasarkan fakta sejarah, 
Sultan Agung Hanyokrokusumo bukanlah sultan ketiga dari 
Kesultanan Mataram, melainkan yang keempat, namun yang 
dikenal sampai saat ini, dialah yang dianggap sebagai sultan yang 
ketiga.49 Secara de facto, yang menjadi sultan ketiga adalah Raden 
                                                             
49 Berdasarkan catatan sejarah, sesuai dengan janji yang pernah diucapkan oleh 
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrokusumo, bahwa kelak dia akan mewariskan tahta 
Kesultanan Mataram kepada putra dari istri pertamanya, yaitu Raden Martapura (Raden Mas 
Wuryah). Janji yang diutarakan ini terucap sebelum Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati 
diangkat menjadi Sultan Mataram, namun pada kenyataannya, Sultan Agung 
Hanyokrokusumo yang menjadi sultan terangkat secara sah. Terdapat empat alasan 
mengenai pengangkatan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu: (1) janji untuk menjadikan 
Raden Martapura dibuat sebelum Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati naik tahta menjadi 
Sultan Mataram; (2) istri pertama Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati itu dinikahi 
sebelum dia naik tahta; (3) Raden Martapura belum lahir ketika Sultan Agung 
Hanyokrokusumo lahir. Itu artinya, ketika menjadi sultan kedua, Panembahan Hadi Prabu 
Hanyokrowati telah memiliki putra yaitu Raden Mas Jatmika atau yang lebih dikenal dengan 
Raden Mas Rangsang (Sultan Agung Hanyokrokusumo); dan (4) ramalan oleh Panembahan 
Bayat (penasihat spiritual kesultanan) yang menyatakan bahwa Raden Mas Rangsang akan 
membawa kejayaan bagi Kesultanan Mataram dengan menguasai seluruh Jawa membuat 
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Martapura, namun secara de jure, yang menjadi sultan keempat 
adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo.50 
Pada awalnya Sultan Agung Hanyokrokusumo dikenal dengan 
nama Raden Mas Jatmika atau yang lebih dikenal dengan nama 
Raden Mas Rangsang. Barulah setelah diangkat menajdi sultan, 
dia mendapatkan gelar Panembahan Hanyokrokusumo atau yang 
lebih dikenal dengan gelar Prabu Pandita Hanyokrokusumo. Gelar 
ini tetap bertahan hingga berhasilnya dia menaklukkan Madura.51 
Setelah kesuksesan besar itu, gelar baru didapatkan oleh Prabu 
Pandita Hanyokrokusumo menjadi Susuhunan Agung 
Hanyokrokusumo (Sunan Agung Hanyokrokusumo). Kemudian, 
gelar tersebut diganti dengan Sultan Agung Senapati ing Alaga 
Abdurrahman dengan merujuk bahwa gelar ini lebih cocok dengan 
Kesultanan Mataram yang merupakan kerajaan Islam, namun 
                                                                                                                                                                             
Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati mewasiatkan agar yang kelak akan 
menggantikannya sebagai sultan pasca wafat adalah Raden Mas Rangsang yang kelak 
dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 59. 
50 Menjadinya sultan ketiga, Raden Martapura hanyalah sebagai sultan sementara, itupun 
tahta ini diberikan secara sementara dengan tujuan untuk mencegah perang saudara. 
Langkah ini menjadi jalan solusi terbaik, sehingga Ratu Lungayu (istri pertama Panembahan 
Hadi Prabu Hanyokrowati) tidak lagi melakukan pertentangan, sebab secara aturan pada 
akhirnya Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati tidak jadi melanggar janjinya dulu. Seiring 
berjalannya waktu pihak kesultanan lebih condong kepada ramalan Panembahan Bayat , 
sehingga tahta yang dipegang oleh Raden Martapura ditarik dan diberikan kepada Raden 
Mas Rangsang, meskipun diwarnai dengan nuansa silang pendapat antarkeluarga, namun 
permasalahan ini dapat teratasi. 
51 Berkat usaha yang luar biasa gigihnya, Madura akhirnya mampu ditaklukkan, tepatnya 
pada tahun 1642. 
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setahun berikutnya dia mendapatlan gelar baru yang diberikan oleh 
pemimpin Ka’bah di Makkah dengan gelar Sultan Abdullah 
Muhammad Mataram.52 Hanya saja gelar yang lebih melekat dan 
terkenal baginya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. 
Sampainya Kesultanan Mataram pada titik puncak kejayaan 
dikarenakan kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang 
sangat mumpuni. Selain itu, diapun dikenal sebagai seseorang 
yang sangat sakti.53 Sultan Agung Hanyokrokusumo juga dikenal 
sebagai raja yang berwibawa, bijaksana, tegas, dan adil. Dia diakui 
sebagai salah satu raja terbaik yang pernah ada di tanah Jawa. 
Tentunya raja yang hebat ditunjukkan dengan adanya prestasi 
terbaik yang pernah dicapai, berikut tujuh prestasi besar yang 
                                                             
52 Gelar ini diberikan sebagai hadiah dari Kesultanan Arab. Hubungan antara Kesultanan 
Mataram dengan Kesultanan Arab terjalin dengan sangat harmonis. Konon hal ini 
disebabkan seringnya Sultan Agung Hanyokrokusumo berkunjung ke Arab, namun bukan 
dengan menggunakan kendaraan yang memerlukan waktu yang sangat lama dalam 
perjalanan, melainkan dia mampu melakukan perjalanan secara gaib, sehingga dia dapat 
berpindah tempat dari Kesultanan Mataram ke Kesultanan Arab dengan waktu yang singkat. 
Dikisahkan pula, bahwa dulu saat Sultan Agung Hanyokrokusumo hendak melakukan ibadah 
Sholat Jum’at, beliau selalu melaksanakannya secara berjemaah di Masjidil Haram 
53 Kesaktian Sultan Agung Hanyokrokusumo sangatlah melegenda bahkan dikagumi di 
seluruh tanah Jawa. Diapun didampingi dengan tokoh sakti, seperti Kanjeng Ratu Kidul yang 
diketahui bahwa antara Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil membangun hubungan 
yang sangat harmonis dengan Kanjeng Ratu Kidul, sehingga memiliki dukungan kekuatan 
bala tentara gaib dari Keraton Pantai Selatan yang sangat kuat. Selain itu, diapun didampingi 
oleh tokoh sakti yaitu Tumenggung Bau Reksa yang konon dia memiliki kesaktian yang 
tangguh, dapat terbang tinggi layaknya burung dan dapat berlari cepat bagaikan kilat. 
Adanya dua tokoh ini semakin membuat Sultan Agung Hanyokrokusumo semakin sakti. Lihat 
Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 59. 
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berhasil dicapai oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo selama 
menjadi sultan, yakni:54 
1. Sukses memperluas wilayah daerah kekuasaan hingga 
meliputi seluruh wilayah Jawa dan Madura (kecuali daerah 
Banten dan Batavia). Juga menaklukkan daerah Palembang, 
Jambi, dan Banjarmasin; 
2. Mampu mengatur dan mengawasi seluruh wilayah 
kekuasaannya yang sangatlah luas hanya dari pusat 
pemerintahan yaitu di Kotagede; 
3. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan 
maritim, sehingga Kesultanan Mataram menjadi pengekspor 
beras terbesar pada masa itu; 
4. Mampu melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran, 
sehingga mampu menundukkan seluruh daerah di 
sepanjang wilayah Pantai Utara Jawa juga mampu 
menyerang dan memberikan perlawanan sengit terhadap 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Belanda di 
Batavia hingga dua kali; 
                                                             
54 Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 61 – 62. 
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5. Mengubah perhitungan kalender Jawa-hindu (kalender 
Saka) menjadi kalender Islam (kalender Islam) sejak tahun 
1633 M; 
6. Menyusun karya sastra yang sangat terkenal, yaitu Serat 
Sastra Gendhing. Kitab Serat Sastra Gendhing ini menjadi 
bukti bahwa pada masa Sultan Agungng Hanyokrokusumo 
terjadi peneyelarasan antar ilmu kejawen dengan ilmu sufi; 
dan 
7. Menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan 
perpaduan hukum Islam dengan adat-istiadat Jawa, yaitu 
Suryo Alam. 
Menurut penulis, satu peninggalan terbesar dari Sultan Agung 
Hanyokrokusumo bagi penerusnya kelak adalah doktrin politik 
Gung Binathara. Doktrin politik ini merupakan doktrin yang 
ditanamkan kepada seluruh tataran kesultanan beserta rakyat 
bahwa kekuasaan sultan adalah sebesar kekuasaan Tuhan di 
bumi. Meskipun doktrin ini dianggap berlebihan, namun mampu 
diterima oleh tataran kesultanan dan utamanya rakyat, sehingga 
kekuasaan raja utuh, tidak dapat terbagi dan ditandingi. Melalui 
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doktrin inipun, pemahaman bahwa kehendak sultan adalah 
kehendak Tuhan semakin mengakar, sehingga kehendak sultan 
tidak boleh mendapat pertentangan dari siapapun. Pada nyatanya, 
doktrin inilah yang menjadi pusaka bagi Kesultanan Mataram untuk 
tetap kokoh. Doktrin yang berisi bahwa sultan itu wewenang wisesa 
ing sanagiri (berwenang tertinggi di seluruh negeri) dan memiliki 
kekuasaan gung binathara, bau dhendha nyakrawati (sebesar 
kekuasaaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia) 
membuat kekuasaan sultan sangatlah absolut, sehingga dalam 
tatanan politik, rakyat hanya mampu ndherek karsa dalem (terserah 
kehendak raja). Adanya doktrin politik ini berkesesuaian dengan 
yang dijelaskan oleh penulis pada bagian sebelumnya, bahwa 
salah satu sifat kepemimpinan Jawa yaitu monocentrum. Hanya 
saja pada aktualisasinya, Sultan Agung Hanyokrokusumo tidaklah 
semena-mena terhadap rakyat, terbukti meskipun adanya doktrin 
itu, dia tetap mengimbangi dengan doktrin kewajiban raja yaitu ber 
budhi bawa leksana, ambeg adil para marta (meluap budi luhur 
mulia dan sifat adilnya terhadap semua yang hidup, atau adil dan 
penuh kasih sayang), sehingga Sultan Agung Hanyokrokusumo 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
70 
 
tidaklah menjadi sultan yang diktator, melainkan menjadi sultan 
yang dicintai rakyat dengan sifat penyayangnya terhadap rakyat.55 
4. Masa IV (Masa Kekuasaan Amangkurat I) 
Amangkurat I atau yang memiliki nama asli Raden Mas Sayidin 
adalah sultan keempat secara de jure (sultan kelima secara de 
facto). Dia bertahta menggantikan ayahnya, Sultan Agung 
Hanyokrokusumo. Bergelar Amangkurat Senapati ing Alaga 
Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama, namun lebih dikenal 
dengan gelar Amangkurat I. Setelah naik tahta, kekuasaan 
Kesultanan Mataram dipindahkan dari yang sebelumnya berpusat 
di wilayah Kotagede ke wilayah Pleret.56 
Amangkurat I adalah putra dari hasil pernikahan Sultan Agung 
Hanyokrokusumo dengan istri keduanya (Ratu Wetan). Tahta yang 
diraih oleh Amangkurat I ini diawali dari adanya perebutan tahta 
                                                             
55 Hal yang menarik dari Sultan Agung Hanyokrokusumo juga adalah dialah satu-satunya 
Sultan Mataram yang sangat antusias dalam memerangi VOC di tanah Jawa. Selama masa 
kepemimpinannya, dia melakukan dua kali penyerangan besar terhadap VOC yang pertama 
pada tahun 1628 M dan penyerangan kedua pada tahun 1629 M. Meskipun kedua 
penyerangan ini gagal, namun tekad Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk mengusir 
penjajah sangatlah besar. 
56 Tujuan dipindahkannya pusat kekuasaan Kesultanan Mataram ini untuk memperlihatkan 
kekuatan yang dimiliki Amangkurat I pada seluruh pelosok kerajaannya. Istana baru pun 
dibangun di wilayah Pleret yang dimulai dari tahun 1647 – 1666 M. Lihat Soedjipto 
Abimanyu. Op. cit. hlm. 93. 
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yang sangat rumit dan penuh dengan konflik. 57 Sultan yang 
dahulunya bergelar “Pangeran Arya Prabu Adi Mataram” saat 
menjabat sebagai Adipati Anom itu, setelah menjadi sultan juga 
memiliki dua orang permaisuri seperti halnya para pendahulunya 
yaitu Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Melalui dua pernikahan itu, kelak 
darinyalah yang akan menurunkan keturunan raja di Surakarta dan 
Yogyakarta. Dari pernikahan dengan Ratu Kulon, lahirlah Raden 
Mas Rahmat (Amangkurat II) dan dari pernikahan dengan Ratu 
Wetan, lahirlah Raden Mas Drajat (Pakubuwono I). 
Kepemimpinan Amangkurat I dalam tahtanya menjadi titik balik 
dari kejayaan Kesultanan Mataram. Sultan Agung 
Hanyokrokusumo yang mampu membawa Kesultanan Mataram 
pada titik puncak ini tidak mampu dipertahankan oleh penerusnya, 
Amangkurat I, bahkan Kesultanan Mataram berada pada titik 
terkritis. Banyak penyebab yang membuat perihal itu terjadi, 
                                                             
57 Bermula dari ibu dari Amangkurat I, Ratu Wetan yang berhasil menyingkirkan Ratu Kulon 
sebagai permaisuri utama, padahal Ratu Kulon adalah istri pertama dari Sultan Agung 
Hanyokrokusumo. Secara de facto, untuk tahta ini seharusnya jatuh kepada Raden Mas 
Syahwawrat yang merupakan putra pertama dari Ratu Kulon. Hanya saja hasrat dari Ratu 
Wetan untuk menjadikan anaknya Raden Mas Sayidin untuk menjadi sultan sangatlah besar, 
maka segala daya dan upaya dia lakukan, hingga akhirnya pelengseran permaisuri utama itu 
berhasil. Setelah sahnya Ratu Wetan menjadi permaisuri utama, maka secara de jure, 
putranyalah yang berhak menjadi sultan penerus. Meskipun demikian, proses perebutan 
tahta tidak hanya berhenti sampai di situ, proses ini semakin rumit dan berlangsung pada 
waktu yang lama, karena Raden Mas Syahwawrat merasa haknya telah direbut secara tidak 
adil. Bagaimanapun, Raden Mas Sayidin telah sah menjadi sultan, sehingga posisinya sulit 
untuk dijatuhkan, karena dukungan kesultanan terhadapnya sangatlah kuat. 
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terutama pada sosok Amangkurat I sendiri yang tidak mewarisi 
kepemimpinan ayahnya. Sultan Agung Hanyokrokusumo yang 
dikenal sebagai sultan yang berwibawa, bijaksana, tegas, dan adil 
sangat berbanding terbalik dengan Amangkurat I yang kejam, 
semena-mena, suka berhura-hura, dan tidak berperikemanusiaan. 
Sepertinya tidak ada jiwa kepemimpinan sejati dalam diri 
Amangkurat I. 58 Selain itu, kebahagiaan rakyat semasa kekuasaan 
Amangkurat I seperti sirna, sangat berbeda semasa kekuasaan 
ayahya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Amangkurat I tidak 
mampu mengamalkan secara positif tentang doktrin politik warisan 
ayahnya, Gung Binathara, yang mana dia tidak mampu 
menyeimbangkan antara wewenang wisesa ing sanagiri dan gung 
binathara, bau dhendha nyakrawati  dengan ber budhi bawa 
leksana, ambeg adil para marta, sehingga jadilah Amangkurat I 
menjadi pemimpin yang otoriter dan totaliter. 
                                                             
58 Bermula dari ibu dari Amangkurat I, Ratu Wetan yang berhasil menyingkirkan Ratu Kulon 
sebagai permaisuri utama, padahal Ratu Kulon adalah istri pertama dari Sultan Agung 
Hanyokrokusumo. Secara de facto, untuk tahta ini seharusnya jatuh kepada Raden Mas 
Syahwawrat yang merupakan putra pertama dari Ratu Kulon. Hanya saja hasrat dari Ratu 
Wetan untuk menjadikan anaknya Raden Mas Sayidin untuk menjadi sultan sangatlah besar, 
maka segala daya dan upaya dia lakukan, hingga akhirnya pelengseran permaisuri utama itu 
berhasil. Setelah sahnya Ratu Wetan menjadi permaisuri utama, maka secara de jure, 
putranyalah yang berhak menjadi sultan penerus. Meskipun demikian, proses perebutan 
tahta tidak hanya berhenti sampai di situ, proses ini semakin rumit dan berlangsung pada 
waktu yang lama, karena Raden Mas Syahwawrat merasa haknya telah direbut secara tidak 
adil. Bagaimanapun, Raden Mas Sayidin telah sah menjadi sultan, sehingga posisinya sulit 
untuk dijatuhkan, karena dukungan kesultanan terhadapnya sangatlah kuat. 
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Selain beberapa sifat kepemimpinan yang tidak pantas oleh 
Amangkurat I, yang membuat Kesultanan Mataram berada pada 
titik terkritis adalah sifatnya yang suka berhura-hura. Amangkurat I 
sering mengadakan pesta dan hidup layaknya orang Eropa, 
bahkan ketika perekonomian kesultanan menurun drastis dan 
untuk dapat tetap hidup bermewah-mewah, Amangkurat I 
bersekutu dengan VOC. Atas tindakannya ini, kesultanan tidak lagi 
semurni dulu, karena ada unsur luar yang ikut membawa pengaruh 
dalam kesultanan. Tindakan inipun banyak mendapat pertentangan 
dari beberapa kerajaan atau kadipaten bawahan dari Kesultanan 
Mataram, sehingga pemberontakan semakin banyak terjadi dan 
banyak di antaranya yang melepaskan diri dari Kesultanan 
Mataram. 59 
 
 
                                                             
59 Keadaan ini membuat Kesultanan Mataram semakin lemah dan membuat Amangkurat I 
semakin berada dalam kekangan VOC. Jikalau saja Amangkurat I mewarisi sifat 
kepemimpinan ayahnya, Sultan Agung Hanyokrokusumo, maka Kesultanan Mataram bisa 
saja mencapai kejayaan melebih apa yang pernah dicapai di bawah kekuasaan ayahnya. 
Demikianlah hingga semakin banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Amangkurat 
I dan terjadi pula ketidakharmonisan dalam kesultanan yang semakin memperburuk situasi.  
Selain itu, wahyu kepemimpinan nampaknya hilang pada diri Amangkurat I, karena tidak lagi 
menggunakan gelar “sultan” seperti ayahnya, padahal gelar itu merupakan pemberian dari 
Kesultanan Arab yang seharusnya dapat dilestarikan. 
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4.3 Konflik Utama dalam Perkembangan Kesultanan Mataram: 
(Proses Perebutan Tahta Kesultanan Mataram) 
4.3.1 Perebutan Kesultanan Mataram oleh Raden Trunojoyo 
Pada masa kekuasaan Amangkurat I, terjadi sebuah 
penyerangan besar yang dilakukan oleh Raden Trunojoyo. Adapun 
tujuan dilakukannya penyerangan itu dengan tujuan untuk merebut 
Kesultanan Mataram. Penyerangan besar ini membuat Amangkurat I 
tidak berdaya untuk mengatasinya, sehingga membuatnya harus 
berada dalam pelarian yang cukup lama. 
Raden Trunojoyo sebenarnya masih merupakan kerabat 
Kesultanan Mataram.60 Raden Trunojoyo merupakan satu-satunya 
bangsawan Kadipaten Madura yang berani memberikan perlawanan 
terhadap kekuasaan Amangkurat I.61 Perjuangan Raden Trunojoyo 
                                                             
60 Kakek dari Raden Trunojoyo adalah adik ipar Sultan Agung Hanyokrokusumo. 
Berdasarkan garis silsilah, Raden Trunojoyo merupakan putra dari Raden Demang Mloyo  
Kusumo (Raden Maluyo) yang mana Raden Maluyo ini merupakan putra dari Cakraningrat I 
(Raden) Praseno) yang juga putra dari Arosbaya. Gelar Cakraningrat I ini diberikan oleh 
Sultan Agung Hanyokrokusumo kepada adik iparnya saat diberi amanah untuk menjadi 
penguasa di wilayah Madura. Saat itu, Kadipaten Madura sepenuhnya tunduk di bawah 
kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo. 
61 Meskipun dalam banyak sumber sejarah yang mengatakan bahwa Raden Trunojoyo 
adalah pemberontak yang menjarah Kesultanan Mataram, namun penulis lebih memahami 
Raden Trunojoyo sebagai pahlawan daripada pemberontak, sebab apabila tidak ada yang 
memberikan perlawanan terhadap Amangkurat I, maka rakyat Mataram dan sekitarnya terus 
berada dalam penindasan raja yang semena-mena. Penyerangan yang dilancarkan itu 
dibangun langsung dari Kadipaten Madura yang dipusatkan di Kadipaten Kediri sebagai 
markas. Penyerangan ini sangat didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak yang kecewa atas 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
75 
 
diawali dari penumpasan kekuasaan Cakraningrat II dengan 
menculiknya kemudian mengasingkannya ke wilayah Lodaya, 
Kadipaten Kediri. Setelah itu, Raden Trunojoyo mengangkat dirinya 
sebagai penguasa baru di tanah Madura dengan gelar “Panembahan 
Madura”. Posisi Trunojoyo di tanah Madura semakin kuat dengan 
mendapat simpati penuh dari seluruh rakyat Madura mulai dari wilayah 
Bangkalan sampai wilayah Sumenep. Setelah menggalang kekuatan 
besar dari Madura, Trunojoyo langsung menuju kadipaten Kediri. 
Ternyata putra dari Amangkurat I, yaitu Amangkurat II juga kontra 
dengan kepemimpinan ayahnya dan berencana untuk 
melengserkannya. Mengetahui Trunojoyo juga memiliki rencana yang 
sama, maka Amangkurat II menjalin kerjasama dengan Trunojoyo 
sebagai sekutu.62 Amangkurat I yang saat itu memang bersekutu 
dengan VOC juga menyiapkan pasukan untuk siap berperang. Perang 
besarpun terjadi karena masing-masing kubu memiliki kekuatan 
perang yang besar. Selain mendapat dukungan kekuatan perang dari 
Amangkurat II, Trunojoyo juga mendapat dukungan kekuatan perang 
                                                                                                                                                                             
kepemimpinan Amangkurat I, terutama masyarakat Kadipaten Madura yang berada di bawah 
penindasan oleh Cakraningrat II di wilayah Madura. 
62 Awal hubungan kerjasama antara Amangkurat II dengan Trunojoyo diawali saat 
Amangkurat II meminta bantuan dukungan kekuatan untuk melawan ayahnya kepada Raden 
Kajoran (Panemabahan Rama) yang juga kerabat istana Mataram. Darinyalah Amangkurat II 
dikenalkan dengan Trunojoyo yang memiliki rencana sama, hingga akhirnya bersekutulah  
mereka. 
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dari orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong.63 
Selain itu pula, Trunojoyo mendapat dukungan kekuatan perang dari 
Panembahan Giri di Kadipaten Surabaya yang tidak menyukai 
Amangkurat I akibat tindakan kejamnya terhadap para ulama di 
Kadipaten Surabaya. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara 
kubu Trunojoyo dengan Amangkurat I, namun berkat kegigihan 
Trunojoyo dengan para sekutunya, akhirnya kubu Amangkurat I 
mengalami kekalahan dan membuat Amangkurat I terdesak hingga 
melarikan diri dari Keraton Mataram. Trunojoyo berhasil menguasai 
Keraton Mataram di Pleret.64 Amangkurat I menyingkir ke Batavia 
untuk meminta bantuan kepada VOC yang bermarkas di Batavia. 
Selepas berhasilnya Trunojoyo menguasai Kesultanan Mataram65, 
maka sesuai janji yang dulu pernah disepakati antara Amangkurat II 
                                                             
63 Orang-orang Makassar ini adalah bekas pasukan perang yang juga pengawal Sultan 
Hasanuddin. Mereka terdesak hingga ke tanah Jawa, sebab terdesak dalam pertempuran 
melawan VOC di Makassar. Orang-orang Makassar yang terdesak inipun berpusat di wilayah 
Demung, Panurukan. Bahkan untuk semakin mempererat hubungan antara Trunojoyo 
dengan Karaeng Galesong, Trunojoyo menikahkan putrinya dengan putra dari Karaeng 
Galesong. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 100. 
64 Tepat pada tanggal 2 Juli 1677 M, Trunojoyo berhasil menduduki Keraton Mataram di 
Pleret. Kemenangan besar ini membuat Amangkurat I tidak berdaya lagi, sehingga harus 
melarikan dirinya ke Batavia. 
65 Dalam Babad Tanah Jawi, dijelaskan bahwa saat Trunojoyo berhasil merebut Kesultanan 
Mataram dari kekuasaan Amangkurat I, maka saat itulah menjadi akhir dari eksistensi 
Kerajaan Mataram Islam (Kesultanan Mataram). 
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dengan Trunojoyo66, maka seharusnya tahta yang telah berhasil 
direbut oleh Trunojoyo itu diserahkan peada Amangkurat II, namun 
sebelum perjanjian itu tertepati, terjadi perselisihan antara Amangkurat 
II dengan Trunojoyo, sehingga Trunojoyo belum memberikan tahta 
Kesultanan Mataram kepada Amangkurat II. Merasa telah dikhianati, 
akhirnya Amangkurat memutus hubungan kerjasama dengan 
Trunojoyo dan mengikuti ayahnya ke daerah pelarian. Trunojoyo pun 
membawa semua hasil jarahannya dari Keraton Mataram menuju 
markas kekuasaannya di Kadipaten Kediri.67 
Amangkurat I dan Amangkurat II yang berada di daerah 
pelarian ternyata belum menyerah sepenuhnya, diam-diam mereka 
menyusun kekuatan perang baru untuk merebut kembali tahta Keraton 
Mataram. Pergerakan politik mereka dimulai dari memindahkan ibu 
kota kerajaan ke Kertasura. Namun, akhirnya sebelum berperang 
bersama dengan Amangkurat II, Amangkurat I wafat. Sesuai wasiat 
ayahnya, bahwa agar Amangkurat kembali bersekutu dengan VOC 
                                                             
66 Adapun perjanjian antara kedua pihak itu yaitu apabila Trunojoyo berhasil menyingkirkan 
Amangkurat I, maka akan diberikan kepadanya kekuasaan penuh atas wilayah Madura dan 
Jawa Timur juga menyerahkan tahta Keraton Mataram kepada Amangkurat II. 
67 Setelah Amangkurat II pergi menyusul ayahnya di daerah pelarian juga perginya Trunojoyo 
ke Kadipaten Kediri, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Keraton Mataram, sehingga 
situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Puger untuk mengambil alih kekuasaan dengan 
mengangkat dirinya sebagai raja Pleret dan bergelar Susuhunan ing Alaga. Pada masa inilah 
Kerajaan Mataram Islam menjadi terpecah belah. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 
101. 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
78 
 
untuk merebut kembali Keraton Pleret, maka dilakukanlah wasiat itu 
oleh Amangkurat II. Persekutuan yang dibangun kembali dalam 
“Perjanjian Jepara” pada tahun 1677 M itu membawa beberapa 
kesepakatan, salah satunya yang utama adalah bilamana Trunojoyo 
berhasil dikalahkan, maka sebagai imbalannya, VOC mendapatkan 
kekuasaan atas seluruh wilayah pesisir utara di tanah Jawa.68 
Kemudian dimulailah perlawanan terhadap Trunojoyo. Namun, VOC 
tidak langsung mengambil langkah peperangan, melainkan diawali 
dengan mengirim utusan untuk menyampaikan ajakan perdamaian, 
hanya saja ajakan itu ditolak oleh Trunojoyo. Atas penolakan itu, 
dimulailah serangan oleh VOC terhadap Trunojoyo. Penyerangan oleh 
VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal Cornelis Speelman, kemudian 
untuk armada laut, VOC mengerahkan pasukan Bugis di bawah 
pimpinan Aru Palakka (Raja Bone). Pertempuran di darat terjadi 
sangat sengit antara gabungan pasukan VOC, pasukan Amangkurat II, 
dan pasukan Maluku (di bawah pimpinan Kapiten Jonker) dengan 
pasukan Trunojoyo bersama sekutunya. Pertempuran di laut juga 
terjadi sangat sengit antara pasukan Bugis di bawah komando Aru 
Palakka dengan pasukan Makassar di bawah komando Karaeng 
                                                             
68 Redaksi Tera. Kunci Belajar Anak Pintar (Yogyakarta, Penerbit Indonesia Tera, 2007). hlm. 
93. 
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Galesong. Pada pertempuran ini, Pasukan sekutu Amangkurat II 
berhasil meraih kemenangan besar, hingga Trunojoyo melarikan diri 
ke Blitar, kemudian berpindah ke Malang. Wilayah kekuasaan 
Trunojoyo di Jawa Timur pun berhasil direbut oleh VOC. Setelah 
menerima kekalahan yang begitu besar, Trunojoyo pun menyerahkan 
diri kepada VOC yang selanjutnya VOC membawa Trunojoyo ke 
Amangkurat II. Tanpa ampun, akhirnya Trunojoyo pun dihukum mati.69 
Amangkurat II pun kembali menguasai Kerajaan Mataram. 
Memanfaatkan kepuasan hati Amangkurat II, VOC mengadakan 
pembaruan perjanjian dengan menambahkan beberapa kesepakatan 
dengan Amangkurat II yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu: 
(1) Daerah Karawang, sebagian Daerah Priangan, dan Semarang 
diserahkan sepenuhnya kepada VOC; (2) VOC bebas berdagang di 
wilayah Mataram dan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak 
dagang; dan (3) Semua wilayah pesisir utara di tanah Jawa 
sepenuhnya dikuasai oleh VOC.70  
 
                                                             
69 Trunojoyo dihukum mati oleh Amangkurat II tepat pada tanggal 2 Januari 1680 M. 
Perjuangan Trunojoyo untuk melawan penindasan dan penjajahan pun akhirnya usai. 
70 Amangkurat II terpaksa menerima tambahan kesepakatan ini, sebab ada ancaman dari 
VOC, jikalau tambahan kesepakatan ini ditolak, maka tahta Amangkurat II akan diruntuhkan. 
Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 104. 
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4.3.2 Masa Kekuasaan Amangkurat II  
Setelah berhasil mengalahkan dan membunuh Trunojoyo, 
Amangkurat II secara resmi merebut kembali Kesultanan Mataram. 
Kembalinya Kesultanan Mataram ke pewaris tahta kerajaan membuat 
kesultanan ini bangkit kembali, Amangkurat II pun menjadi sultan 
penerus. Sultan baru yang memiliki nama asli Raden Mas Rahmat ini 
resmi menjadi sultan kelima. Hanya saja setelah menjadi sultan baru, 
Amangkurat II tidak mengembalikan tahta kerajaan ke pusat ibukota 
sebelumnya, melainkan memindahkannya ke ibuota baru yaitu di Kota 
Kartasura dengan membangun keraton baru dengan nama Kasunanan 
Kartasura yang pembangunannya sejak tahun 1680 – 1742 M.71 
Perang saudara kembali terjadi antara Amangkurat II dengan 
adiknya, Pangeran Puger. Keduanya saling berebut kekuasaan penuh 
atas tanah Jawa, karena keduanya saling merasa bahwa diri mereka 
adalah pewaris sah tunggal Kesultanan Mataram. Adanya dualisme 
kepemimpinan ini membuat terjadinya pertempuran antara Kasunanan 
Kertasura dengan Kesultanan Mataram (Keraton Pleret). Dalam 
                                                             
71 Terdapat dua alasan utama penyebab Amangkurat II tidak mengembalikan tahta kerajaan 
di Keraton Pleret. Pertama, Keraton Pleret telah dikuasai oleh Pangeran Puger yang semasa 
terjadinya kekosongan kekuasaan saat Amangkurat I dan Amangkurat berada dalam 
pelarian. Kedua, Keraton Pleret saat itu mengalami kerusakan yang cukup parah. 
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pertempuran kali ini72, Amangkurat II diuntungkan dengan masih 
adanya bantuan dari VOC, sedangkan Pangeran Puger berjuang 
sendiri bersama pasukannya. Akhirnya, kemenangan pun diraih oleh 
Amangkurat II, sehingga dengan itu Amangkurat II selanjutnya 
memegang penuh kekuasaan atas Kesultanan Mataram melalui 
Kasunanan Kartasura. Selama Amangkurat II memerintah, terjadi dua 
kali peperangan. Pertama, peperangan yang terjadi saat Wanakusuma 
melakukan pemberontakan. Kedua, saat Amangkurat II berbalik 
menyerang VOC.73 Amangkurat II memerintah sampai tahun 1703 M.74 
4.3.3 Masa Kekuasaan Amangkurat III 
Setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703 M, maka yang 
meneruskan tahta selanjutnya adalah putranya, Amangkurat III. Raja 
baru dengan nama asli Raden Mas Sutikna atau Sunan Mas ini 
ternyata tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang ideal untuk menjadi 
                                                             
72 Pertempuran singkat ini terjadi tepat pada tanggal 28 November 1681. 
73 Berbaliknya Amangkurat II menyerang VOC setelah mendapat hasutan dari Patih 
Nerangkusuma. Dia sangat membenci VOC dan memanfaatkan Amangkurat II untuk 
melawan VOC. Selain karena adanya hasutan itu, Amangkurat II memang sebelumnya telah 
memperhitungkan bahwa apabila Kasunanan Surakarta masih menjalin kerjasama dengan 
VOC, maka kerajaan akan terus berada dalam kondisi kerugian, karena kerjasama yang 
dijalin dengan VOC tidaklah gratis, melainkan harus membayar kepada pihak VOC dengan 
sejumlah bayaran tertentu. 
74 Amangkurat II yang terlalu dekat dengan VOC membuat dirinya memiliki gaya 
kepemimpinan yang cenderung bergaya Eropa. Hal ini dapat dilihat pula pada pakaian resmi 
kerajaan yang dia gunakan yaitu seperti pakaian kerajaan Eropa, sehingga dia mendapatkan 
julukan “Sunan Amral”. Kata “amral” ini merupakan ejaan dalam bahasa Jawa untuk kata 
admiral (pemimpin Eropa).  
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seorang raja. Sifatnya yang semena-mena membuat banyak pihak 
yang tidak menyenangi kepemimpinannya. Selain itu, dia memiliki 
watak yang buruk yaitu pencemburu.75  
Banyak pihak yang memang dari awal menyetujui jika Pangeran 
Puger lah yang berhak untuk mendapatkan tahta selanjutnya.76 
Mengetahui Pangeran Puger yang hendak merebut tahta melalui 
pemberontakan, Amangkurat III pun memerintahkan pasukannya 
untuk membunuh Pangeran Puger bersama keluarga. Mengetahui 
pula adanya rencana pembunuhan itu, Pangeran Puger bersama 
keluarga lebih dulu melarikan diri ke Semarang. Saat melarikan diri, 
Pangeran Puger menjalin kerjasama dengan VOC untuk membangun 
kekuatan perang dan mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram 
dengan gelar Pakubuwono I. Setelah kekuatan perang mencukupi, 
Pakubuwono I bersama VOC melakukan penyerangan ke Kasunanan 
Kartasura yang disebut dengan “Perang Suksesi Jawa I” tepatnya 
pada tahun 1705 M. Amangkurat III yang mengalami kekalahan 
                                                             
75 Dia selalu merasa cemburu bila melihat ada laki-laki yang tampan, sehingga seringkali dia 
membunuh laki-laki tampan yang dia lihat. Juga perilakunya yang dengan mudah menjatuhi 
hukuman mati pada orang yang bersalah semakin membuat banyak pihak ingin menjatuhkan 
tahtanya. 
76 Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Babad Tanah Jawi, bahwa perselisihan tidak pernah 
usai mengenai pewarisan tahta. Saat dinobatkannya Raden Mas sebagai penerus tahta, 
Pangeran Puger merasa keberatan, karena merasa dirinya lebih berkualitas untuk menjadi 
penerus tahta. 
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akhirnya diasingkan ke wilayah Sri Lanka dan kemenangan yang 
diraih oleh Pakubuwono I membuatnya berhasil menjadi Sunan 
Kartasura. 
4.3.4 Masa Kekuasaan Pakubuwana I 
Pakubowono I yang menjabat menjadi Sunan Kartasura sejak 
tahun 1704 M dianggap sebagai jawaban atas krisis kepemimpinan 
setelah wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perihal kualitas 
kepemimpinan, Pakubuwono I (Raden Mas Darajat) tidak dapat 
diragukan lagi, bahkan sejak kecil Raden Mas Darajat telah terlihat 
jiwa kepemimpinannya. 
Pakubuwono I atau dengan gelar lengkap Sri Susuhunan 
Pakubuwono I menjadi raja yang mampu membangkitkan kembali roh 
“Mataram”.77 Kasunanan sempat berada dalam kesejahteraan di 
bawah kepemimpinan Pakubuwono I, hanya saja adanya utang 
warisan dari Amangkurat III terhadap VOC membuat Pakubuwono I 
mengalami kesusahan. Ternyata sewaktu Amangkurat III menjalin 
kerjasama dengan VOC, biaya kerjasama belum mampu dilunasi, 
sehingga VOC masih menagih utang itu kepada Pakubuwono I 
                                                             
77 Meskipun Kesultanan telah terpecah, namun Kasunanan Surakarta masih tetap dianggap 
sebagai Kesultanan Mataram, karena garis keturunan tidak dapat dihapuskan. 
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sebagai penerus tahta. Pada tahun 1719 M, Pakubuwono I wafat dan 
putra mahkotanya, Amangkurat IV pun siap menggantikannya. 
4.3.5 Masa Kekuasaan Amangkurat IV 
Penerus Kasunanan Kartasura selanjutnya adalah putra 
mahkota dari Pakubuwono I yang bernama Raden Mas Suryoputra. 
Adapun gelar lengkap yang dia sandang saat naik tahta yaitu Sri 
Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa (Amangkurat IV). Saat berkuasa 
menjadi raja, Amangkurat IV banyak menghadapi pemberontakan 
yang dilakukan oleh kalangan keluarganya yang juga menginginkan 
tahta. Seperti Pangeran Arya Dipanegara yang merupakan putra dari 
Pakubuwono I, hingga dia bergabung dengan kelompok pemberontak, 
Jayapuspita. Kemudian, Amangkurat IV pun mendapat perlawanan 
dari dua adiknya, Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Atas 
pemberontakan yang dilakukan oleh kedua adiknya itu, Amangkurat IV 
menggunakan kekuasaannya untuk menarik penuh hak kerajaan yang 
dimiliki oleh kedua adiknya tersebut. Akibat dari ketidakpuasan 
Pangeran Blitar, akhirnya dia pindah ke Karta dan membangun istana 
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di sana lalu mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Ibnu 
Mustafa Pakubuwono.78 
Pada masa kekuasaan Amangkurat IV ini pula terjadi 
peperangan besar yang dikenal dengan “Perang Suksesi Jawa II”. 
Peperangan ini membuat rakyat di tanah Jawa terpecah menjadi 
empat kubu, yaitu kubu Amangkurat IV, kubu Pangeran Dipanegara, 
kubu Pangeran Blitar, dan kubu Arya Mataram. Pertempuran antara 
keempat kubu inipun terjadi sangat sengit, namun kekuatan perang 
Amangkurat IV tidak terkalahkan dengan adanya bantuan dari VOC. 
Kemenangan itu bertahan hingga akhirnya Amangkurat IV wafat pada 
tahun 1726 M akibat sakit parah yang diderita karena racun. 
4.3.6 Masa Kekuasaan Pakubuwana II 
Pakubuwana II naik tahta pada tahun 1711 M dengan gelar “Sri 
Susuhunan Pakubuwono II”. Masa kekuasaan Pakubuwono II inilah 
yang menjadi awal keruntuhan Kasunanan Kartasura. Raja yang 
memiliki nama asli Raden Mas Purbusuyasa ini tidak jauh berbeda 
dengan para pendahulunya, yaitu banyak menghadapi 
pemberontakan. Diawali dari terpecah duanya golongan dalam 
                                                             
78 Karta ini dulunya merupakan wilayah yang tempat dibangunnya Keraton Mataram pada 
masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo. 
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kasunanan yaitu golongan pertama merupakan golongan yang pro 
pada VOC dengan loyalitas terhadap Ratu Amangkurat dan golongan 
kedua merupakan golongan yang kontra pada VOC dengan loyalitas 
terhadap Patih Cakrajaya (Danureja). Mengetahui patihnya tidak mau 
mendukung VOC, Pakubuwono II meminta VOC untuk mengasingkan 
patihnya tersebut. Setelah itu, diangkatlah patih baru yaitu 
Natakusuma, namun sama halnya dengan Danureja, Natakusuma pun 
juga kontra terhadap VOC. 
Seiring berjalannya waktu, Kasunanan Kartasura semakin 
mendekati awal keruntuhan dengan semakin banyaknya 
pemberontakan besar-besaran, seperti peristiwa Geger Pecinan yaitu 
pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok pada tahun 
1740.79  Kemudian yang sebelumnya Pakubuwono II menyerang VOC 
karena mendapat desakan dari para bawahan yang anti-VOC seketika 
berbalik mendukung VOC dengan membuat perjanjian baru dengan 
tujuan untuk menyelamatkan Kasunanan Kartasura. Tindakan politik 
itu semakin membangkitkan amarah para pemberontak (orang Jawa) 
yang anti-VOC, sehingga mereka menyerbu keraton dan 
                                                             
79 Penyebab orang-orang Tiongkok melakukan pemberontakan terhadap Pakubuwono II 
disebabkan adanya pembantaian orang-orang Tiongkok oleh VOC di Batavia atas perintah 
dari seorang gubernur jenderal VOC, Adriaan Valckenier. 
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mengahancurkannya. Akibat dari pengahancuran itu, Pakubuwono II 
terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. 
Setahun kemudian, Pakubuwono II kembali ke Kartasura, 
namun kasunanan telah hancur lebur. Untuk meneruskan tahta 
Kasunanan Kartasura, maka Pakubuwono II memindahkan kerajaan 
ke Desa Sala (Solo) yang kemudian kelak menjadi Kasunanan 
Surakarta.80 Keraton baru ini mulai digunakan sejak tahun 1745 M, 
sehingga dengan itu Pakubuwono II merupakan raja pertama dari 
Kasunanan Surakarta yang memerintah hingga tahun 1749 M. Hanya 
saja pemberontakan tetap saja terjadi, kini pemberontakan itu 
dilakukan dari lingkungan dalam keluarga yaitu oleh Pangeran 
Mangkubumi bersama Raden Mas Said, maka terjadi lagi pertempuran 
sengit yang dikenal sebagai “Perang Suksesi Jawa III”. Perang itupun 
melumpuhkan kekuatan Pakubuwono II, hingga akhirnya Pakubuwono 
II jatuh sakit dan wafat pada tahun 1749. Adapun penerus tahta 
selanjutnya yaitu putra dari Pakubuwono II, Pakubuwono III. 
                                                             
80 Dalam kondisi ini, pemindahan keraton tidak membuat beban dari Pakubuwono II menjadi 
ringan, sebab masih ada beban yang datang dari VOC yaitu adanya kesepakatan baru 
dalam sebuah perjanjian yang dibuat VOC sekembalinya Pakubuwono II dari Ponorogo. 
Kesepakatan itu mengenai penunjukan putra mahkota dan pejabat kerajaan dengan aturan 
apabila Pakubuwono II hendak menunjuk putra mahkota dan pejabat kerajaan (patih dan 
adipati anom) maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari VOC. Lihat 
Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 129. 
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4.4 Perjanjian Giyanti: Lahirnya Kasunanan Surakarta Hadiningrat 
dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
Perjanjian Giyanti merupakan salah satu perjanjian yang terkenal 
sepanjang sejarah Kasultanan Mataram Islam, sebab melalui perjanjian ini, 
maka Kasultanan Mataram Islam sejatinya terpecah menjadi dua, yaitu 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat. Perjanjian ini terwujud pada masa kekuasaan Pakubuwono III 
yang merupakan penerus tahta dari Pakubuwono II. Pakubuwono III yang 
merupakan raja kedua Kasunanan Surakarta memerintah sejak tahun 1749 
M hingga tahun 1788 M. Posisi Pakubuwono III dalam memerintah sangatlah 
sulit, karena selain harus tetap tunduk pada VOC mengingat banyaknya 
kesepakatan yang telah dibangun oleh Pakubuwono II dengan VOC. Selain 
itu, Pakubuwono III juga berada dalam situasi perang saudara (Perang 
Suksesi Jawa III) yang melawan saudaranya Pangeran Mangkubumi 
bersama Raden Mas Said.81 Selama peperangan itu terjadi, Pangeran 
Mangkubumi menempati wilayah bekas Kasultanan Mataram sebagai wilayah 
dudukan. 
                                                             
81 Para pemberontak yang berada di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi dan 
Raden Mas Said kemudian mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai raja mereka dan 
Raden Mas Said sebagai patih. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 135. 
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Usaha Pangeran Mangkubumi untuk menyingkirkan Pakubuwono III 
sangatlah sulit, sebab Pakubuwono III yang didukung VOC itu memiliki 
kekuatan perang yang kokoh. Tidak kunjungnya usaha Pangeran 
Mangkubumi bersama Raden Mas Said untuk memenangkan perang datang, 
keduanya pun berpisah. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan membuat 
sebuah perjanjian baru, tujuannya untuk semakin menambah keuntungan 
politiknya di tanah Jawa. 
Terjadilah sebuah perjanjian antara VOC, Pakubuwono III, dan 
Pangeran Mangkubumi. Perjanjian yang dibuat di Desa Giyanti ini kemudian 
dikenal dengan nama “Perjanjian Giyanti”. Berkat perjanjian ini, maka 
berakhirlah Perang Suksesi Jawa III. Berikut isi dari Perjanjian Giyanti, 
yakni:82 
1. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sri Sultan 
Hamengkubuwono I dengan gelar Sultan Hamengkubuwono 
Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatogomo 
                                                             
82 Ada beberapa alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian ini. Pertama, 
Pangeran Mangkubumi tidak ingin VOC hengkang dari tanah Jawa, sebab keberadaannya 
masih sangat dibutuhkan. Kedua, perang saudara yang selama ini terjadi membuat rakyat 
sangatlah menderita, sehingga untuk mengakhiri penderitaan rakyat itu, pihak Pakubuwono 
III dan Pangeran Mangkubumi sangat menyetujui diadakannya perjanjian ini sebagai jalan 
perdamaian. Ketiga, VOC mengetahui bahwa dengan memakai senjata atau melalui 
pertempuran fisik saja tidak cukup untuk melemahkan Pangeran Mangkubumi, sehingga 
dibuatlah perjanjian ini dengan tujuan agar dapat melemahkan Pangeran Mangkubumi 
melalui sisi politik, yaitu perjanjian yang mengikat dan VOC dapat mengambil keuntungan 
dari situasi yang dibentuk ini. Lihat Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm 138 – 141. 
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Khalifatullah. Kemudian diberikannya sebagian wilayah bekas 
Kesultanan Mataram dengan hak turun-menurun; 
2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerja sama antara rakyat 
yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kasultanan; 
3. Sebelum pepatih dalem (Rijks-Bestuurder) dan para bupati 
melaksanakan tugas masing-masing, terlebih dahulu harus 
melakukan sumpah setia kepada VOC melalui gubernur jenderal; 
4. Bila sultan akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalem, 
maka sebelumnya harus mendapat pesetujuan dari VOC; 
5. Diperbolehkannya sultan untuk mengampuni bupati yang selama 
peperangan terjadi mereka anti-VOC; 
6. Tidak diperbolehkannya sultan untuk menuntut haknya atas Pulau 
Madura dan daerah-daerah pesisir di tanah Jawa yang sebelumnya 
telah diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC dalam kontrak 
tahun 1746 M, tapi akan ada ganti rugi oleh VOC kepada sultan 
sebesar 10.000 real tiap tahunnya; 
7. Akan diberikannya bantuan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I 
kepada Pakubuwono III bilamana itu dibutuhkan; 
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8. Adanya aturan harga tertentu yang sebelumnya telah ditentukan 
oleh VOC terhadap harga berbagai bahan makanan yang akan 
dijual oleh sultan kepada VOC; dan 
9. Adanya perjanjian dari sultan untuk tetap menaati segala bentuk 
perjanjian yang sebelumnya pernah diadakan antara para raja 
pendahulu dengan VOC, khusunya perjanjian tahun 1705 M, 1733 
M, 1743 M, 1746 M, dan 1749 M. 
Nota kesepahaman Perjanjian Giyanti ini secara resmi ditandatangani 
pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah ditandatangani, perjanjian ini menjadi 
awal dari dinasti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimulai dengan 
sultan pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I. 
4.5 Berdirinya Kasultanan Ngayogyakrta Hadiningrat dan Kadipaten 
Pakualaman 
1. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa melalui 
Perjanjian Giyanti, maka terbentuklah Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau 
yang selanjutnya dikenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I. 
Untuk nama “Ngayogyakrta” sama dengan “Yogyakarta” yang 
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dilafalkan dalam bahasa Jawa. Kata Ngayogyakarta atau 
Yogyakarta dalam nama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
dibentuk dari dua suku kata, yaitu kata “ngayogya” yang dalam 
bahasa Jawa merupakan pergeseran pelafalan dari kata “ayogya” 
atau “ayodya” dengan arti “kedamaian”, “pantas”, dan “baik”, 
sehingga memiliki makna “memiliki cita-cita yang baik”.83 Kata 
“ayodya” sendiri dapat ditelusuri dalam kisah “Ramayana”, 
Ayodya merupakan sebuah kota bersejarah yang menjadi asal 
dari Wiracarita Ramayana. Kemudian yang menghubungkan 
penggunaan kata “ayodya” yang menjadi “ayogya” untuk tempat 
yang disebut sebagai Keraton Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat ini merupakan penamaan dari Sri Sunan 
Pakubuwono II yang menyebut tempat sebelum berdirinya 
keraton itu dengan nama Dalem Ayogya. Lalu, kata “karta” sendiri 
memiliki arti “aman” dan “sejahtera” Jikalau digabungkan antara 
kata “ayogya” dengan “karta”, maka jadilah “Ngayogyakarta” atau 
“Yogyakarta” yang bermakna “mencapai kesejahteraan bagi 
negara dan rakyat”.  
                                                             
83 Sukendra Martha. Peta Kamasurta: Anda Perlu Tahu tentang Kejadian Menarik Seputar 
Survei dan Pemetaan (Jakarta, Nawas, 2009). Hlm. 66. 
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Sampai saat ini, kata Yogyakarta masih digunakan selain 
untuk nama keraton, juga untuk menamakan tempat keraton 
tersebut berdiri yaitu Kota Yogyakarta dan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta84. Sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa Kesultanan Mataram berdiri di atas wilayah 
yang kini disebut Kecamatan Kotagede di Kota Yogyakarta. 
Selepas pecahnya Kasultanan Mataram menjadi dua, keturunan 
dari pendiri kerajaan ini masih bertempat di Kota Yogyakarta. 
Sampai saat ini, sultan yang memimpin Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat telah mencapai generasi yang 
kesepuluh, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Berikut riwayat 
sultan yang memimpin mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, 
yakni: 
a. Sri Sultan Hamengkubuwono I 
Menjadi sultan pertama sejak Perjanjian Giyanti 
disahkan, 13 Februari 1755 – 24 Maret 1792 M, Sri Sultan 
Hamengkubuwono I menjadi peletak dasar utama Kasultanan 
Ngayogyakarto Hadiningrat. Kepemimpinannya yang 
                                                             
84 Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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berkualitas membawa kasultanan pada awal berdiri menjadi 
kasultanan yang sejahtera. Keberhasilan Sri Sultan 
Hamengkubuwono I dalam membangun kasultanan bahkan 
melampaui Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang lebih dulu 
berdiri. Dari segi perekonomian, Kasultanan Ngayogyakarto 
Hadiningrat dapat dikatakan baik, juga dari segi 
pertahanannya yang kuat, semakin membuat kasultanan 
berada dalam kejayaan. Adanya keberhasilan itu bukanlah 
karena adanya bantuan dari VOC, sebab Sri Sultan 
Hamengkubuwono I yang meskipun telah menandatangani 
Perjanjian Giyanti dengan kesepakatan berdamai dengan 
VOC, namun tidak membuat dia mau menjalin hubungan 
persahabatan VOC, baginya penjajah tetaplah penjajah. 
Keteguhan hati dalam memilihi langkah politik itu membuat 
Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bebas dari 
pengaruh VOC. 
b. Sri Sultan Hamengkubuwono II 
Terdapat tiga periode pemerintahan dari Sri Sultan 
Hamengkubuwono II, yaitu pada Periode I (April 1792 – 
Desember 1810 M), kemudian pada Periode II (Desember 
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1810 – Juni 1812 M), dan Periode III (Agustus 1826 – Januari 
1828 M). Pada Periode I, Sri Sultan Hamengkubuwono II 
dengan tegas mengambil langkah politik untuk anti-VOC. 
Tantangan atas pilihan itu semakin berat dengan datangnya 
Gubernur Jenderal VOC baru yaitu Herman Willem Daendels. 
Atas sikap semena-mena gubernur jenderal ini, membuat Sri 
Sultan Hamengkubuwono II murka. Puncak perseteruan 
terjadi ketika Herman Willem Daendels memerintahkan Sri 
Sultan Hamengkubuwono II untuk mematuhi beberapa aturan. 
Adapun aturan tersebut ditolak oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono85, hingga Daendels melakukan serangan 
ke keraton. Atas serangan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono II 
mengalami kekalahan dan tahtanya jatuh. 
Pada Periode II, Sri Sultan Hamengkubuwono kembali 
mengambil tahtanya setelah berhasil memanfaatkan situasi 
kekalahan VOC (Belanda) oleh Inggris di Jawa Tengah. Saat 
itu yang menjadi lawan baru bagi Sri Sultan 
                                                             
85 Ada dua aturan pokok yang diajukan oleh Herman Willem Daendels kepada Sri Sultan 
Hamengkubuwono II, yaitu: (1) Tanah-tanah yang diberikan kepada sultan pada setiap 
pengangkatannya hanya berstatus pinjaman (lihat Soedjipto Abimanyu. Op.cit. hlm. 205); 
dan (2) Hak pengelolaan hutan diberikan kepada VOC dan menyerahkan sepenuhnya 
monopoli penebangan kayu miliki raja-raja Jawa di bawah pengawasan Herman Willem 
Daendels (lihat Djoko Marihandono. Sultan Hamengkubuwono II: Pembela Tradisi dam 
Kekuasaan Jawa. (Yogyakarta, Banjar Ali, 2008). Hlm. 31. 
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Hamengkubuwono II adalah Inggris, meskipun gebernur 
jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles mengakui tahta 
keraton, namun bagi sultan, Inggris dan VOC (Belanda) tetap 
sama (penjajah). Kembali jatuhnya tahta keraton ini 
diakibatkan penentangan oleh sultan terhadap Inggris, hingga 
sultan diasingkan ke wilayah Penang.86 
Pada Periode III, sekembalinya dari wilayah 
pengasingan, Sri Sultan Hamengkubowono kembali bertahta, 
meskipun tidak lama, namun telah banyak peristiwa penting 
yang terjadi. Adapun salah satu dari peristiwa penting tersebut 
yaitu perang besar melawan Belanda yang dilakukan oleh 
Pangeran Diponegoro (Perang Diponegoro, 1825 – 1830 M).87 
 
                                                             
86 Thomas Stamford Raffles meminta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk 
menyerahkan beberapa wilayah bekas kekuasaan VOC, namun sultan menolak, hingga 
dilancarkannyalah serangan dari Inggris. Armada perang yang kuat dan banyak membuat 
keraton tidak mampu menandingi. Kekalahan ini membuat tahta sultan kembali jatuh. 
87 Sebelum Sri Sultan Hamengkubuwono II kembali meraih tahtanya, telah banyak terjadi 
serangkaian persitiwa penting, yaitu pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono III hingga 
V, kemudian terjadinya Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. 
Sejatinya Pangeran Diponegoro lah yang digadang untuk menjadi penerus tahta dengan 
gelar Sultan Abdul Hamid Herucokro Amirul Mukminin dengan kualitas kepemimpinan yang 
tidak dapat diragukan, namun dia menolak karena saat menjadi sultan kelak, maka dia harus 
menjalin kerjasama dengan Belanda. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas 
Ontowiryo ini mulai melakukan perlawanan kepada Belanda sejak amarah memuncak 
melihat keraton tidak lagi asri dengan terlalu dalamnya pengaruh Belanda yang masuk ke 
kesultanan, bahkan orang-orang Belanda dengan leluasa memasuki keraton dan berbuat 
tindakan tercela di dalam keraton. 
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c. Sri Sultan Hamengkubuwono III 
Saat Sri Sultan Hamengkubuwono III naik tahta 
(Desember 1810 – Desember 1811 M dan Juni 1812 M – 
November 1814 M), tidak banyak yang dapat dia lakukan 
untuk membawa perubahan, baik itu pada periode pertama, 
maupun yang kedua. Dia yang memiliki nama asli Raden Mas 
Surojo ini diangkat menjadi sultan oleh Belanda. Adanya 
situasi perseteruan antara Belanda dengan Inggris semakin 
memperburuk kestabilan politik bagi kesultanan, semakin 
buruknya keadaan kesultanan ketika Sri Sultan 
Hamengkubuwono III harus menerima beberapa konsekuensi 
dari Inggris yang tentunya sangat merugikan kesultanan.88 
Konsekuensi yang sangat memberatkan itu mengacaukan 
stabilitas keraton. 
 
 
                                                             
88 Adapun tiga konsekuensi tersebut, yakni: (1) kekuasaan utuh Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat harus dibagi dengan Inggris dan membayar gani rugi sebesar 100.000 setiap 
tahunnya juga menyerahkan wilayah kekuasaan kasultanan kepada Inggris (Kedu, Pacitan, 
Japan, Jipang, dan Grobogan); (2)  angkatan militer kasultanan dikurangi oleh Inggris, 
dikarenakan jumlahnya yang terlalu besar; (3) sebagian daerah kekuasaan kasultanan harus 
diserahkan kepada Pangeran Natakusumo yang diangkat menjadi Sri Paduka Paku Alam I 
oleh Thomas Stamford Raffles. 
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d. Sri Sultan Hamengkubuwono IV 
Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang naik tahta sejak 
November 1814 – Desember 1823 M merupakan sultan 
termuda. Sewaktu dia naik tahta, usianya saat itu masih 10 
tahun. Sultan dengan nama asii Gusti Raden Mas Ibnu Jarot 
ini diharuskan menerima tahta itu, karena wafatnya Sri Sultan 
Hamengkubuwono III. Usianya yang sangat muda dianggap 
belum memiliki kualitas yang cukup untuk memimpin 
kasultanan sendirian, sehingga dia didampingi oleh seorang 
wali pemerintahan yaitu Sri Paduka Pakualam I.89 Meskipun 
telah didampingi oleh Sri Paduka Pakualam I, kepemimpinan 
Sri Sultan Hamengkubuwono IV masih rapuh. Adanya 
kerapuhan itu membuat Patih Danureja IV dengan leluasa 
menguasai keraton dengan memberikan semua jabatan 
penting keraton kepada saudara-saudaranya. Namun sayang, 
tahtanya tidak berlangsung lama, karena pada usia 19 tahun, 
Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat. 
 
                                                             
89 Masa ini merupakan masa awal bagi terjalinnya hubungan penyelenggaraan pemerintahan 
yaitu antara sri sultan hamengkubuwono dengan sri paduka paku alam sebagai pendamping. 
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e. Sri Sultan Hamengkubuwono V 
Sri Sultan Hamengkubuwono V naik tahta pada dua 
periode, pertama sejak Desember 1823 – Agustus 1826 M 
dan kedua sejak Januari 1828 M – Juni 1855 M. Sri Sultan 
Hamengkubuwono V juga naik tahta pada usia muda yaitu 3 
tahun yang membuatnya menjadi raja termuda yang ada 
sepanjang sejarah Kasultanan Mataram. Pemerintahannya 
pun masih mendapat pendampingan dari Kadipaten 
Pakualaman, sebab usia yang terlalu muda belum 
menunjukkan kemampuan untuk memimpin. Periode pertama 
kepemimpinannya berakhir setelah tahtanya dijatuhkan dan 
diberikan kembali kepada kakeknya, Sri Sultan 
Hamengkubuwono II. Hanya saja Sri Sultan 
Hamengkubuwono II juga tidak lama berkuasa, hanya dua 
tahun. Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono II, 
maka Sri Sultan Hamengkubuwono V kembali naik tahta. Dia 
yang membangun kerjasama dengan Belanda dengan 
harapan agar keraton tetap aman mendapat banyak kecaman 
dari keluarga, terutama adiknya, Gusti Raden Mas Mustojo 
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yang kelak menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono VI setelah 
wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono V.90 
f. Sri Sultan Hamengkubuwono VI 
Naik tahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono Vi sejak 
Juli 1855 – Juli 1877 M membuat sebuah fenomena baru 
dalam pewarisan tahta keraton di Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat, yaitu terjadinya “silang tahta”, sebab yang 
menjadi pewaris tahta bukanlah putra dari sultan sebelumnya 
(Sri Sultan Hamengkubuwono V), melainkan adiknya. Sri 
Sultan Hamengkubuwono VI lahir dari pernikahan antara Sri 
Sultan Hamengkubuwono IV dengan Gusti Kanjeng Ratu 
Kencono. Menjadi tugas berat ketika Sri Sultan 
Hamengkubuwono VI naik tahta, yaitu kondisi politik 
kasultanan sangat tidak stabil. Menjadi sebuah catatan 
sejarah pula, yaitu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono 
menjabat, kasultanan mengalami kerusakan parah akibat 
gempa bumi. Kemudian, banyaknya pemberontakan yang 
                                                             
90 Wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono V merupakan kejadian yang tidak biasa, dia 
dibunuh oleh permaisurinya sendiri yaitu Kanjeng Mas Hemawati. Penyebab pembunuhan 
tidak diketahui pasti, namun beberapa ahli sejarah mengakatakan adanya konspirasi dalam 
lingkungan keluarga secara internal dan membuat Kanjeng Mas Herawati terpengaruh untuk 
membunuh suaminya sendiri. Peristiwa kematian ini disebut sebagai wereng saketi tresno 
(wafat oleh yang dicinta). 
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terjadi karena tidak mengakui tahta keraton. Meskipun 
demikian, berkat bantuan Patih Danureja V, kasultanan 
kembali dibangun dan pemberontakan berhasil dipadamkan. 
g. Sri Sultan Hamengkubuwono VII 
Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang bertahta sejak 
(Desember 1877 – 29 Januari 1921 M) ini membuat 
kasultanan mengalami perubahan yaitu mencapai 
perkembangan kejayaan. Perkembangan ini cukup pesat 
mengingat selepas Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat, 
kasultanan mengalami kemunduran. Sri Sultan 
Hamengkubuwono VII yang bernama asil Gusti Raden Mas 
Murtejo ini juga diberikan gelar “Sultan Sugih” atau raja yang 
kaya. Adapun kekayaan yang dia peroleh yaitu penghasilan 
dari pembangunan 27 pabrik gula di Yogyakarta. 
Naik tahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono VII 
mendapat dua gelombang pertentangan. Pertama, 
pertentangan ini datang dari lingkungan internal keraton oleh 
Kanjeng Ratu Kedaton yang menganggap Raden Mas 
Mohammad (Pangeran Suryoningalogo) lebih pantas untuk 
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mendapatkan tahta, hanya saja kedudukan Sri Sultan 
Hamengkubuwono VII dalam garis pewarisan tahta jauh lebih 
tinggi, sehingga peretentangan itu dapat diredam. Kemudian 
kedua, pertentangan selanjutnya datang dari lingkungan 
eksternal keraton yaitu dari pemerintah Hindia-Belanda. 
Adanya keinginan dari Belanda untuk menguasai secara utuh 
seluruh tanah Jawa dan mengintervensi keraton membuat Sri 
Sultan Hamengkubuwono VII melakukan perlawanan. Hanya 
saja adanya perubahan aturan peradilan yang dibuat oleh 
pemerintah Hindia-Belanda (yang waktu itu berwenang untuk 
menyusun dan mengubah aturan peradilan di tanah Jawa), 
maka secara terpaksa Sri Sultan Hamengkubuwono VII 
menerima perubahan itu. Kemudian Sri Sultan 
Hamengkubuwono VII diangkat kembali menjadi sultan 
dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamngkunegoro 
Sudibyo Rojo Putro Narendri Mataram ing Ngayogyakarta 
Hadiningrat oleh Gubernur Jenderal J. W. van Landsberge 
setelah adanya pesetujuan dalam perjanjian baru antara 
Belanda dengan kasultanan. Secara keseluruhan, Sri Sultan 
Hamengkubuwono VII lah yang menjadi pencetus bagi 
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lahirnya “Yogyakrta Modern”.91 Kemajuan utama yang 
dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII adalah dalam 
bidang politik, pemerintahan, hukum, seni, dan pendidikan. 
h. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII 
Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bertahta sejak 
Februari 1921 – Oktober 1939 M. menjadi hal yang unik bagi 
naik tahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, sebab sultan 
sebelumnya yang juga ayahnya, masih hidup, ini berarti 
kepenerusan tahta keraton mendapat gaya baru yang selama 
ini tahta hanya dapat diterusktan apabila penguasa tahta 
sebelumnya telah wafat.92 
Semasa pemerintahannya, Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII banyak melakukan rehabilitas 
bangunan keraton, seperti Gerbang Donopratopo, Tratag Siti 
Hinggil, Bangsal Pagelaran, dan Masjid Gedhe. Selain itu, 
                                                             
91 Hal ini didukung dengan semakin banyaknya dibangun pabrik gula modern saat itu dan 
juga semua putra-putranya disekolahkan ke Belanda 
92 Diturunkannya Sri Sultan Hamengkubuwono VII dari tahtanya dan diangkatnya Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII diatur langsung oleh pemerintah Hindia-Belanda. Hal ini dikarenakan 
adanya agenda tereselubung dari Belanda untuk dapat menguasai seutuhnya pertanahan di 
tanah Jawa melalui program reorganisasi agrarian, namun karena program ini ditolak oleh Sri 
Sultan Hamengkubuwono VII, maka Belanda menurunkan tahtanya. Langakah itu dapat 
dilakukan oleh Belanda, sebab Belanda masih memilki kekuasaan untuk menaikkan atau 
menurunkan tahta keraton. Untuk tahta selanjutnya, diangkatlah Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII oleh Belanda. 
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dukungannya kepada K.H. Ahmad Dahlan untuk membentuk 
organisasi Islam Muhammadiyah membuat terjadinya 
pergerakan baru dalam penyaiaran agama Islam di 
Yogyakarta. 
i. Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
Sri Sultan Hamengjubuwono IX bertahta di Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat sejak Maret 1940 – Oktober 1988 
M. Pada masa kepemimpinannya lah, banyak sejarah penting 
terukir, termasuk yang paling fenomenal yaitu bergabungnya 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan status dan hak khusus 
(istimewa). Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah 
satu sri sultan Hamengkubuwono terbaik yang pernah ada 
dari berbagai segi, terutama kepemimpinan. Hal ini didukung 
dengan sikap ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang 
dari jauh hari telah menyiapkan anaknya untuk menjadi 
penerus tahta yang berkualitas. Salah satu jalannya yaitu 
dengan memberikan pendidikan setinggi-tingginya bagi 
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putranya.93 Meskipun dia bersekolah hingga ke Belanda, 
namun tidak mengubah ideologinya sama sekali. Ideologinya 
masih untuk Indonesia.94 
Saat naik tahta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sunuhun Kanjeng Sultan 
Hamengkubuwono Senapati ing Ngalaga Abdurrahman 
Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping 
Sanga. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
sangatlah membawa kemajuan bagi perkembangan 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemajuan itu 
menyentuh semua bidang. Keteguhannya yang menentang 
Belanda kemudian Jepang yang datang menjajah, membuat 
kewibawaan kasultanan kembali kokoh. Semangatnya 
memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta terus bergelora, 
seperti menentang dengan tegas adanya romusha.95 
                                                             
93 Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Raden Mas Dorojatun semasa kecil telah 
disekolahkan di sekolah terbaik saat itu, yaitu di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), 
kemudian di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), lalu di Algemeene Middelbare School 
(AMS), sampai di Rijkuniversiteit (sekarang dikenal dengan Leiden University). 
94 Saat itu Indonesia sudah mulai terbentuk setelah merdeka sejak pada tanggal 17 Agustus 
1945. Usaha yang dilakukan selanjutnya ada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. 
95 Romusha merupakan suatu tindakan oleh Jepang saat melakukan penjajahan yang 
diberlakukan untuk orang pribumi dengan mempekerjakannya tanpa upah dan diperlakukan 
dengan tidak manusiawi. Lihat Suhartono, Kaigun Angkatan Laut Jepang Penentu Krisis 
Proklamasi (Yogyakarta,  Kanisius, 2007). hlm. 62. 
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Sebuah terobosan baru dilakukan oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX yang tidak dilakukan oleh para 
pendahulunya membuat Kasultanan Ngayogakarta 
Hadiningrat berubah drastis, yaitu diubahnya sistem 
pemerintahan yang sebelumnya berciri monarki absolut 
menjadi sistem pemerintahan demokrasi.96 Adanya terobosan 
itu sangat membawa dampak yang sangat baik bagi kemajuan 
Yogyakarta. Berubahnya kasultanan menjadi kerajaan 
demokratis membuat partisipasi rakyat dalam membangun 
sangat aktif.97 Puncak awal berdemokrasinya kasultanan yaitu 
ditandai dengan diterbitkannya telegram pada tanggal 18 
Agustus 1945 yang isinya bahwa kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut dengan 
baik oleh sultan bersama rakyatnya di Yogyakarta. Langkah 
ini sebagai dukungan politik Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman untuk bersatu 
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Dukungan politik itu disambut dengan baik oleh Presiden 
                                                             
96 Soedjipto Abimanyu. Op. cit. hlm. 283. 
97 Rakyat tidak lagi digolongkan sebagai tingkatan terendah seperti cara pandang para raja 
terdahulu, melainkan pada masa ini, rakyat dijadikan kekuatan pendukung dalam 
pembangunan, sehingga keberadaan rakyat jauh lebih berarti. 
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Republik Indonesia, Soekarno dengan menerbitkan Piagam 
Kedudukan yang mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
sebagai kepala daerah (gubernur) dan Sri Paduka Pakualam 
sebagai wakil kepala daerah (wakil gubernur) yang berkuasa 
penuh atas wilayah setingkat provinsi dengan nama Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX bagi perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah 
besar. Perannya dalam Agresi Militer II pada tanggal 19 
Desember 1948 membuat eksistensi Indonesia dapat 
terselamatkan. Saat terjadinya agresi itu, Belanda berhasil 
menyerang kembali Indonesia98. Para negarawan ditangkap 
dan diasingkan, seperti Soekarno, Moh. Hatta, dan pembesar 
lainnya, hanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX saja yang 
tersisa untuk Indonesia.99 Tindakan yang diambil oleh Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX adalah dengan melakukan 
sebuah serangan yang dikenal dengan “Serangan Umum 1 
                                                             
98 Dalam hal ini Yogyakarta, karena pada waktu itu ibukota negara dipindahkan dari Jakarta 
ke Yogyakarta setelah jatuhnya  
99 Kondisi ini bisa saja tidak dihiraukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dapat 
menarik keputusannya dalam penggabungannya bersama NKRI, seperti apa yang 
dihasutkan Belanda kepadanya, hanya saja dia memiliki rasa tanggungjawab yang besar 
juga jiwa nasionalis yang tinggi, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan 
perlawanan sebagai tindakan balasan merebut kembali keutuhan NKRI. 
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Maret 1949”. Serangan ini dikomandani oleh Letnan Kolonel 
Soeharto. Serangan yang strategi dan taktinya telah diatur 
sebaik mungkin itu membawa hasil yang posisitf, Yogyakarta 
berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Seketika itu pula 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengumumkan kepada 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga kepada dunia, 
bahwa “Yogyakarta masih ada” yang artinya sama dengan 
“Indonesia masih ada”. Keutuhan NKRI pun dapat 
terselamatkan. Berkat jasanya itu, Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan 
Indonesia.100 
                                                             
100 Berikut beberapa jabatan penting yang pernah dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 
IX sejak Indonesia merdeka, yakni: (1) Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa 
Yogyakarta (1945); (20 Menteri Negara pada Kabinet Sjahris III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 
1947); (3) Menteri Negara pada Kabinet Amir SjarifuddinI I dan II (3 Juli 1947 – 11 November 
1947) dan (11 November 1947 – 28 Januari 1948); (4) Menteri Negara pada Kabinet Hatta I 
(29 Januari 1949 – 20 Desember 1949); (5) Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan 
Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949); (6) Menteri 
Pertahanan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) (20 Desember 1949 – 6 September 
1950); (7) Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 Septemeber 1950 – 27 April 1951); 
(8) Ketau Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1951); (9) Ketua Dewan 
Pariwisata Indonesia (1956); (10) Ketua Sidang ke-4 ECAFE (Economic Commisssion for 
Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan Regional ke-11 Panitia Konsultatif Colombo 
Plan (1957); (11) Ketua Federasi ASEAN Games (1958); (12) Ketau Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) (5 Juli 1959); (13) Ketua Delegasi Indonesia dalam peretemuan PBB 
tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963); (14) Menteri Koordinator Pembangunan (21 
Februari 1966); (15) Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi (11 Maret 1966); (16) Ketau 
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968); (17) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) (1968); (18) Ketau Delegasi Indonesia di Konferensi Pacific Area Travel 
Association (PATA) di California, Amerika Serikat (1968); dan (19) Wakil Presiden Indonesia 
(25 Maret 1973 – 23 Maret 1978). 
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2. Kadipaten Pakualaman 
Kadipaten Pakualaman (Nagari Pakualaman atau Praja 
Pakualaman) merupakan sebuah negara dependen yang 
berbentuk kerajaan. Kadipaten Pakualaman didirikan pada 
tanggal 17 Maret 1813 melalui persetujuan Gubernur Jenderal 
Thomas Stamford Raffles. Hal ini berawal dari adanya 
ketidakpuasan oleh Raffles terhadap Sri Sultan 
Hamengkubuwono II yang tidak mau menjalin kerjasama baik 
dengannya, sehingga Raffles menurunkan tahta Sri Sultan 
Hamengkubuwono II dan mengangkat Raden Mas Surojo menjadi 
Sri Sultan Hamengkubuwono III. Kemudian, Raffles mengangkat 
Pangeran Notokusumo sebagai adipati baru dengan gelar 
“Pangeran Merdiko” pada tanggal 19 Juni 1812 yang berpisah 
dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Kadipaten 
Pakualam dengan bangunan keraton sendiri,  yaitu Puro 
Pakualaman yang baru berdiri sejak 17 Maret 1813.101 Wilayah 
Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah yang diberikan oleh 
Raffles dari hasil pengurangan wilayah Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat seluas 4000 cacah yaitu tepatnya di 
                                                             
101 Masa ini, Inggris yang mengambil alih kekuasaan Belanda membuat segala kewenangan 
yang dimiliki oleh Belanda, termasuk mengangkat atau menurunkan tahta keraton. 
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sebelah timur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, di 
Kadipaten Kulon Progo (Adikarto), yang meliputi distrik Temon, 
Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah. Status Kadipaten 
Pakualaman terhadap Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini 
sama dengan Kadipaten Mangkunegaran Terhadap Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat. Berikut ini riwayat dari para pemimpin 
Kadipaten Pakualaman, sejak Sri Paduka Pakualam I, yakni:102 
a. Sri Paduka Pakualam I 
Sri Paduka Pakualam I yang bernama asli 
Pangeran Aryo Natakusma (Pangeran Natakusuma) 
mulai memerintah sejak 1813 – 1829 M. Dia adalah 
putera ketiga dari pernikahan Si Sultan 
Hamengkubuwono I dengan Raden Ayu Srenggara. 
Sebelum menjadi Sri Paduka Pakualam I, Pangeran Aryo 
mendapatlan gelar pejabat utama di Kasultanan, yaitu 
Bendoro. Selain dekat dengan ayahnya, Pangeran Aryo 
pun dekat dengan kakaknya, Pangeran Adipati Anom 
yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono II. 
                                                             
102 Riwayat hidup dan kepemimpinan para sri paduka paku alam, mulai dari Sri Paduka Paku 
Alam I berdasarkan intisari tekstual, lihat K. P. H.  Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, 
Kadipaten Pakualaman (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985). hlm. 1-362.  
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Melalui Politiek Contract (Perjanjian Politik) pada 
tanggal 17 Maret 1813, Pangeran Natakusuma secara 
resmi diangkat sebagai Pangeran Merdika dibawah 
Pemerintah Inggris dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati 
Pakualam (Sri Paduka Alam I) dan menjadi penguasa 
Kadipaten Pakualaman. Melalui perjanjian itupun, 
diberikanlah tanah dan tunjangan, tentara kavaleri, hak 
memungut pajak, dan hak tahta waris untu Sri Paduka 
Pakualam I yang merupakan imbalan kesetiaan kepada 
Pemerintah Inggris. Daerah kekuasaan Kadipaten 
Pakualaman meliputi sebuah kemantren di Kota 
Yogyakarta (sekarang menjadi wilayah kecamatan 
Pakualaman) dan Daerah Karang Kemuning (Adikarto) di 
bagian selatan Kabupaten Kulon Progo saat ini. 
b. Sri Paduka Pakualam II 
Sri Paduka Pakualam II yang memiliki nama asli 
Raden Tumenggung Notodiningrat adalah putera 
pertama dari Sri Paduka Pakualam II yang bertahta sejak 
tahun 1829 – 1858 M. Sebelum itu, dia sempat diangkat 
menjadi sekretaris istana oleh Sultan Sepuh (pamannya). 
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Tepat pada tahun 1814 M ia dilantik menjadi Pangeran 
Suryoningrat yang setelah itu ditahtakan sebagai 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryoningrat pasca 
ayahnya wafat. 
Kepemimpinannya yang handal membawa 
Kadipaten Pakualaman menjadi pusat kesenian Jawa. 
Saat itu, kesenian musik dan drama menjadi semakin 
maju. Karya sastranya yang terkenal bersama ayahnya 
yaitu Serat Baratayudha dan Serat Dewaruci. 
c. Sri Paduka Pakualam III 
Sri Paduka Pakualam III memiliki nama asli Gusti 
Pangeran Aryo Sosroningrat. Sebelum menjadi 
penguasa Kadipaten Pakualaman, dia sempat membantu 
ayahnya dalam pemerintahan kadipaten sejak tahun 
1857 M.  Setelah ayahnya, Sri Paduka Pakualam II 
wafat, pada tahun 1859 M, Gusti Pangeran Haryo 
Sosroningrat bertahta dengan gelar “Kanjeng Gusti 
Pangeran Adipati Suryo Sasraningrat I” hingga tahun 
1864 M. 
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Sri Paduka Pakualam III merupakan seorang 
pemimpin sekaligus pujangga besar di tanah Jawa. 
Terdapat tiga karya sastranya yang terkenal, yaitu: Serat 
Darma Wirayat, Serat Piwulang, dan Serat Abiya Yusup. 
Dia juga menggagas sebuah ikatan kesusasteraan 
dengan kerabat sastra di Kadipaten Mangkunegaran. 
Sejatinya, sampai saat ini, setelah Sri Paduka Pakualam 
III wafat, dia secara resmi tidak menggunakan gelar 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam III karena dia 
wafat sebelum berusia 40 tahun yang mana gelar 
kepakualaman hanya dapat digunakan secara resmi oleh 
penguasa kadipaten saat mulai berusia 40 tahun (8 
windu), namun peraturan ini telah banyak mengalami 
perubahan. 
d. Sri Paduka Pakualam IV 
Sri Paduka Pakualam IV yang bernama asli 
Raden Mas Notoningrat, merupakan penerus tahta 
Kadipaten Pakualaman yang keempat, menggantikan 
pamannya, Sri Paduka Pakualam III yang bertahta sejak 
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tahun 1864 – 1878 M.103 Seperti halnya Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman pun 
mengalami “silang tahta”, yaitu terjadinya pewarisan 
tahta kepada keponakan, bukan kepada anak. 
Bertahtanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 
Suryo Sasraningrat II, menjadi titik awal bagi Kadipaten 
Pakualaman dalam kemundurannya. Pribadi Sri Paduka 
Alam IV yang kurang mahir dalam bidang kesusasteraan 
membuatnya menjadi pemimpin yang kurang 
melestarikan warisan kebudayaan Jawa dari para 
pendahulu. Kemudian terjadi pula gaya hidup yang 
modern dalam lingkungan kadipaten seperti seringnya 
berpesta layaknya bangsawan Eropa membuat aura 
kadipaten menjadi berubah. Meskipun dari adanya 
kemunduran itu telah diusahakan beberapa langkah 
untuk membangun kemajuan, namun Sri Paduka 
Pakualam IV tetap dianggap sebagai pemimpin yang 
kurang mapan. 
                                                             
103 Adapun proses naik tahtanya Raden Mas Notoningrat menjadi Sri Paduka Paku Alam IV 
adalah melalui proses perselisihan antarkeluarga. Ibunya yaitu Gusti Kanjeng Ratu Ayu 
(Permaisuri Sri Paduka Alam II) sangat memperjuangkan putranya untuk naik tahta dengan 
melawan arus yaitu “silang tahta”. Fenomena serupa pun pernah terjadi dalam lingkungan 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 
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e. Sri Paduka Pakualam V 
Sri Paduka Pakualam V yang memiliki nama asli 
Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo merupakan anak 
selir dari Sri Paduaka Pakualam II. Pengangkatannya 
sebagai penerus tahta menuai kontradiksi dalam 
lingkungan keluarga yang tergolong cukup rumit.104 
Meskipun begitu, Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo 
lah yang terpilih menjadi penerus tahta. Dia memerintah 
kadipaten sejak tahun 1878 – 1900 M. 
Kepemimpinan Kanjeng Pangeran Haryo 
Suryodilogo sebagai Sri Paduka Pakualam V sangatlah 
terkenal hebat. Berkat kepemimpinannya lah, kadipaten 
mencapai salah satu titik kejayaan melalui berbagai 
langkah kebijakan yang diambil. Adapun kebijakan itu dia 
awali dalam bidang pendidikan dengan menyekolahkan 
kerabat kadipaten untuk melanjutkan sekolah di sekolah-
                                                             
104 Setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat I, pemilihan penerus tahta 
selanjutnya menuai kontradiksi yang melibatkan banyak kelompok keluarga dalam 
lingkungan kadipaten. Terdapat tiga pilihan sulit bagi pihak kadipaten untuk menetukan 
penerus tahta, pertama yang berasal dari keturunan langsung Kanjeng Gusti Pangeran 
Adipati Suryo Sosroningrat (Sri Paduka Paku Alam IV), kedua yang berasal dari keturunan 
langsung Sri Paduka Paku Alam II atau ketiga yang berasal dari keturunan langsung Kanjeng 
Gusti Pangeran Adipati Aryo Suryo Sosroningrat (Sri Paduka Paku Alam III), namun akhirnya 
pilihan untuk yang menjadi penerus tahta selanjutnya adalah jatuh pada pilihan pertama.  
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sekolah yang dimiliki Pemerintah Hindia-Belanda. 
Kemudian, dia melakukan reformasi secara menyuluruh 
dalam sistem perekonomian kadipaten yang membuat 
mekanisme perekonomian kadipaten menjadi lebih 
sistematis dan akuntabel. Lalu, dia membangun 
pengembangan kemiliteran kadipaten dengan 
membentuk sebuah legiun yang membuat dia 
mendapatkan pangkat colonel dan memperoleh bintang 
tanda jasa Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw 
dari Pemerintah Hindia-Belanda. Terakhir, dia 
menggubah kembali berbagai karya sastra, terutama 
beberapa serat untuk dapat adaptif terhadap 
perkembangan zaman kala itu agar pementasan yang 
diselenggarakan sebagai rutinitas dapat tetap lestari. 
f. Sri Paduka Pakualam VI 
Sri Paduka Pakualam VI atau yang bernama asli 
Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo adalah adipati 
yang memimpin kadipaten dengan waktu tersingkat. Dia 
memimpin kadipaten sejak tahun 1901 – 1902 M. Tahta 
yang diberikan kepadanya sebagai tahta penerusan dari 
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ayahyan, Sri Paduka Pakualam V. Bertahta dengan gelar 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam VI, 
kepemimpinannya cukup baik, namun karena kondisinya 
yang kurang sehat membuat dirinya hanya memimpin 
dalam waktu yang singkat. Bahkan Sri Paduka Pakualam 
VI mendapatkan pangkat “colonel titular” dari Pemerintah 
Hindia-Belanda. Setelah wafatnya, Sri Paduka Pakualam 
VI, tahta tidak langsung diteruskan kepada putra 
mahkota, melainkan kadipaten diambil alih penangannya 
oleh Pemerintah Hindia-Belanda oleh Redisen R. J. 
Couperus dengan gelar Raad Van Beheer over de 
Pakoe-Alamsche Zeken yang diketuai oleh yang dibantu 
oleh tim internal kadipaten, yaitu Kanjeng Pangeran 
Haryo Sosroningrat, Kanjeng Pangeran Haryo 
Notodirojo, P. H. van der Moore, dan bersama dengan 
Asisten Residen Kulon Progo. 
g. Sri Paduka Pakualam VII 
Salah satu adipati terbaik yang dimiliki oleh 
Kadipaten Pakualaman, Sri Paduka Pakualam VII atau 
yang bernama asli Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 
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Suryodilogo, menjadi sri paduka Pakualam yang 
termahsyur dalam kepemimpinannya. Bertahta sejak 
tahun 1906 – 1937 M, membuat periode itu menjadi 
periode terbaik kadipaten.105 
Sri Paduka Pakualam VII juga diberikan gelar 
“colonel titular” sama seperti ayahyan, Sri Paduka 
Pakualam VI. Atas kepemimpinannya, beberapa 
perubahan dan kemajuan dialami kadipaten. Pertama, 
dalam bidang pemerintahan, dia menerbitkan Rijksblad 
yang berupa lembaran negara sebagai pembaruan 
aturan penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkungan 
kadipaten. Kedua, dalam bidang agrarian, dia 
mentransformasikan pemikiran umum dalam masyarakat 
yang masih bernuansa konservatif menjadi bernuansa 
modernis. Ketiga, dalam bidang kesenian, seni 
pewayangan dan seni tari tradisional semakin 
                                                             
105 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryodilogo memang mendapatkan perhatian baik dari 
lingkungan Kadipaten Pakualaman, juga Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat yang 
melihat adanya wahyu kepemimpinan dalam dirinya sejak kecil. Dipersiapkan secara matang 
oleh kadipaten untuk dapat mengenyam pendidikan dengan baik, membuat kualitas diri dari 
putra mahkota ini semakin meningkat. Jiwa kepemimpinan dalam dirinya memang tumbuh 
sejak kecil, selain itu, diapun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Hindia-Belanda 
mulai dari sebelum meraih tahta hingga menjalankan tahta. 
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berkembang dan menarik perhatian masyarakat.106 
Keempat, dalam bidang infrastruktur, dia membangun 
Kadipaten Kulon Progo (wilayah Kadipaten Pakualaman 
berdiri) menjadi lebih berkembang dengan banyaknya 
jembatan dan bendungan yang dibangun. Kelima, dalam 
bidang perekonomian, banyak pasar yang 
dikembangkan, juga sistem irigasi direnovasi untuk 
mendukung produksi bahan pangan. Selain itu, dalam 
bidang perekonomian ini, Sri Paduka Pakualam VII 
menjadi pelopor bagi kemajuan perekonomian 
masyarakat kelas bawah dengan membangun bank 
kelurahan yang dapat membantu pergerakan 
perekonomian masyarakat. Kelima, dalam bidang 
pendidikan, semakin banyak sekolah yang dibangun dan 
sistem pendidikan di lingkungan kadipaten semakin 
dimutakhirkan. 
 
 
                                                             
106 Kala itu, bidang kesenian dalam lingkungan kadipaten semakin menurun 
perkembangannya, mengingat gaya hidup Eropa semakin mengakar dalam kehidupan 
masyarakat sekitar kadipaten. 
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h. Sri Paduka Pakualam VIII 
Sri Paduka Pakualam VIII dengan nama asli 
Bendoro Raden Mas Haryo Kunto Suratno bertahta sejak 
tahun 1937 – 1998 M. Dia menjadi salah satu sri paduka 
Pakualam terbaik yang penah memimpin kadipaten. 
Sejak wafatnya Sri Paduka Pakualam VII, maka Bendoro 
Raden Mas Haryo Kunto Suratno lah yang menjadi 
penerus tahta sebagai Sri Paduka Pakualam VIII dengan 
gelar Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo. 
Kemudian gelarnya disempurnakan menjadi Kanjeng 
Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryodilogo. 
Kepemimpinannya dalam pemerintahan kadipaten 
diwarnai banyak masa perkembangan nusantara, mulai 
masuknya Masa Penjajahan Jepang, kemudian Masa 
Kemerdekaan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, 
hingga menjelang Masa Reformasi. Kepemimpinannya 
dalam pemerintahan kadipaten yang dikenal sangat 
mapan membuatnya mampu berkarya banyak bersama 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk Indonesia. Saat 
Jepang mulai masuk menjajah nusantara, barulah gelar 
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kadipaten disempurnakan untuknya, yaitu Kanjeng Gusti 
Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII. 
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX bersama dengan Sri Paduka 
Pakualam VIII saling berkirim pesan dengan Presiden 
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bahwa 
Republik Indonesia telah berdiri dan tidak dapat 
diruntuhkan oleh pihak manapun. Pada tanggal 5 
September 1945, sebagai wujud nasionalisme Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII 
mengeluarkan amanah bersama dalam bentuk dekrit 
kerajaan berupa maklumat bahwa Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman 
resmi bergabung dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Adapun bagian dari amanah bersama itu 
diteruskan kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945 yang 
mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paduka 
Pakualam VIII, dan Badan Pekerja Komite Nasional 
Daerah Yogyakarta sepakat untuk menggabungkan baik 
antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun 
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Kadipaten Pakualaman dan seluruh elemen di dalamnya 
untuk menjadi sebuah daerah setingkat provinsi yang 
berstatus istimewa dengan nama Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Setelah itu, seperti halnya Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX, Sri Paduka Pakualam VIII pun 
banyak mengisi jabatan penting, dimulai sebagai Wakil 
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil 
Ketua Dewan Pertahanan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(1946), dan Gubernur Militer Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan pangkat kolonel (1949).107 Masih 
banyak lagi jabatan penting yang diisi oleh Sri Paduka 
Alam VIII, hal ini karena memang kepemimpinannya 
yang sangat mapan, baik itu untuk Kadipaten 
Pakualaman, maupun untuk Indonesia.108 Hanya saja 
jabatan yang diisi oleh Sri Paduka Pakualam VIII tidak 
sebanyak Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena 
                                                             
107 Tepatnya pada masa saat dan setelah peristiwa Agresi Militer II). 
108 Adapun beberapa jabatan penting lainnya yang diisi oleh Sri Paduka Paku Alam VIII, 
yakni: Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum 
(Pemilu) tahun 1951, 1955, dan 1957, Anggota Konstituante (1956), Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) (1960), dan Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) (1997 – 1999) sebagai anggota 
Fraksi Utusan Daerah. 
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seringkalinya dia menggantikan tugas sehari-hari dari Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pilihan politik ini 
menunjukkan bahwa Sri Paduka Pakualam VIII bijaksana 
dalam menjadi pemimpin dan dalam mengambil langkah 
politik. 
4.6 Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX 
4.6.1 Sri Sultan Hamengkubuwono X: Kiprah Untuk Kasultanan 
dan Negara 
Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sri sultan 
hamengkubuwono pertama yang lahir pada masa saat Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat telah berada di bawah kedaulatan 
NKRI.109 Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan nama asli Bendoro 
Raden Mas Herjuno Darpito memang telah disiapkan oleh ayahnya, 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadi putra mahkota terbaik, 
karena tanggungjawabnya ke depan lebih berat, yaitu tanggungjawab 
untuk kasultanan juga negara. Saat dewasa, Bendoro Raden Mas 
Herjuno Darpito memiliki gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo 
                                                             
109 Tepatnya pada tanggal 2 April 1946, sekitar setahun setelah Indonesia merdeka. 
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Mangkubumi dan saat setelah resmi menjadi putra mahkota, gelarnya 
disempurnakan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom 
Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. 
Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito secara resmi dinobatkan 
menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono X tepat pada tanggal 7 Maret 
1989 dengan gelar resmi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang 
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Alaga 
Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng 
Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat dan secara resmi pula 
mulai bertahta untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 
Kepemimpinannya sebagai seorang sultan memiliki karakteristik 
tersendiri yang khas dibandingkan para pendahulunya, faktor yang 
menyebabkannya pun beragam. Sri Sultan Hamengkubuwono X yang 
memimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penuh perhatian terhadap 
rakyatnya, membuat rakyat juga loyal kepadanya.110 Selain itu, Sri 
Sultan Hamengkubuwono X juga turut berkiprah dalam urusan 
kenegaraan yang penting, seperti menjadi salah satu dari empat tokoh 
lainnya yang mengadakan sebuah deklarasi di Ciganjur untuk 
                                                             
110 Meskipun dalam hal ini ke depannya akan dibahas mengenai adanya fenomena intrik 
politik kasultanan yang membuat keloyalan rakyat terhadap sultan menjadi goyah. 
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menyebarkan imbauan, bahwa segera selamatkan Republik Indonesia 
dari marabahaya; melaksanaan Pemilu selambat-lambatnya Mei 1999 
dan melaksanakan sidang umum tiga bulan setalahnya; menghapus 
dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); 
memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan penarikan 
Pam Swakarsa dari Sidang Istimewa MPR-RI.111 Selain memimpin 
dalam bidang politik dan pemerintahan, Sri Sultan Hamengkubuwono 
X juga berkiprah dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Hal itulah 
yang membuat dirinya pernah mendapatkan gelar kehormatan yaitu 
gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Institut Seni 
Indonesia atas kiprahnya dalam bidang kesenian dan kebudayaan, 
khususnya seni pertunjukan tradisional dan kontemporer.112 Sri Sultan 
Hamengkubuwono X berusaha semakin mendekatkan masyarakatnya 
dengan kesenian tradisional dan kontemporer sebagai langkah untuk 
membangun masyarakat yang lebih terbuka terhadap dunia, karena 
sebenarnya budaya Jawa bukanlah budaya yang sifatnya sangat 
tertutup. Melalui kepemimpinannya, pola pikir dan perilaku masyarakat 
                                                             
111 Muhammad Umar Syadat Hasibuan, Revolusi Politik Kaum Muda (Jakarta, Yayasan Obor 
Indonesia, 2008), hlm. 82. 
112 Prestasi ini diraih karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sangat giat dalam melestarikan 
kesenian dan kebudayaan dengan menggunakan kasultanan sebagai salah satu pusat 
tempat pagelaran seni tradisional, khususnya seni pewayangan dan seni tari tradisional. 
Tidak hanya itu, pagelaran seni kontemporer pun seringkali diadakan sebagai bentuk 
fleksibiltas budaya Jawa dalam konteks budaya nusantara. 
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diarahkan untuk menjadi masyarakat toleran, sehingga mampu 
bertahan hidup dalam lingkungan yang semakin majemuk. 
Hidup pada beberapa masa peraliihan Republik Indonesia, 
dimulai dari Masa Kemerdekaan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, 
Masa Reformasi, hingga Masa Pasca Reformasi membuatnya menjadi 
sangat paham akan gejolak dalam negeri. Seperti halnya ayahnya, Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga 
memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, sehingga selain bertahta sebagai 
sultan, dia juga mengabdi sebagai warga negara. Terlebih saat mulai 
ditetapkannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa saat Indonesia mulai 
membangun kembali ketatanegaraannya, membuat dirinya semakin 
memahami arti pergerakan demokrasi dalam negeri.113 Sri Sultan 
Hamengkubuwono X mengatakan, bahwa: 
“Menjadi warga negara yang nasionalis merupakan bagian 
tujuan dari penanaman wawasan kebangsaan dan kenegaraan 
oleh ayah saya (Sri Sultan Hamengkubuwono IX). Sejak dulu 
saya dididik untuk mampu menjadi pemimpin yang baik bagi diri 
sendiri, bagi masyarakat kasultanan (Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta), juga bagi bangsa dan negara. Didikan itulah yang 
menumbuhkembangkan jiwa nasionalis dalam diri saya. 
Begitupun dengan demokrasi yang bergulir di Indonesia sejak 
Masa Kemerdekaan hingga Masa Pasca Reformasi sampai 
                                                             
113 Sejak bertahta untuk keraton pada tahun 1989 
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saat ini. Pemahaman saya akan demokrasi diperoleh dari 
cerminan diri ayah saya yang menyadari bahwa sejatinya tahta 
yang dipegang oleh seorang sultan bukanlah milik pribadi, 
melainkan milik Tuhan dan rakyat, karena tahta ini merupakan 
amanah dari Tuhan juga amanah dari rakyat, sehingga baginya, 
pemahaman antara demokrasi dengan Indonesia adalah perihal 
yang tidak dapat terpisahkan. Indonesia dapat berdiri kokoh 
karena adanya dukungan penuh dari segenap rakyat Indonesia, 
juga dengan kekuatan politik tradisional, seperti kasultanan 
yang masih mampu eksis hingga sampai saat ini dikarenakan 
adanya dukungan penuh dari seluruh masyarakat Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karenanya sistem monarki 
hanya mampu menjadi semakin kuat apabila mendapat 
kekuatan dukungan dari segenap rakyatnya”. (Wawancara, 21 
Maret 2016)   
Mengenai jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui 
beberapa pro-kontra. Sebelumnya, jabatan gubernur yang diisi oleh Sri 
Paduka Pakualam VIII ini dialihkan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X 
setelah Sri Paduka Pakualam VIII wafat.114 Melalui beberapa pro-
kontra dari berbagai pihak, pada tahun 1998, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X diangkat menjadi Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan lima tahun, yaitu Periode 
1998 – 2003.115 Kemudian, pada periode selanjutnya, yaitu Periode 
2003 – 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono X diangkat kembali 
                                                             
114 Hal ini sesuai dengan kontrak politik sebelumnya, bahwa yang menjadi gubernur adalah 
sultan dan yang menjadi wakil gubernur adalah adipati. 
115 Dalam masa jabatan ini Sri Sultan Hamengkubuwono X masih menjadi pemimpin tunggal 
untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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menjadi gubernur yang kali ini didampingi oleh Sri Paduka Pakualam 
IX sebagai wakil gubernur. Mengenai pengisian jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur 
secara yuridis dalam aturan legal-formal yang termaktub dalam Ayat 
(1) C Pasal 18 Bagian Kesatu Persyaratan Bab VI Pengisian Jabatan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaa Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang berbunyi, “Calon gubernur dan calon wakil gubernur 
adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi 
syarat: bertakhta sebagai sri sultan hamengkubuwono untuk calon 
gubernur dan bertakhta sebagai adipati pakualam untuk calon wakil 
gubernur”. Hingga sampai saat ini (tahun 2016), Sri Sultan 
Hamengkubuwono X masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 4.6.2 Sri Paduka Pakualam IX: Generasi Baru Kadipaten yang 
Cemerlang dalam Memimpin 
Sri Paduka Pakualam IX yang bernama asli Bendoro Raden 
Mas Haryo Ambarkusumo bertahta sejak tahun 1999 – 2015. Dia 
adalah putra dari Sri Paduka Pakualam VIII. Adapun Sri Paduka 
Pakualam IX ini merupakan sri paduka pakualam pertama yang 
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ditahtakan setelah Indonesia merdeka. Selain karena memiliki trah 
kepemimpinan, atas situasi dan kondisi pula lah yang membuat Sri 
Paduka Pakualam IX menjadi sosok pemimpin baru. Sri Paduka 
Pakualam IX merupakan pemimpin baru dalam generasi kadipaten, 
karena bertahta saat kadipaten berada dalam negara yang memasuki 
masa baru dalam perubahan masa. Kepemimpinan Sri Paduka 
Pakualam IX yang kompleks menjadikan dirinya sebagai salah satu 
adipati yang terbaik. Jiwanya yang nasionalis juga membuat dirinya 
setia kepada negara, terbukti dari pengabdian yang telah 
dilakukakannya untuk negara selama ini. Meskipun jabatan Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru dijabatnya sejak 
tahun 2003 mendampingi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masyarakat 
mengakui dirinya sebagai pemimpin yang hebat. Kebersahajaannya 
membuat dirinya disebut sebagai “pemimpin rakyat”. Sri Paduka 
Pakualam IX justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk 
bercengkrama dengan rakyat. Kanjeng Pangeran Haryo 
Tjondrokusumo, Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan 
Kadipaten Pakualaman (kerabat Kadipaten Pakualaman) mengatakan, 
bahwa: 
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“Sri Paduka Pakualam IX adalah sosok yang dikenal rakyat 
sebagai sosok pemimpin yang bersahaja. Saat keluar dari 
kadipaten, dia sering makan di angkringan, walaupun seringkali 
diberitahu oleh pihak kadipaten untuk menyantap makanan 
yang telah disiapkan, namun dia mengatakan justru makan 
bersama rakyat yang membuatnya bahagia. Dia tidak tega 
makan dengan makanan lezat, padahal masih banyak 
rakyatnya yang makan dengan makanan tidak layak, bahkan 
tidak makan sama sekali. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo 
dikenal dengan kebiasaan blusukan-nya, Sri Paduka Alam IX 
telah melakukannya terlebih dahulu, karena sejak dulu memang 
dirinya adalah orang yang suka mendengar langsung aspirasi 
rakyatnya.” (Wawancara, 21 Maret 2016). 
Selain pribadinya yang dekat dengan rakyat karena kerendahan 
hatinya, dirinya pun ahli dalam bidang administrasi pemerintahan, 
sehingga seringkali Sri Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan 
tugas administrasi pemerintahan daerah yang statusnya penting 
kepadanya. Hal ini yang membuktikan bahwa Sri Paduka Pakualam IX 
adalah salah satu sosok pemimpin yang kompleks. Walaupun masa 
baktinya untuk negara tidaklah selama dengan pendahulunya, Sri 
Paduka Pakualam VIII, namun Sri Paduka Pakualam IX tetap dikenal 
sebagai sosok pemimpin yang ideal. Kepemimpinan Sri Paduka 
Pakualam IX yang luhur pun, membuat dia tetap terasa hidup dalam 
masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun telah 
wafat pada tahun 2015 yang lalu. 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
131 
 
 4.6.3 Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam: 
Perubahan Masa Perpolitikan dan Pergeseran Paradigma 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Tantangan 
Kepemimpinan 
  Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menjadi Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998 hingga sampai saat ini 
(tahun 2016), hal itu yang menyebabkan Sri Sultan Hamengkubuwono 
X merupakan kepala daerah “lintas masa” pemerintahan, jika 
dibandingkan dengan kepala daerah di daerah lainnya, sebab dia 
hidup dan berkontribusi banyak bagi negara pada peralihan masa 
perpolitikan Indonesia dari Masa Orde Baru menuju Masa Orde 
Reformasi. Menjabatnya Sri Sultan Hamengkubuwono X membuat 
dirinya semakin mapan dalam berbakti untuk negara. Adanya 
pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 
paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu 
dari yang sebelumnya paradigma top-down menjadi paradigma 
bottom-up menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono X paham betul 
dengan transformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 
Atas ditetapkannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah awal untuk 
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semakin men-demokrasi-kan masyarakat, sehingga semangat “tahta 
untuk rakyat” direalisasikan sebagai semangat gerakan pembangunan 
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perihal ini sebagaimana 
dijelaskan oleh, Rendradi Suprihandoko, Anggota Komisi A Bidang 
Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, bahwa: 
“Sri Sultan Hamengkubuwono X sangat berbeda dengan kepala 
daerah lainnya di Indonesia, selain karena statusnya yang 
sebagai sultan (raja) juga gubernur, pengalamannya dalam 
bidang politik dan pemerintahan di Indonesia sangatlah banyak, 
terutama pada masa peralihan dari Masa Orde Baru menuju 
Masa Reformasi. Segala kekurangan yang dimiliki Indonesia 
dalam bidang politik dan pemerintahan dari Masa Orde Baru 
yang diusahakan untuk diperbaiki pada Masa Reformasi 
membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X tahu benar 
bagaimana cara mentransformasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah menjadi lebih demokratis, sehingga Sri 
Sultan Hamengkubuwono X menjadikan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan sebagai kekuatan utama bagi Provinsi 
Daerah Istimewa. Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai 
pemimpin lintas masa membuat pengalamannya dalam bidang 
politik dan pemerintahan tidak dapat diragukan. (Wawancara, 
25 April 2016) 
Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Masa Orde 
Baru), dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap 
pemerintah daerah berada dalam satu garis komando yang 
berasaskan sentralistis, kemudian saat reformasi terjadi yang ditandai 
dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai 
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Presiden. Berbeda dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri 
Paduka Pakualam IX yang baru menjabat dalam pemerintahan 
daerah, sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
saat Indonesia telah memasuki masa baru yaitu Masa Pasca 
Reformasi. Suasana politik yang Sri Paduka Pakualam IX alami tentu 
saja sangat berbeda, meskipun dia hidup dan menjadi saksi atas 
banyaknya transformasi masa perpolitikan di Indonesia. 
Berdampingannya kedua tokoh ini dalam puncak jabatan politis 
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak 
membuat keduanya berada dalam satu tantangan yang sama. 
Tantangan kepemimpinan dalam pemerintah daerah oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai gubernur cenderung pada 
dihadapkannya dia dalam permasalahan transformasi budaya politik 
dan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
sebelumnya bersifat konvensional menuju pemerintahan yang bersifat 
modern. Hal ini menjadi tuntutan global yang mana pembangunan 
negara menjadi prioritas agar negara tetap mampu bertahan dalam 
lingkungan global. Adapun pembangunan itu meliputi berbagai bidang 
seperti sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, hukum, juga pertahanan 
dan keamanan. Pembangunan negara yang meliputi berbagai bidang 
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itu berbeda mekanisme dalam usaha untuk mewujudkannya ketika 
Indonesia berada pada Masa Orde Baru dengan pada Masa 
Reformasi.  
Ketika pada Masa Orde Baru, pembangunan negara yang 
bersifat top-down membuat seluruh agenda pembangunan diatur dari 
pemerintah pusat yang selanjutnya diteruskan oleh pemerintah daerah 
dalam pelaksanannya, kemudian hasil dari pelaksanaan tersebut 
diakumulasikan ke pemerintah pusat. Pembangunan negara dengan 
mekanisme penyelenggaraan yang berasaskan sentralistis ini 
membuat pemerintah pusat bertindak sebagai pengendali. Sangat 
berbeda dengan saat Indonesia berada pada Masa Reformasi, 
pembangunan negara yang bersifat bottom-up membuat seluruh 
agenda pembangunan diserahkan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, lalu hasil dari pembangunan tersebut 
dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. Pembangunan negara 
dengan mekanisme penyelenggaraan yang berasaskan desentralistis 
ini membuat pemerintah pusat bertindak sebagai pengawas. Untuk 
selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat 
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bottom-up dan berasaskan desentralistis dipahami sebagai “otonomi 
daerah”.116 
Beda halnya lagi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, 
tantangan kepemimpinan dalam pemerintah daerah oleh Sri Paduka 
Pakualam IX sebagai wakil gubernur cenderung pada dihadapkannya 
dia dalam permasalahan penataan organisasi pemerintahan. Sebelum 
didampingi Sri Paduka Pakualam IX, organisasi Pemerintahan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta memang sangat membutuhkan 
penggerak untuk pelaksanaan reformasi organisasi. Jumlah 
masyarakat yang banyak dengan beragam kebutuhan menuntut 
pemerintah daerah provinsi harus dapat memberikan pelayanan yang 
optimal, selain itu sebagai koordinator bagi pemerintah 
kabupaten/kota, pemerintah provinsi sangat membutuhkan sosok 
pemimpin yang cukup handal dalam mengatur penataan koordinasi 
                                                             
116 Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Otonomi 
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk pemahaman atas otonomi daerah penulis 
menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis, meskipun ada undang-undang tentang 
pemerintahan daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun undang-undang ini hanya berfungsi 
sebagai dasar yuridis atas revisi beberapa pasal, bukan merupakan revisi secara 
keseluruhan, sehingga untuk beberapa pemahaman dan aturan yang tidak direvisi, maka 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
masih tetap dapat digunakan sebagai landasan yuridis. 
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antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota secara 
administratif, sehingga ditetapkannya Sri Paduka Pakualam IX sebagai 
wakil gubernur yang memang sesuai dengan aturan yang berlaku, 
maka penataan organisasi dan pengelolaan koordinasi Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin membaik. Perihal ini 
sesuai dengan yang dijelaskan oleh Agustina Pangastuti, Kepala Biro 
Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
bahwa: 
“Keahlian penataan organisasi pemerintahan dalam lingkungan 
Puro Pakualaman, dibawa Sri Paduka Pakualam IX ke 
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Melihat dari perkembangan penataan 
organisasi, khususnya untuk pelaksanaan reformasi organisasi, 
sejak menjabatnya Sri Paduka Pakualam IX dalam satu periode 
(tahun 2003 – 2008), organisasi Pemerintah Provinsi Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan 
yang siginifikan. Mekanisme pelayanan kepada masyarakat 
mulai diarahkan menjadi lebih proaktif dan terbukti dengan 
keluhan masyarakat semakin berkurang. Kemudian, hubungan 
koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 
kabupaten/kota semakin harmonis, sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan daerah selalu selaras”. (Wawancara, 18 April 
2016). 
Berdampingannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sri Paduka 
Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada tiga periode, yaitu Periode I (tahun 2003 – 2008), 
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Periode II (tahun 2008 – 2011), dan Periode III (tahun 2011 – 2012)117, 
membuat kombinasi kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dengan Sri Paduka Pakualam IX menjadi kombinasi yang tepat, 
karena saling melengkapi. Perihal ini berkesesuaian dengan konsep 
tipologi pemimpin oleh Herbert Feith (1962) yang menjelaskan bahwa 
secara umum terdapat dua tipe pemimpin, yaitu tipe pemersatu 
(solidarity maker) dan tipe pengelola (administrator).118 Untuk 
pemimpin dengan tipe pemersatu ini sangat tepat bila disandingkan 
dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dengan kepemimpinannya, 
mampu membuat masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
menjadi lebih demokratis yang diwujudkan dengan kuatnya persatuan 
                                                             
117 Untuk Periode III berdampingannya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangatlah singkat yaitu hanya 
berlangsung kurang lebih satu tahun. Hal ini dikarenakan saat itu kondisi kesehatan Sri 
Paduka Paku Alam IX sangatlah tidak memungkinkan dirinya untuk tetap meneruskan 
jabatannya sebagai wakil gubernur, sehingga dia memutuskan untuk berhenti menjadi wakil 
gubernur dan tetap mengutuhkan dirinya untuk Kadipaten Pakualaman di Puro Pakualaman. 
118 Herbert Feith adalah seorang ilmuwan politik asal Australia yang banyak melakukan 
penelitian tentang politik dan pemerintahan di Indonesia. Dalam bukunya, The Decline of 
Constitutional Democracy in Indonesia (1962), dia menjelaskan bahwa terdapat dua umum 
tipe pemimpin dalam kepemimpinannya, yaitu tipe pemersatu (solidarity maker) dan tipe 
pengelola (administrator). Pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang 
mampu mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan simpati dan 
dukungan dari mereka, sedangkan pemimpin dengan tipe pengelola adalah mereka yang 
memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini umumnya diwakili oleh tokoh-
tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Lihat Lutfhi Assyaukanie, Mencari 
Negarawan, dalam Majalah Indonesia 2014: Calon Presiden Kita. (Jakarta, PT. Sukses 
Media, 2012). hlm. 16-17.  
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masyarakat dari berbagai kalangan dalam partisipasi aktif untuk 
pembangunan daerah. Kemudian tipe pengelola ini sangat tepat bila 
disandingkan dengan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dengan 
kepemimpinannya, mampu membuat organisasi Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih teratur, terarah, dan tertib 
dalam hal administrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat 
menjadi lebih optimal, begitupun dengan koordinasi antara pemerintah 
provinsi dengan pemerintah daerah yang menjadi lebih selaras berkat 
penataan yang baik olehnya. 
4.7 Kepemimpinan Jawa sebagai Dasar Ajaran Kepemimpinan Para 
Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Para Adipati 
Kadipaten Pakualaman: Ajaran Nilai Kepemimpinan Hastha Brata dalam 
Konsep Kepemimpinan Wahyu Makutha Rama 
Ajaran kepemimpinan Jawa menjadi salah satu ajaran kepemimpinan 
tradisional yang seringkali dijadikan bahan kajian oleh para akademisi dan 
praktisi kepemimpinan mengenai ajaran kepemimpinan yang ideal. 
Sebenarnya, di dunia terdapat banyak ajaran kepemimpinan yang menjadi 
ciri khas dari berbagai wilayah di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, ajaran 
kepemimpinan tradisional yang menjadi ciri khas dari suatu suku sangatlah 
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banyak, dimulai dari suku di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, 
Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, dan yang khusus dibahas 
penulis dalam pembahasan ini adalah ajaran kepemimpinan tradisional yang 
menjadi ciri khas Pulau Jawa atau yang selanjutnya disebut sebagai ajaran 
kepemimpinan Jawa. Sejak dulu, para pemimpin di tanah Jawa sangat 
dikenal sebagai “orang besar” mulai dari zaman saat banyak kerajaan Jawa 
berdiri hingga sampai zaman saat ini yaitu penyelenggaraan pemerintahan 
dalam kesatuan negara. Para raja dari tanah Jawa dikenal sebagai para raja 
yang hebat yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya hingga 
sampai dengan para presiden Indonesia yang berasal dari Jawa yang 
mampu membawa Indonesia ke dalam perkembangan yang pesat119, selain 
itu banyak juga orang Jawa yang mengisi jabatan penting negara dalam 
lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif. Atas dasar 
itulah, ajaran kepemimpinan Jawa dianggap sebagai salah satu ajaran 
kepemimpinan yang ideal, sehingga banyak dikaji oleh para akademisi dan 
praktisi. 
                                                             
119 Tidak bermaksud untuk mengelompokkan suku dengan kemampuan, namun sejak 
Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai saat ini, Indonesia yang dipimpin oleh orang 
Jawa sebagai presiden mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan membawa 
Indonesia menuju perkembangan yang hebat sesuai dengan kondisi masa masing-masing, 
namun menurut penulis, sampai saat ini, hanya ada tiga presiden Indonesia yang juga 
merupakan orang Jawa yang berkepemimpinan Jawa secara kompleks, yaitu Presiden 
Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  
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Sebagai salah satu titik pusat perhatian nasional dan global, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang kharisma 
tradisionalisme Jawa-nya masih kuat, terutama dengan masih eksisnya 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang 
merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram sampai saat ini. Adanya 
kerajaan tentu ada pula rajanya sebagai pemimpin, demikian juga dengan 
kasultanan yang dipimpin oleh sultannya dan kadipaten yang dipimpin oleh 
adipatinya, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai 
Adipati Kadipaten Pakualaman sangatlah tepat untuk dijadikan objek 
penelitian mengenai kepemimpinan Jawa, terlebiih karena Sri Sultan 
Hamengkubuwono X juga merangkap sebagai Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam IX yang juga merangkap 
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan 
objek penelitian ini semakin unik. 
Pembahasan penulis mengenai ajaran kepemimpinan Jawa yang 
diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat juga merangkap sebagai Gubernur Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Adipati 
Kadipaten Pakualaman yang juga merangkap sebagai Wakil Gubernur 
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikhususkan pada ajaran 
kepemimpinan Hasta Brata yang merupakan ajaran niali kepemimpinan Jawa 
terluhur sebagai intisari dari konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama. 
Hal ini berkesesuaian dengan yang dijelaskan oleh penulis pada bagian 
sebelumnya, bahwa salah satu sifat kepemimpinan Jawa yaitu metafisis. 
Ajaran kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama ini banyak dituangkan dalam berbagai macam karya sastra 
tertulis Jawa yang disebut dengan serat. Selain itu, banyak juga dituangkan 
dalam berbagai macam karya seni pertunjukan, seperti pertunjukan wayang 
kulit yang disebut dengan pedhalangan. Banyak dituangkan dalam berbagai 
bentuk membuat konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama terdapat 
dalam banyak versi, namun yang terkenal dengan keutuhan nilai dari ajaran 
dalam konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama terdapat dalam tiga 
versi gubahan, yaitu Serat Rama karya Raden Ngabehi Tus Pajang 
Yasadipura (Yasadipura I), Serat Ajipamasa karya Raden Ngabehi 
Ronggowarsito, dan Pedhalangan Lakon Wahyu Makutha Rama. Untuk 
selanjutnya, penulis menggunakan acuan dasar konsep kepemimpinan 
Wahyu Makutha Rama dalam versi Pedhalangan Lakon Wahyu Makutha 
Rama, sebab versi ini pula yang digunakan acuan dasar oleh kerabat 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman (generasi 
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baru Kesultanan Mataram) sebagai bahan pembelajaran untuk memahami 
ajaran kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama. Dalam analisis penulis pun menemukan bahwa dalam versi 
ini, ajaran nilai kepemimpinan Wahyu Makutha Rama semakin 
disempurnakan dengan memadukan nilai ajaran Hindu dengan nilai ajaran 
Islam. 
Konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama pada dasarnya 
merupakan intisari dari keseluruhan wahyu dalam yang dianugerahkan oleh 
Bathara Wisnu kepada setiap janma mumpuni (manusia terpilih). Adapun 
wahyu tersebut merupakan kumpulan dari berbagai macam wahyu yang 
saling melengkapi, terdiri dari wahyu pemelihara (wahyu purba), wahyu 
kekuasaan (wahyu wisesa), wahyu kebenaran (wahyu sejati), wahyu 
kerohanian (wahyu murti), dan wahyu keahlian (wahyu luwih) yang semuanya 
bergabung menjadi satu yaitu wahyu makutha rama.120 
Ajaran kepemimpinan Jawa yang tertuang di dalam konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama mengandung nilai filosofis 
kebudayaan tertinggi dalam kepemimpinan. Dari konsep itulah, ajaran 
kepemimpinan Hastha Brata lahir sebagai rangkuman pokok. Dalam bahasa 
                                                             
120 Jazim Hamidi dan Dani Harianto. Konsep Kepemimpinan Multi Kultural Nuswantara: 
Perspektif Wahyu Makutha Rama (Malang, Nuswantara, 2015). hlm. 71. 
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Jawa, Hastha berarti delapan dan Brata berarti laku121, sehingga Hastha 
Brata dipahami sebagai delapan nilai pokok yang mengajarkan tata perilaku 
utama seorang pemimpin dalam memimpin. 
Adapun ajaran kepemimpinan Hastha Brata sebagai nilai utama 
budaya kepemimpinan Jawa yang tertuang dalam Pedhalangan Lakon 
Wahyu Makutha Rama dijelaskan oleh Bahauddin, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Gadjah Mada, dengan kisah sebagai berikut: 
“Alkisah, terdengar kabar yang menyebar luas bahwa ada sebuah 
pusaka yang terkuat berupa mahkota yang bernama Wahyu Makutha 
Rama, sehingga barangsiapa yang mampu mendapatkannya akan 
menjadi seseorang yang digdaya sakti mandraguna hingga memiliki 
keturunan para raja besar dengan kejayaan yang tidak terbatas. Kabar 
inipun terdengar oleh raja dari Kerajaan Hastinapuro, namanya Prabu 
Duryudhono. Sang Raja yang dikenal dengan sifat ketamakannya, 
tentunya ingin mendapatkan dan menguasai pusaka itu seutuhnya. 
Atas keinginannya, maka diutuslah adipati kepercayaannya, namanya 
Adipati Karno. Mendapatkan titah tersebut, Adipati Karno langsung 
berangkat untuk mencari pusaka tersebut. Mendengar kabar 
tambahan bahwa pusaka itu terdapat di Wilayah Kutharunggu (tempat 
bertapa Begawan Kesawasidi atau yang dikenal sebagai Sri Krisno), 
tanpa berpikir panjang, Adipati Karna langsung mendatangi tempat itu. 
Di sana, Adipati Karno menemui Begawan Kesawasidi dan langsung 
menanyakan keberadaan pusaka tersebut untuk dibawa ke hadapan 
Prabu Duryudhono. Begawan Kesawasidi yang menolak untuk 
menjawab pertanyaan Adipati Karno membuat Adipati Karno marah 
dan melepaskan anak panahnya ke arah Begawan Kesawasidi. 
Kemudian secara tiba-tiba, Hanoman menangkap anak panah itu dan 
menyerahkannya kepada Begawan Kesawasidi. Bukannya Hanoman 
mendapat pujian, melainkan teguran yang dia dapatkan, karena 
Begawan Kesawasidi merasa muridnya itu meragukan 
                                                             
121 Ibid. hlm. 77. 
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kemampuannya. Akhirnya, Adipati Karno pulang dengan kekecawaan 
yang mendalam karena gagal menuntaskan titah raja. Selain Prabu 
Duryudhono yang menginginkan pusaka itu, ternyata ada seorang 
ksatria dari Kesatrian Madukoro, namanya Raden Arjuno, juga sedang 
berusaha mencari pusaka tersebut. Dia keluar dari istana dan 
menyamar menjadi seorang resi (pemuka agama). Dalam 
penyamarannya itu, dia melakukan pertapaan, memohon petunjuk 
kepada Tuhan agar diberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan 
pusaka tersebut. Pertapaannya sukses dan dapatlah dia petunjuk, 
bahwa dirinya telah ditunggu oleh Begawan Kesawasidi di Wilayah 
Kutharunggu. Setelah melakukan perjalanan menuju tempat yang 
dimaksud, diapun bertemu dengan Begawan Kesawasidi. Belum 
diutarakannya maksud kedatangan dirinya ke Wilayah Kutharunggu, 
Begawan Kesawasidi langsung mengutarakan bahwa sudah waktunya 
Raden Arjuno untuk menerima pusaka tersebut. Namun ternyata, 
Raden Arjuno terkejut karena pusaka yang dicari oleh semua orang itu 
bukanlah berwujud benda pusaka, melainkan suatu wejangan tentang 
pemahaman mengenai kepemimpinan. Wejangan tersebut berisi 
delapan nilai kepemimpinan yang mengajarkan delapan tata perilaku 
(Hastho Broto) utama seorang pemimpin dalam memimpin. Raden 
Arjuno yang bijaksana pun menerima dengan suka cita wejangan 
tersebut dan menyadari bahwa sejatinya wejangan tersebut jauh lebih 
dapat membuat orang yang memahaminya menjadi digdaya sakti 
mandaraguna dibandingkan sekedar berwujud benda pusaka”. 
(Wawancara, 24 Juni 2016).  
Benar terwujud khasiat dari pusaka tersebut, setelah dikuasai oleh 
Raden Arjuno hingga dirinya mewariskan keturunan yang menjadi orang 
hebat di tanah Jawa dengan mewariskan keturunan yaitu Abimanyu yang 
selanjutnya mewarisikan keturunan yang menjadi raja hebat dan berjaya di 
tanah Jawa, yaitu Prabu Parikesit, kemudian Prabu Yudhoyono, hingga 
Prabu Yudhoyoko yang kelak selanjuntya mewariskan keturunan para raja 
yang juga hebat dan berjaya di tanah Jawa pada periode selanjutnya. 
Adapun ajaran nilai kepemimpinan Hastha Brata yang diwejangkan oleh 
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Begawan Keswasidi kepada Raden Arjuna sebagai pokok dalam konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama di Wilayah Kutharunggu tersebut, 
yakni: “//Kapisan bambege surya, tegese sareh ing karsa, derenging 
pangolah nora daya-daya kasembadan kang sinedya. Prabawane 
maweh uriping, sagung dumadi, samubarang kang kena soroting Hyang 
surya nora dayadaya garing. Lakune ngarah-arah, patrape ngirih-irih, 
pamrihe lamun sarwa sareh nora rekasa denira misesa, ananging uga 
dadya sarana karaharjaning sagung dumadi.// Kapindho hambege 
candra yaiku rembulan, tegese tansah amadhangi madyaning pepeteng, 
sunare hanengsemake, lakune bisa amet prana sumehing netya alusing 
budi anawuraken raras rum sumarambah marang saisining bawana.// 
Katelu hambeging kartika, tegese ansah dadya pepesrenng ngantariksa 
madyaning ratri. Laune dadya panengeraning mangsa kala, patrape 
santosa pengkuh nora kangguhan, puguh ing karsa pitaya tanpa 
samudana, wekasan dadya pandam keblating sagung dumadi.// Kaping 
pate hameging hima, tegese hanindakake dana wesi asat; adil 
tumuruning riris, kang akarya subur ngrembakaning tanem tuwuh. Wesi 
asat tegese lamun wus kurda midana ing guntur wasesa, gebyaring 
lidhah sayekti mnangka pratandha; bilih lamun ala antuk pidana, yen 
becik antuk nugraha.// Kalima ambeging maruta, werdine tansah 
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sumarambah nyrambahi sagung gumelar; laune titi kang paniti priksa 
patrape hangrawuhi sakabehing kahanan, ala becik kabeh winengku ing 
maruta.// Kaping nem hambeging dahana, lire pakartine bisa ambrastha 
sagung dur angkara, nora mawas sanak kadang pawong mitra, anane 
muhung anjejegaken trusing kukuming nagara.// Kasapta hambeging 
samodra, tegese jembar momot myang kamot, ala becik kabeh kamot 
ing samodra; parandene nora nana kang anabet. Senisene maneka 
warna, sayekti dadya pikukuh hamimbuhi santosa.// Kaping wolu 
hambeging bantala, werdine ila legawa ing driya; mulus agewang 
hambege para wadul. Danane hanggeganjar yang kawula kang labuh 
myang hanggulawenthah.//”.122 
Selanjutnya untuk memahami makna yang terkandung dalam ajaran 
nilai kepemimpinan Hastha Brata tersebut, berikut ini adalah penjelasannya, 
yakni: 
No. Nilai Makna 
1. Mahambeging mring 
suryo (meneladani 
sifat matahari) 
Sebagaimana matahari yang menyinari 
kehidupan, demikian pula seorang 
pemimpin yang hendaknya mampu 
menerangi kehidupan rakyatnya. 
Matahari yang beraktivitas sesuai 
dengan hukum alam yaitu keteraturan 
waktunya saat terbit maupun terbenam, 
                                                             
122 Purwadi. Wahyu Makutha Rama. (Sukoharjo, Cenderawsih, 2015). hlm. 139. 
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perihal ini menggambarkan perilaku 
seorang pemimpin yang hendaknya 
mampu menjadi penjaga keteraturan 
dalam kehidupan bermasyarakat, juga 
seorang pemimpin hendaknya mampu 
menepati janji dan bersikap jujur, 
karena pemimpin yang selalu 
mengumbar kebohongan akan sangat 
menyakiti hati rakyatnya dan akhirnya 
muncul kebencian dari rakyatnya, jika 
seorang pemimpin mampu menepati 
janji dan bersikap jujur, tentu akan 
dicintai oleh rakyatnya. 
2. Mahambeging mring 
condro (meneladani 
sifat bulan) 
Sebagaimana bulan yang menerangi 
saat kegelapan malam, demikian pula 
seorang pemimpin hendaknya mampu 
menyelesaikan segala permasalahan 
masyarakat yang dihadapinya. 
Kegelapan yang diibaratkan sebagai 
permasalahan merujuk agar pemimpin 
mampu untuk bertindak secara proaktif 
dalam menuntaskannya, sehingga tidak 
terperangkap dalam ketidakpastian. 
Cahaya bulan yang menawan 
menggambarkan bahwa pemimpin 
hendaknya mampu membawa 
kebahagiaan kepada setiap rakyatnya.  
3. Mahambeging mring 
kartika (meneladani 
sifat bintang) 
Sebagaimana bintang yang 
memberikan pengarahan tujuan, 
demikian pula seorang pemimpin 
hendaknya mampu menjadi pengarah 
yang baik bagi rakyatnya. Pengarahan 
yang baik dari seorang pemimpin 
diharapkan dapat membawa kehidupan 
rakyat yang lebih sentosa. Seorang 
pemimpin hendaknya pula dapat 
menjadi pedoman bagi rakyatnya. 
Pemimpin pula hendaknya dapat 
menjadi pemberi nasihat yang dapat 
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diandalkan oleh para bawahan dan 
rakyatnya. 
4. Mahambeging mring 
hima (meneladani 
sifat awan) 
Sebagaimana awan yang menakutkan, 
demikian pula seorang pemimpin 
hendaknya disegani oleh rakyatnya atas 
kewibawaannya, sehingga rakyatnya 
dapat hidup dalam kerukunan. Namun 
awan yang menakutkan juga bila 
menurunkan hujan dapat memberikan 
kehidupan bagi makhluk hidup. Hal ini 
menggambarkan bahwa seorang 
pemimpin yang berwibawa juga 
hendaknya dapat membawa 
kemakmuran bagi rakyatnya. 
5. Mahambeging mring 
maruto (meneladani 
sifat angin) 
Sebagaimana angin yang mampu 
mengisi setiap ruang kosong, demikian 
pula seorang pemimpin hendaknya 
mampu bertindak cermat dalam 
mengerjakan tugas kepemimpinan, agar 
tidak ada satu kekurangan yang kelak 
nantinya dapat merugikan 
masyarakatnya sendiri. Hendaknya pula 
seorang pemimpin mampu bertindak 
cermat dalam mengatasi suatu 
permasalahan dalam kehidupan 
masyarakat. Sebagaimana pula angin 
yang menyentuh seluruh hal di 
sekelilingnya, begitupun dengan 
pemimpin yang diharapkan mampu 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 
6. Mahambeging mring 
dahana (meneladani 
sifat api) 
Sebagaimana api yang mampu 
membakar segala hal yang ada 
disekitarnya, demikian pula seorang 
pemimpin hendaknya mampu bersikap 
tegas dalam memberantas segala 
kejahatan di lingkungan masyarakatnya, 
sehingga dapat mewujudkan 
kedamaian. Hukum harus ditegakkan 
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oleh pemimpin dalam mengadili pihak 
yang memang bersalah dan membela 
pihak yang memang benar. 
Sebagaimana pula api yang membara, 
pemimpin hendaknya mampu menjadi 
pendorong semangat bagi para 
bawahannya. 
7. Mahambeging mring 
samodra 
(meneladani sifat 
laut) 
Sebagaimana laut yang terhampar luas, 
demikian pula seorang pemimpin 
hendaknya berwawasan luas dengan 
bersikap bijaksana dalam menghadapi 
segala bentuk fenomena yang ada di 
lingkungan masyarakat. Selain itu, 
pemimpin pula hendaknya mampu 
berjiwa luas dengan bersifat terbuka 
dengan mau menerima berbagai saran 
dan segala bentuk perbedaan.  
8. Mahambeging mring 
bantala (meneladani 
sifat bumi) 
Sebagaimana bumi yang menjadi 
tempat bernaung seluruh makhluk 
hidup, demikian pula seorang pemimpin 
hendaknya mampu memberikan 
keteduhan lahir dan batin bagi seluruh 
rakyatnya, sehingga rakyatnya merasa 
nyaman dipimpin oleh pemimpin yang 
rendah hati. Selain itu, bumi yang 
menyediakan segala bentuk anugerah 
bagi kelangsungan hidup 
menggambarkan bahwa hendaknya 
seorang pemimpin mampu menjamin 
kesejahteraan bagi rakyatnya. 
 
Demikianlah makna yang terkandung dalam ajaran nilai kepemimpinan 
Hastha Brata secara sederhana. Nilai yang sebagai warisan luhur 
kebudayaan Jawa merupakan ajaran yang ideal untuk membentuk pemimpin 
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yang ideal. Seluruh nilai yang terkandung di dalamnya termasuk 
pemaknaannya dijadikan sebagai acuan dasar pokok untuk mempelajari dan 
mempraktikkan kepemimpinan ideal oleh kerabat Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat, khususnya Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kadipaten 
Pakualaman, khususnya Sri Paduka Pakualam IX. Ajaran nilai Hastha Brata 
dalam konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama ini berkesesuaian 
dengan yang dijelaskan penulis pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu 
sifat kepemimpinan Jawa adalah sinkretis. Umumnya, konsep kepemimpinan 
Wahyu Makutha Rama telah dikenalkan kepada kerabat kasultanan dan 
kadipaten sejak usia kanak-kanak dan semakain dimatangkan saat 
memasuki usia dewasa. Selain sebagai langkah untuk membentuk sultan dan 
adipati sebagai pemimpin yang ideal, mempelajari dan mempraktikkan ajaran 
nilai kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama juga sebagai langkah untuk tetap terus melestarikan 
kebudayaan Jawa dengan terus membentuk trah dengan jiwa kepemimpinan 
Jawa yang ideal. 
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4.8 Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan 
Sekaligus Gubernur dalam Tinjauan Praktik Ajaran Nilai Kepemimpinan 
Hastha Brata 
Seorang pemimpin yang memimpin di tanah Jawa tentunya memimpin 
dalam kerangka kepemimpinan Jawa, dapat dilihat sejak zaman dulu hingga 
sampai zaman sekarang. Para pemimpin Jawa cenderung sulit terlepas dari 
ikatan luhur budayanya. Terutama pada diri Sri Sultan Hamengkubuwono X 
sebagai sultan di tanah Jawa yang memimpin Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat sekaligus sebagai gubernur yang memimpin Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak lepas dari ikatan luhur budaya Jawa. 
Ajaran nilai kepemimpinan Hastha Brata yang merupakan acuan dasar pokok 
yang digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi para kerabat kasultanan 
untuk dapat menjadi pemimpin yang ideal, terutama pewaris tahta yang 
dipersiapkan untuk menjadi sultan penerus yang ideal penting dijadikan 
sebagai pendeskripsian mengenai kepemimpinan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X, karena sejatinya tidak ada sultan yang dengan 
kepemimpinannya sama dengan setiap sultan dalam setiap generasi 
selanjutnya, masing-masing memiliki ciri khas dalam memimpin. Adapun 
pendeskripsian penulis mengenai kepemimpinan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X ini berdasarkan posisi Sri Sultan Hamengkubuwono X 
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sebagai sultan juga sekaligus gubernur, meskipun ruang lingkup keduanya 
berbeda, namun kedua elemen tersebut tidak dapat dipisahkan bila meninjau 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Untuk dapat mendeskripsikan 
kepemimpinannya, maka ditinjaulah praktik kepemimpinan Jawa yang 
diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X  sebagai sultan juga 
sekaligus gubernur secara kasuistis dalam hal kepemimpinan organisasi 
secara internal dan eksternal juga terutama terhadap rakyat, hal ini sesuai 
dengan tinjauan praktik kepemimpinan Jawa yang ditinjau dari kepemimpinan 
seorang raja dalam kerajaan dan kerajaan lain, juga terhadap rakyat 
kerajaan.   
4.8.1 Kepemimpinan dalam Organisasi Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Dalam aspek kasuistis ini, praktik kepemimpinan Jawa yang 
diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan juga 
sekaligus gubernur berkaitan dengan hubungan antara atasan dengan 
bawahan dalam lingkup organisasi. Adapun lingkungan kerangka 
keorganisasian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di 
bawah kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X 
bersama Sri Paduka Pakualam meliputi Sekretariat Daerah (Setda) 
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dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan dan 
Kantor-Kantor.  
Pada lingkungan tatanan keorganisasian sekretariat daerah, 
terdapat tiga asisten yang berfungsi untuk melaksankan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidang tertentu. Pertama, 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi Biro 
Tata Pemerintahan, Biro Hukum, dan Biro Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat dan Kemasyarakatan. Kedua, Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang meliputi Biro Admnistrasi Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam dan Biro Administrasi Pembangunan. Ketiga, 
Asisten Administrasi Umum, yang meliputi Biro Organisasi, dan Biro 
Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol. Ketiga bagian asisten 
dalam sekretariat daerah oleh sekertaris daerah (sekda) berkoordinasi 
langsung dengan gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, Sri 
Sultan Hamengkubuwono X berperan sangat penting, 
kepemimpinannya sangat mempengaruhi kesuksesan 
penyelenggaraan pemerintahan melalui sekretariat daerah. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agustina Pangastuti, Kepala Biro 
Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
bahwa: 
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“Peran Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kesuksesan 
penyelenggaraan pemerintahan melalui sekretariat daerah 
tentunya sangat penting. Dalam hal ini, kepemimpinan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur cenderung 
betindak sebagai pengarah. Dapat dilihat dalam setiap rapat 
kerja, pembahasan perihal langkah ke depan dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah melalui secretariat 
daerah. Sri Sultan Hamengkubuwono X cenderung hanya 
memberikan pengarahan yang sifatnya umum kepada 
sekretaris daerah. Selanjutnya pengarahan yang sifatnya 
abstrak itu harus dapat diterjemahkan oleh sekretaris daerah 
kepada bawahannya untuk dituangkan ke dalam bentuk 
langkah kerja. Sifat pengarahan yang abstrak sangat berpotensi 
untuk membuat terjadinya kesalahpahaman bila yang diberikan 
arahan tidak dapat memahami dan menerjemahkan maksud 
dari pengarahan”. (Wawancara, 18 April 2016). 
Kemudian, Agustina Pangastuti kembali memberikan contoh 
mengenai penjelasan sebelumnya, yaitu: 
“Mengenai pengarahan yang sifatnya abstrak itu, seringkali 
dilontarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X saat 
melakukan rapat kerja dengan anggota Setda, dinas-dinas, 
badan-badan, dan kantor-kantor, di Komplek Kepatihan 
Danurejan, contohnya ketika peserta rapat menyampaikan 
langkah apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X hanya memberikan pengarahan, “bangun 
ekonomi kerakyatan!”, tanpa memberikan pengarahan yang 
lebih jelas dan lebih lanjut lainnya, sehingga menjadi kewajiban 
bagi para bawahan”. (Wawancara, 18 April 2016). 
Dalam hal ini, kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X 
seperti kepemimpinan para raja Jawa kebanyakan yang dalam 
memberi perintah atau pengarahan hanya dengan bentuk 
penyampaian yang abstrak, sehingga yang diberikan perintah atau 
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pengarahan masih harus menerjemahkannya terlebh dahulu sebelum 
melaksanakannya. Para bawahan yang diberi perintah atau arahan 
oleh raja itu sangat berhati-hati dalam menerjemahkan perintah, 
karena apabila salah dalam menerjemahkan yang kemudian berakibat 
salah dalam mengerjakan perintah atau arahan, maka akan 
mendapatkan hukuman. Seperti yang dijelaskan oleh R. M. Nurdi 
Antoro, Ketua Dewan Pembina Yayasan Warisan Budaya Mataram 
Pleret (YWBMP), bahwa: 
“Sejak zaman dulu, para raja Jawa dikenal sangat tegas dalam 
memberikan perintah dan arahan kepada bawahannya, bahkan 
terkadang bersikap keras. Pada umumnya, raja hanya 
memberikan perintah dan arahan yang sifatnya masih abstrak 
kepada para bawahannya, karena raja tidak mengucapkan 
banyak perkataan, sebab setiap ucapan yang dikeluarkan oleh 
raja dianggap suci. Atas pemahaman itu, bila raja mengucapkan 
banyak ucapan, terutama tanpa terarah, maka kesucian 
ucapannya dianggap runtuh, begitupun dengan kesucian 
tahtanya. Menjadi tanggungjawab para bawahan untuk dapat 
menerjemahkan perintah dan arahan itu dengan baik, karena 
jika salah dalam melakukannya, maka akan mendapatkan 
hukuman, bahkan hukuman berat. Oleh karena itu, para 
bawahan dalam kerajaan haruslah orang yang cerdas dan 
piawai dalam segala hal mengenai urusan kerajaan”. 
(Wawancara, 5 Mei 2016) 
Hanya saja, Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak bertindak 
sekeras seperti para raja Jawa terdahulu yang menghukum dengan 
berat bawahannya bila melakukan salah penerjemahan perintah dan 
arahan. Sri Sultan Hamengkubuwono X baru memberikan hukuman 
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yang setimpal bila para bawahannya melakukan kesalahan yang 
sifatnya personal dan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Perihal ini 
sejalan dengan ajaran nilai kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep 
kepimpinan Wahyu Makutha Rama dalam paduan ajaran nilai 
mahambeging mring kartika dan mahambeging mring hima. 
Sebagaimana dalam nilai mahambeging mring kartika, bahwa 
seorang pemimpin hendaknya mampu menjadi pengarah dan 
memberikan pengarahan, dalam hal ini kepada para bawahannya, 
sehingga para bawahannya tidak kehilangan arah dan tujuan kerja. 
Kemudian, ajaran nilai ini dipadukan dengan ajaran nilai 
mahambeging mring hima, bahwa seorang pemimpin hendaknya 
mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, namun tidak bersikap dan 
bertindak kejam bilamana itu tidak diperlukan. Namun, mengenai 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X terhadap para 
bawahannya dalam beberapa kasus lain, dia dikenal sebagai gubernur 
yang tegas dan bijaksana. Hal ini ditunjukkan dalam penjelasan 
lanjutan Agustina Pangastuti, bahwa: 
“Meskipun Sri Sultan Hamengkubuwono X bukanlah merupakan 
pemimpin yang kejam, namun dalam hubungannya dengan 
para bawahannya dikenal sangat tegas dan bijaksana, 
contohnya saja ketika ada pegawai yang datang terlambat ke 
kantor, maka Sri Sultan Hamengkubuwono X langsung 
memberikan hukuman yaitu dengan menyuruh pegawai yang 
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terlambat tersebut untuk berdiri dalam posisi hormat kepada 
bendera sampai batas waktu yang tidak ditentukan olehnya. Hal 
ini dilakukan oleh beliau bila keterlambatan pegawai tersebut 
tidak disertakan dengan alasan yang jelas. Namun, di sisi lain, 
beliau sangatlah bijaksana terhadap para bawahannya dengan 
turut menerima saran dan kritik untuk beberapa langkah 
strategis yang akan diambil dalam berbagai urusan, seperti 
halnya saat Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima saran 
dari sekretaris daerah untuk memperkuat mekanisme 
pelayanan publik yang sifatnya paperless, bahkan dirinya 
pernah diberi kritik dari salah seorang bawahan, bahwa segala 
sarana dan prasarana di lingkungan Kompleks Kepatihan 
Danurejan secepatnya membutuhkan peremajaan demi 
menunjang aktivitas pelayanan yang optimal, seperti perangkat 
komputer yang kebanyakan telah usang”. (Wawancara, 18 April 
2016). 
Berdasarkan penjelasan lanjutan narasumber tersebut, hal ini 
menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mampu 
mempraktikkan nilai mahambeging mring dahana yang mengajarkan 
seorang pemimpin untuk mampu bertindak secara tegas dalam 
lingkungan kepemimpinanannya dengan memberikan hukuman bagi 
siapa saja yang melakukan pelanggaran, agar pelanggaran tersebut 
tidak diulangi oleh pelaku pelanggaran ataupun ditiru oleh para 
bawahan yang lain. Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mampu 
mempraktikkan nilai mahambeging mring samodra yang 
mengajarkan seorang pemimpin untuk mampu bersikap bijaksana 
dalam lingkungan kepemimpinannya dengan bersedia untuk menerima 
saran bahkan kritik sekalipun dari berbagai sumber yang tentunya 
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saran dan kritik tersebut sangatlah membangun dalam membentuk 
kepemimpinan yang semakin baik oleh seorang pemimpin. Secara 
keseluruhan, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mempraktikkan 
kepemimpinan Jawa dengan baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta.  
4.8.2 Kepemimpinan dalam Menjalin Hubungan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Kepemimpinan seorang pemimpin dalam kebudayaan Jawa 
tidak hanya ditinjau dalam hubungan antara pemimpin dengan 
bawahan atau antara pemimpin dengan rakyat. Mengenai hubungan 
antara pemimpin dengan pemimpin lain atau kelembagaan lain juga 
masuk dalam tinjauan. Seperti halnya hubungan antara seorang raja 
dalam suatu kerajaan dengan kerajaan lain. Untuk hal ini, 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai 
kepemimpinan Jawa ditinjau dalam hubungan antara Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (badan eksekutif) dengan DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (badan legislatif). Sri Sultan 
Hamengkubuwono selaku Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
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Yogyakarta selama ini menjalin hubungan yang sangat harmonis 
dengan Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, begitupun dengan para anggota DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya. Hal ini sesuai dengan 
yang dijelaskan oleh Rendradi Suprihandoko, Anggota Komisi A 
Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, bahwa: 
“Selama ini, baik antara Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta terjalin dengan harmonis. Tidak pernah ditemukan 
adanya perselisihan yang dapat menimbulkan keretakan 
hubungan kerja antarsesama. Tidak hanya itu, hubungan baik 
juga terjalin dengan para anggota dewan lainnya. Sri Sultan 
Hamengkubuwono X tidak memunculkan sedikit pun 
kesombongan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, meskipun dia adalah seorang raja yang merupakan 
orang paling disegani di Provinsi Daerah Yogyakarta, bahkan di 
tingkat nasional”. Keharmonisan ini ditunjukkan seperti halnya 
saat ada rapat kerja maupun acara seremonial”. (Wawancara, 
25 April 2016). 
Sebagai contoh, Rendradi Suprihandoko kembali menjelaskan, 
bahwa: 
“Hubungan baik antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan 
segenap elemen DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
tetap terjalin dengan baik, meskipun contohnya dalam proses 
persidangan Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) yang mana 
pihak badan legislatif menanyakan banyak pertanyaan untuk 
mengupas lebih dalam secara tegas mengenai perihal yang 
dibahas kepada badan eksekutif melalui Sri Sultan 
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Hamengkubuwono, termasuk urusan yang sangat sensitif, 
seperti perihal penggunaan dana, terkadang diwarnai dengan 
keributan, namun selesai proses persidangan, kami semua 
kembali berjabat tangan dan saling menukar senyum, kami 
keluar dari ruangan tanpa ada rasa dendam sedikitpun, 
begitupun dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. 
(Wawancara, 25 April 2016) 
Pemimpin yang dengan kepemimpinannya mampu menjalin 
hubungan baik dengan pemimpin lain atau lembaga lain dalam konsep 
kepemimpinan Jawa ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut layak 
untuk disebut sebagai “Pemimpin Jawa”. Dalam nilai kepemimpinan 
Hastha Brata pun, kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalin 
hubungan baik juga diajarkan, seperti dalam nilai mahambeging 
mring maruto, seorang pemimpin hendaknya mampu menjalin 
hubungan baik, dalam hal ini bila ditinjau dari kepemimpinan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang mampu menjalin hubungan baik dengan DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Sri Sultan 
Hamengkubuwono X telah mampu mempraktikkan ajaran nilai ini dan 
menjalankan kepemimpinan dengan baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Dalam analisis tambahan, penulis menganalisis bahwa 
terjalinnya hubungan harmonis antara Sri Sultan Hamengkubuwono 
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(Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Yoeke Indra 
Agung Laksana (Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 
lebih disebabkan karena faktor pengaruh ikatan politik. Melihat latar 
belakang poltik Yoeke Indra Agung yang merupakan fraksi dari Partai 
Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta turut mempengaruhi hubungan harmonisnya 
dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga erat hubungan 
politiknya dengan Partai PDI-P.123 Sehubungan dengan itupun, PDI-P 
juga merupakan fraksi dominan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan 14 anggota fraksi dari 55 anggota fraksi dewan. 
Hal ini menunjukkan sekitar 25 persen (1/4) kursi DPRD Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dikuasai oleh PDI-P, jumlah itu tergolong 
banyak untuk penguasaan kursi dewan. 
 
 
                                                             
123 Bahkan pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2009 yang lalu, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X diusung oleh PDI-P untuk ikut maju sebagai bakal calon presiden. 
Meskipun secara etis, sri sultan hamengkubuwono hendaknya tidak boleh ikut terkait dengan 
partai politik untuk menjaga kenetralan kasultanan, namun selama ini Sri Sultan 
Hamengkubuwono X memiliki hubungan erat dengan PDI-P. bahkan PDI-P pun menguasai 
secara garis besar kekuatan politik partai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua hal 
ini saling menjadi faktor pendukung. 
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4.8.3 Kepemimpinan dalam Hubungan antara Pemimpin dengan 
Rakyat 
Dalam kebudayaan kepemimpinan Jawa, hubungan antara 
pemimpin dengan rakyat atau raja dengan rakyat dalam tatanan 
kerajaan merupakan hal yang saling mempengaruhi, meskipun 
hubungan yang saling mempengaruhi bermacam-macam sesuai 
zamannya. Bahkan dalam satu kerajaan, hubungan pengaruh 
kepemimpinan antara raja dengan rakyat berbeda dalam setiap 
generasi. Seperti halnya Kesultanan Mataram saat masih utuh dan 
setelah terpecah. Saat Kesultanan Mataram masih utuh, hubungan 
pengaruh kepemimpinan antara raja dengan rakyat cenderung bersifat 
satu arah dengan adanya doktrin politik Gung Binathara, doktrin yang 
ditanamkan kepada seluruh tataran kesultanan beserta rakyat bahwa 
kekuasaan sultan adalah sebesar kekuasaan Tuhan di bumi, sehingga 
kekuasaan raja utuh, tidak dapat terbagi dan ditandingi. Adanya 
doktrin politik itu membuat hubungan pengaruh antara raja dengan 
rakyat menjadi satu arah, yaitu raja tidak membutuhkan kekuatan 
rakyat, meskipun rakyat membutuhkan kekuatan raja. Sangat berbeda 
dengan hubungan pengaruh antara raja dengan rakyat saat 
Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan 
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Surakarta dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam 
konteks ini yang menjadi tinjauan adalah hubungan pengaruh raja 
dengan rakyat dalam Kasultanan Ngayogyakarta. Saat Sri Sultan 
Hamengkubuwono I mulai memimpin, hubungan antara raja dengan 
rakyat diperkuat sebagai basis kekuatan kasultanan dalam 
menghadapi penjajah, Belanda. Meskipun kasultanan memiliki 
kekuatan perang sendiri, yaitu pasukan kasultanan, namun akan 
semakin kuat bila mendapat dukungan penuh dari rakyat, sehingga 
untuk mempertahankan eksitensi kasultanan, doktrin politik Gung 
Binathara pada masa lalu mulai pudar. Raja menjadi lebih merakyat 
agar mendapat simpati dari rakyat, sehingga kekuatan perang 
kasultanan menjadi semakin kuat. 
Hubungan pengaruh antara pemimpin dengan rakyat sejak 
masa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono I terus semakin dinamis hingga sampai pada 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, karena tantangan 
perlawanan penjajahan semakin berat. Kemudian pada masa 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, doktrin politik Gung 
Binathara semakin pudar karena dia mulai mendukung adanya 
demokrasi utuh dalam tatanan kasultanan maupun pemerintah daerah. 
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Hingga hubungan pengaruh itu kini menurun sampai pada masa 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang membuat batasan 
antara pemimpin dengan rakyat hanyalah pada perihal kewenangan 
saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunardi Wiyono, tokoh 
masyarakat Jawa, lingkungan Kabupaten Bantul, bahwa: 
“Sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram, hingga pecah 
menjadi dua dan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat, roh Gung Binathara itu semakin memudar. Hal ini 
menunjukkan kekuatan kekuasaan dan kepemimpinan raja 
semakin diperlemah dari sisi absolutisme, wewenang wisesa 
ing sanagiri (berwenang tertinggi di seluruh negeri) dan gung 
binathara, bau dhendha nyakrawati (sebesar kekuasaaan dewa, 
pemelihara hukum, dan penguasa dunia) menjadi hilang, 
sehingga rakyat yang pada awalnya hanya mampu ndherek 
karsa dalem (terserah kehendak raja), kini berdiri bersama 
pemimpin (raja) dalam bingkai demokrasi. (Wawancara, 9 Mei 
2016). 
Sebagai contoh tambahan mengenai perihal di atas, Sunardi 
Wiyono, kembali menjelaskan, bahwa: 
“Kini batasan antara sultan dengan rakyat semakin memudar, 
sultan yang lebih demokratis membuat hubungan antara sultan 
dengan rakyat secara sosial tidak lagi bersifat vertikal, melain 
horizontal. Sultan sangat menghargai kehadiran masyarakat 
dalam banyak agenda di ruang publik, seperti membahas 
bersama kegiatan penanggulangan bencana alam di tingkat 
kecamatan bersama Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
kemudian juga saat kegiatan pembahasan perda mengenai 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, seringkali 
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sultan turun langsung untuk berdiskusi masyarakat”. 
(Wawancara, 9 Mei 2016). 
Atas memudarnya absolutisme kekuasaan dan kepemimpinan 
sultan, maka pertumbuhan demokrasi dalam hal penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
semakin meningkat. Kini rakyat dapat bertemu langsung dengan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X meskipun tidak dengan melalui ritual tapa 
pepe terlebih dahulu124. Jikalau Sri Sultan Hamengkubuwono X 
sebagai sultan dan gubernur memiliki waktu luang, siapapun dapat 
bertemu dengannya, namun dengan tetap harus memperhatikan etika 
batasan antara pemimpin dengan rakyat pada umumnya. Melalui 
penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dalam kepemimpinannya sebagai sultan 
sekaligus gubernur mampu mempraktikkan nilai mahambeging mring 
condro yang mengajarkan seorang pemimpin hendaknya mampu 
untuk bertindak secara proaktif dalam menuntaskan berbagai 
permasalahan yang ada di lingkup masyarakat. Tindakan proaktif Sri 
Sultan Hamengkubuwono X ditunjukkan dengan menghadirkan dirinya 
dalam berbagai diskusi kemasyarakatan di ruang publik yang 
                                                             
124 Ritual tapa pepe, merupakan ritual yang harus dilakukan oleh rakyat bilamana hendak 
bertemu dengan raja dalam berbagai urusan. Ritual ini dilakukan dengan bermeditasi di 
bawah pohon beringin di halaman keraton, menunggu sampai dipanggil oleh pihak keraton 
untuk dapat bertemu dengan sultan. 
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menunjukkan kepemimpinan dengan baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dalam kepemimpinannya sebagai sultan sekaligus gubernur juga 
mampu mempraktikkan nilai mahambeging mring bantala yang 
mengajarkan seorang pemimpin hendaknya mampu menjadi pemberi 
naungan bagi rakyatnya, sebagaimana rakyat yang membutuhkan 
pemimpinnya untuk mampu menaungi rakyatnya, karena dengan 
mengahadirkan dirinya dalam lingkungan kehidupan berkerakyatan, 
seperti kegiatan berdemokrasi, maka Sri Sultan Hamengkubuwono X 
sejatinya telah menjadi penaung bagi rakyatnya, sebab rakyat tidak 
hanya sekedar menginginkan pemimpinnya untuk dapat menjalankan 
tugas, pokok, dan fungsinya sebagai pemimpin secara formal, namun 
lebih daripada itu, rakyat lebih membutuhkan pemimpinnya secara 
informal pula. 
4.8.4 Kepemimpinan dalam Penyelesaian Konflik Internal dan 
Eksternal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga 
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Menjadi perihal yang juga perlu diperhatikan yaitu mengenai 
konflik internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebab 
hadirnya konflik internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
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terutama pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X, 
turut mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan di lingkungan 
pemerintahan daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, mengenai sejarah Kesultanan Mataram hingga terpecah 
menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat, sampai Kasultanan Ngayogyakarta terpecah dan 
beridirinya Kadipaten Pakualaman, selama berdirinya kerajaan, maka 
selama itu pula konflik terus ada. Konflik yang bersifat eksternal selalu 
datang dari penjajah, seperti Belanda (VOC), Inggris, dan Jepang. 
Usaha yang dilakukan para penjajah itu memaksa keraton untuk mau 
tunduk dan diatur oleh mereka, paksaan itulah membuat terjadinya 
konflik, hingga terjadinya perang besar. Adapun konflik yang bersifat 
internal selalu datang dari kerabat keraton sendiri, terutama dalam hal 
suksesi kepemimpinan. Setiap adanya pergantian periode 
kepemimpinan, gelar putra mahkota selalu diperebutkan, banyak pihak 
yang kontra, sehingga perang saudara pun tidak terhindarkan. 
Mengenai konflik dan penanganannya, dalam konsep 
kepemimpinan Jawa, sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan 
seorang pemimpin (raja). Raja yang berkualitas tidak hanya dilihat dari 
aspek kekuatan perang dan kemajuan perekonomian saja, melainkan 
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melihat pula stabilitas politik dan pemerintahan, terutama lingkungan 
internal keraton. Seorang sultan yang mampu menyelesaikan konflik 
dengan cepat dan tuntas dianggap sebagai seorang sultan yang 
berkualitas. Keraton yang merupakan salah satu pusat “kekuatan” 
sultan diupayakan untuk terus dalam keadaan damai, karena bila 
tidak, juga akan mempengaruhi kejayaan kekuasaan dan 
kepemimpinan yang akan membawa akibat kepada rakyat. 
Mengenai konflik internal Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dalam kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X 
sebagai sultan dan gubernur, konflik ini memuncak sejak tahun 2015 
yang lalu. Konflik ini memuncak saat Sri Sultan Hamengkubuwono X 
mengeluarkan Sabdaraja pada tanggal 30 April 2015, Dhawuhraja 
pada tanggal 5 Mei 2015, dan Ngudarsabda 31 Desember 2015. Atas 
keluarnya tiga titah sultan itu, maka kerabat di lingkungan keraton 
terpecah menjadi dua. Kelompok pertama, yaitu kelompok yang pro 
dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. kelompok kedua, yaitu 
kelompok yang kontra dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, 
kelompok ini meliputi adik-adik sultan, yaitu Gusti Bendara Pangeran 
Haryo Prabukusumo, Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudhaningrat, 
Gusti Bendara Pangeran Haryo Condroningrat, Gusti Bendara 
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Pangeran Haryo Cokroningrat, Gusti Bendoro Pangeran Haryo 
Suryaningrat, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Suryonegoro, dan para 
kerabat lainnya. Kelompok yang kontra dengan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X menganggap bahwa Sri Sultan 
Hamengkubuwono X telah mengacaukan tradisi ke-Islam-an Mataram, 
melanggar paugeran (undang-undang) keraton, dan merusak adat-
istiadat kasultanan. 
Dimulai dengan dikeluarkannya Sabdaraja oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X pada tanggal 30 April 2015 yang dibacakan oleh 
dirinya sendiri di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang 
berisikan: 
Teks dalam bahasa Jawa 
Sabdaraja 
Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto 
Kawuni ngono siro kabeh atiningsun, Putri Dalem, Sederak 
Dalem, Sentono Dalem, lan Abdi Dalem. 
Nompo weninge dawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto 
lan romoningsun eyang-eyang ingsun poro-poro leluhur 
Mataram. 
Wiwit wektu iki ingsun nompo dawuh kanugrahan dawuh Gusti 
Allah Gusti Agung Kuoso Cipto asmo kelenggahan ingsun 
Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Sri Sultan 
Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning 
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Mataram, Senopati ing Kalogo, Langeng ing Bawono Langgeng, 
Langgeng ing Tata Panotogomo.  
Sabdarojo iki perlu dimangerteni diugemi lan ditindakane yo 
mengkono sabda ingsun. 
Teks dalam bahasa Indonesia 
Sabda Raja 
Allah SWT. 
Untuk kalian semua Putri Dalem, Sederek Dalem, Sentono 
Dalem, dan Abdi Dalem, 
Menerima perintah dari Allah SWT dan ayah saya, kakek-kakek 
saya, dan para leluhur Mataram. 
Saat ini saya menerima anugerah dari Allah SWT dengan gelar 
Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Sri Sultan 
Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning 
Mataram, Senopati ing Kalogo, Langeng ing Bawono Langgeng, 
Langgeng ing Tata Panotogomo. 
Sabda Raja ini perlu dimengerti dilaksanakan dan diamalkan 
demikianlah sabda saya. 
Adapun perihal utama yang disampaikan oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dalam Sabdaraja-nya tersebut, yakni: 
1. Adanya perubahan gelar “hamengkubuwono” menjadi 
“hamengkubawono” dalam gelar sultan.  
Terdapat maksud dari adanya perubahan gelar ini yaitu 
perihal lingkup kekuasaan. Pada dasarnya gelar 
“hamengkubuwono” dengan “hamengkubawono” memiliki 
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arti yang sama. Dalam bahasa Jawa, “hamengku” yang 
berarti “pemangku” yang bermakna “pemimpin” atau 
“penguasa”. Kemudian, pada dasarnya “buwono” dengan 
“bawono” memiliki arti yang sama juga, dalam bahasa Jawa, 
kedua kata ini berarti “dunia”, namun perbedaanya dalam 
pemaknaan kedua kata ini. “Buwono” bermakna “dunia 
dalam lingkup jasmaniah dan rohaniah”, namun “bawono” 
bermakna sebatas “dunia dalam lingkup rohaniah” saja. 
Meskipun Sabdaraja ini dikatakan sebagai perintah 
langsung dari Allah SWT kepada sultan, namun perlu untuk 
dianalisis secara ilmiah mengenai dampaknya. Pada satu 
sisi, dengan diubahnya gelar ini, menunjukkan sultan sangat 
berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab 
kepemimpinannya, sehingga konsep kekuasaan dan 
kepemimpinan itu lebih diperkecil ruangnya. Jika ditinjau dari 
perkembangan zaman, sultan yang memperkecil ruang 
kekuasaan dan kepemimpinan ini menyesuaikan 
kedudukannya dalam kerangka NKRI, karena kekuasaan 
dan kepemimpinan sultan masa kini dengan masa lalu tentu 
sangat berbeda. Namun pada sisi lain, tentunya ini 
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melanggar paugeran keraton, karena perihal gelar telah 
diatur secara yuridis dalam lingkungan keraton, yang berarti 
sultan telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian 
perihal ini pula merusak adat-istiadat, karena gelar 
kasultanan merupakan warisan luhur dari para pendahulu 
yang tentunya usaha para pendahulu dalam 
mempertahankannya sangatlah gigih.  
2. Mengganti gelar “Khalifatullah Sayidin” Menjadi 
“Langgeng ing Toto Panotgomo” 
  Maksud sultan dengan perubahan gelar “khalifatullah” 
menjadi “langgeng ing toto panotogomo” ini membuat roh 
kepemimpinan Islam oleh sultan yang diwariskan sejak dulu 
telah bergeser. Gelar “khalifatullah” sebenarnya merupakan 
amanah dari Kesultanan Arab kepada Sultan Agung 
Hanyokrokusumo untuk memimpin tanah Jawa dengan 
hukum Islam, sehingga makna gelar “khalifatullah sayidin” ini 
sejatinya merupakan amanah untuk Sultan Mataram agar 
menjadi “wakil Allah di bumi untuk menjadi pemimpin umat 
di tanah Jawa”, makna dari gelar ini bukan hanya sekedar 
pemimpin dalam bidang agama (Islam) yaitu sebagai imam 
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(pemimpin agama), melainkan melingkupi pula seluruh 
aspek kehidupan rakyat lainnya. Perubahan gelar ini 
menjadi “langgeng ing panotogomo” sama halnya dengan 
perubahan gelar “hamengkubuwono” menjadi 
“hamengkubawono’ yaitu ruang lingkupnya diperkecil. Dalam 
analisis penulis, gelar “langgeng ini panotogomo” bermakna 
sebatas sultan sebagai penerus kepemimpinan yang 
mengatur kedamaian yang jika ditinjau lebih dalam, gelar ini 
sifatnya membuat kedudukan seorang sultan menjadi tidak 
sekuat seperti para sultan terdahulu, sebab sejatinya 
terdapat suatu kewajiban dalam gelar “khalifatullah sayidin” 
yang menjadi ciri khas kerajaan Islam (kasultanan) yaitu 
sultan sebagai seorang raja bagi rakyat dalam hal 
keduniawian, juga sebagai imam bagi rakyat dalam hal 
keagaaman tersebut telah gugur. Selain itu, dalam 
praktiknya, gelar “khalifatullah sayidin” lebih diarahkan 
kepada kepada kepemimpinan seorang laki-laki, yang 
artinya bila diubah menjadi gelar yang tidak dapat diarahkan 
kepada kepemimpinan seorang laki-laki, maka tindakan 
sultan ini merupakan manuver poltik untuk mempersiapkan 
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suksesi yang tidak mengharuskan suksesi itu adalah 
seorang laki, sebab makna yang terkandung dalam gelar 
“langgeng ing panotogomo” tidak mengharuskan seorang 
pemimpin itu laki-laki untuk dapat menjaga perdamaian. 
3. Penambahan Frasa “Suryaning Mataram” 
Mengenai penambahan frasa “Suryaning Mataram”, Sri 
Sultan Hamengkubuwono X menuturkan bahwa 
penambahan frasa ini menjadi pertanda berakhirnya 
perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng 
Giring sebagaimana yang telah dijelaskan penulis dalam 
“Berdirinya Kesultanan Mataram”. Dalam analisis penulis, 
tindakan sultan ini sebagai langkah untuk menjadikan 
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memasuki era baru 
yaitu bersatunya Kerajaan Mataram Kuno (Hindu-Buddha) 
dengan Kesultanan Mataram (Islam). Dihilangkannya 
pemisah antara dua kerajaan itu dianggap sultan sebagai 
langkah untuk membuka keberkahan bagi Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam analisis penulis, 
meskipun berdasarkan sejarah, garis keturunan antara 
Kerajaan Mataram Kuno (Hindu-Buddha) dengan 
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Kesultanan Mataram (Islam) yang kelak terpecah menjadi 
dua, salah satunya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
adalah berada dalam satu garis keturunan, namun sejatinya 
kedua kerajaan ini berbeda, sebagaimana yang menjadi 
dasar utama dua kerajaan ini adalah agama, Kerajaan 
Mataram Kuno dengan dasar agama Hindu-Buddha, 
sedangkan Kesultanan Mataram dengan dasar agama 
Islam, sehingga kedua kerajaan ini tentulah berbeda, sebab 
agama memiliki kedudukan utama dalam perihal kerajaan di 
tanah Jawa. Hanya saja dampak positif bila kedua kerajaan 
ini dipersatukan dalam suatu ikatan, maka dapat menjadi 
langkah preventif untuk konflik pada masa yang akan 
datang. 
4. Mengubah Penyebutan “Kaping Sedoso” Menjadi 
“Kasepuluh” 
Perubahan penyebutan “kaping sedoso” menjadi 
“kasepuluh” ini juga sebenarnya bentuk kekhususan dari 
pelanggaran paugeran keraton, sebab selain gelar secara 
sultan secara umum sesuai dengan warisan para leluhur, 
Dalam analisis penulis, perubahan penyebutan “kaping 
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sedoso” menjadi “kasepuluh” membawa pengaruh dengan 
menurunkan derajat kepemimpinan Jawa seorang sultan, 
sebab bila ditinjau dari segi bahasa, baik “kaping sedoso” 
maupun “kasepuluh” berarti sama “yang kesepuluh”, namun 
dalam tatanan bahasa Jawa secara umum, tingkatan 
bahasa “kaping sedoso” lebih tinggi yaitu tergolong ke dalam 
bahasa Kromo Inggil sebagai kasta tertinggi dalam 
penuturan bahasa Jawa dibandingkan dengan “kasepuluh” 
yang tergolong ke dalam bahasa Ngoko Lugu sebagai kasta 
terendah dalam penuturan bahasa Jawa, sehingga bila 
diubah, maka sama saja menurunkan derajat kepemimpinan 
Jawa dalam dirinya.125 Bila dianalisis lebih mendalam dan 
dikaitkan dengan proses demokrasi, diubahnya gelar ini bisa 
dijadikan sebagai perekat ikatan demokrasi antara pemimpin 
                                                             
125 Dalam bahasa Jawa, terdapat dua golongan penuturan bahasa, yaitu penuturan Ngoko 
dan Kromo.Penggunaan penuturan ini tergantung dari maksud penggunaan. Jikalau suatu 
pihak berkomunikasi dengan pihak lain yang dari segi usia lebih muda daripada penutur atau 
setara, juga kasta sosialnya lebih rendah daripada penutur, maka penutur menggunakan 
bahasa penuturan ini kepada lawan komunikasi atau secara sederhana disebut sebagai 
“bahasa Jawa kasar”. Beda halnya dengan penggunaan penuturan bahasa Kromo. Jikalau 
suatu pihak beromunikasi dengan pihal lain yang dari segi usia lebih tua daripada penutur, 
juga kasta sosialnya lebih tinggi  daripada penutur, maka penutur menggunakan bahasa 
penuturan ini kepada lawan komunikasi atau secara sederhana disebut sebagai “bahasa 
Jawa halus”. Namun pada praktiknya, terkadang masyarakat Jawa menggunakan penuturan 
bahasa Ngoko kepada lawan komunikasi yang sebaya secara usia, ataupun setingkat secara 
status sosial dengan tujuan semakin mengakrabkan hubungan persaudaraan. Penggunaan 
penuturan bahasa Kromo juga terkadang digunakan kepada lawan komunikasi yang sebaya 
secara usia, ataupun setingkat secara status sosial yang ditujukan untuk mempertahankan 
asas kesopan-santunan antarsesama. 
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dengan rakyat, sebab dengan menyamarkan atau 
menghilangkan pembatas kasta, maka ruang kebersamaan 
semakin terbuka. Menjadikan gelar semakin turun kasta 
sosialnya melalui perubahan gelar dapat mendukung 
penyetaraan golongan. Hanya saja dengan diubahnya gelar 
ini, maka tentunya roh ke-“keramatan”-an gelar sultan 
semakin memudar dengan diturunkan kastanya, padahal 
gelar sultan seharusnya mampu dipertahankan, karena 
dalam kebudayaan Jawa, gelar sultan menjadi manifestasi 
kekuatannya untuk memimpin, dengan demikian sama 
halnya dengan melemahkan kekuatan raja dalam berkuasa 
dan memimpin. Walaupun alasan sultan dalam pengubahan 
frasa dalam gelar “kaping sedoso” menjadi “kasepuluh” 
merupakan bagian dari perbaikan tata bahasa, sebab 
“kaping sedoso” hanya sebagai bagian penggunaan bahasa 
dalam penyebutan angka dari penambahan jumlah yaitu dari 
pertama, kemudian kedua, hingga ketiga, dan seterusnya 
sampai kesepuluh, sedangkan “kasepuluh” sebagai 
penunjuk urutan yang jelas, yaitu setelah pertama, kemudian 
kedua menjadi pengganti, lalu ketiga menjadi pengganti, dan 
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seterusnya sampai kesepuluh yang menggantikan 
kesembilan. Namun dalam analisis penulis, terdapat 
kekeliruan dalam anggapan sultan tersebut, sebab sejatinya 
penyebutan angka itu bukanlah sekedar bagian dari 
penyebutan urutan, karena ada sebuah harapan dari para 
pendahulu yaitu penyebutan urutan itu bertambah agar dari 
sultan pertama kepada sultan dapat lebih baik, sehingga 
sultan ketiga semakin bertambah kekuatannya dibandingkan 
dari sultan kedua, demikian seterusnya hingga sampai 
sultan kesepulah yang kekuatannya bertambah dan lebih 
kuat dibandingkan sultan sebelumnya, harapan dari para 
leluhur itulah yang menjadi impian agar kelak kasultanan 
tetap kuat atau semakin kuat, sehingga kasultanan tetap 
lestari. Beda halnya jika penyebutan angka itu dimaknai 
sebatas penyebutan urutan, karena bila dianggap demikian, 
maka pergantian sultan hanya dianggap sebagai sekedar 
seremonial saja. 
Demikianlah perihal utama yang terkandung dalam Sabdaraja 
yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, sehingga untuk 
penggunaan gelar setelah dikeluarkannya Sabdaraja  ini, maka gelar 
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sultan saat itu adalah Sri Sultan Hamangkubuwono X. Namun, pada 
tanggal 3 Juli 2015, sultan menarik kembali perihal penggantian gelar 
“hamengkubuwono” menjadi “hamengkubawono” dalam Sabdaraja 
melalui jalur hukum di mahkamah keraton dan Pengadilan Negeri 
Yogyakarta, sehingga secara sah, gelar sultan khusus dalam perihal 
ini kembali lagi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono X dan 
penggunaan gelar Sri Sultan Hamengkubawono X hanya digunakan 
untuk keperluan internal keraton saja. Adanya keputusan sultan 
tersebut karena terdapat kekeliruan di dalamnya dan mendapat 
penentangan keras dari kelompok kontra yang juga para adiknya. 
Tindakan tersebut mencerminkan bahwa meskipun sultan adalah raja 
yang diagungkan, namun juga mencerminkan sikap ketidaktegasan 
dalam memimpin, meskipun demikian tindakan mencabut perubahan 
gelar itu merupakan bagian dari jiwa ksatria dalam kepemimpinan 
Jawa, yaitu berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, 
namun adanya sebuah kekeliruan dari seorang sultan dianggap 
sebagai suatu “bencana”, sesuai dengan yang dijelaskan oleh penulis 
sebelumnya, bahwa kepemimpinan Jawa bersifat monocentrum dan 
metafisis. Dalam Sabdaraja ini juga terdapat sebuah agenda penting 
yaitu keris Kyai Kopek disempurnakan menjadi keris Kyai Joko Piturun. 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
180 
 
Dalam analisis penulis, beberapa langkah sultan dalam 
Sabdaraja yang kontroversial ini sebenarnya mencerminkan beberapa 
ajaran nilai Hastha Brata. Pertama, pergantian gelar 
“hamengkubuwono” menjadi “hamengkubawono” dan “khalifatullah 
sayidin” menjadi “langgeng ing toto panotogomo” mencerminkan 
bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X mencerminkan salah satu 
ajaran nilai Hastha Brata, yaitu mahambeging mring bantala dengan 
menjadi seorang yang rendah hati. Meskipun Sabdaraja dikatakan 
sebagai perintah Allah SWT secara langsung kepada sultan, namun 
dalam Sabdaraja ini jelas menggambarkan bahwa terdapat keraguan 
dalam diri sultan untuk terus memikul tanggungjawab yang besar 
dalam dirinya sebagai seorang raja. Perubahan gelar ini sebagai 
bagian dari mengikis arogansi sebagai wujud penghormatan pada 
NKRI, bahwa kasultanan sudah bergabung di dalamnya, sehingga 
secara tingkatan struktur ketatanegaraan, jelas kasultanan harus taat 
pada NKRI dan secara yuridis-formal, kasultanan harus taat pada 
perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 agar penyelenggaraan pemerintahan daerah 
melalui Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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dapat berlangsung dengan stabil dari berbagai aspek, terutama politik. 
Praktik nilai mahambeging mring bantala ini merupakan langkah untuk 
semakin mempereat hubungan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. 
Kedua, penambahan frasa “surya ning mataram” ini merupakan 
praktik nilai mahambeging mring hima dan mahambeging mring 
dahana yaitu adanya usaha dari sultan sebagai seorang pemimpin 
untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, sebab dengan 
menyatukan Kerajaan Mataram Kuno dengan Kesultanan Mataram 
dalam ikatan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka sultan 
telah mengurangi risiko terjadinya sengketa bilamana kelak terjadi 
sebuah konflik, misalnya jikalau kelak trah Ki Ageng Giring menuntut 
penepatan janji oleh Ki Ageng Pemanahan untuk menjadikan 
keturunannya sebagai raja yang dengan begitu, maka kerukunan dan 
kedamaian yang dibangun sangat mendukung dalam kestabilan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dalam lingkungan 
pemerintahan daerah sendiri, terdapat beberapa jabatan yang diisi 
oleh trah Ki Ageng Giring maupun trah Ki Ageng Pemanahan, 
sehingga jikalau konflik yang riskan kelak terjadi tidak segera diatasi, 
maka dikhawatirkan konflik personal dapat menjadi konflik komunal 
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yang mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, sebagai 
akibat dari terjadinya deadlock dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
Ketiga, perubahan penyebutan “kaping sedoso” menjadi 
“kasepuluh” mencerminkan ajaran nilai mahambeging mring maruto 
yaitu sultan sebagai seorang raja dapat menyentuh seluruh lapisan 
masyarakat. Mengubah penyebutan angka dari yang sebelumnya 
menggunakan bahasa Kromo Inggil sebagai bahasa penuturan kasta 
tertinggi dengan menggunakan bahasa Ngoko Lugu sebagai bahasa 
penuturan terendah dalam bahasa Jawa merupakan langkah sultan 
untuk dapat semakin dekat dengan seluruh lapisan masyarakat 
kasultanan (masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). 
Pendekatan penggunaan bahasa penuturan merupakan salah satu 
jalan pembuka untuk seorang pemimpin menjadi semakin dekat 
dengan rakyatnya dalam konsep kepemimpinan Jawa. 
Meskipun menuai banyak kontradiksi dari kelompok kontra juga 
dalam analisis penulis yang mengungkap beberapa kekeliruan yang 
terdapat dalam Sabdaraja yang menunjukkan pula bahwa Sri Sultan 
Hamengkubuwono X telah mengacaukan tradisi ke-Islam-an Mataram, 
melanggar paugeran (undang-undang) keraton, dan merusak adat-
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istiadat kasultanan, namun dalam analisis penulis juga perihal ini 
sebagai bagian dari praktik nilai ajaran Hastha Brata oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai sultan dan gubernur. Menjadi pemimpin 
besar dalam konsep kepemimpinan Jawa memang menjelaskan 
bahwa terkadang di dalam perjalanannya akan menuai sangat banyak 
rintangan, namun demikian hanya pemimpin Jawa sejati lah yang 
mampu melampauinya. 
Selanjutnya yang juga menuai banyak kontroversi dalam 
kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan dan 
gubernur selain Sabdaraja yang dikeluarkannya pada tanggal 30 April 
2015 lalu yaitu dikeluarkannya Dhawuhraja pada tanggal 5 Mei 2015. 
Kenyataanya, Dhawuhraja yang dikeluarkan ini menjadi penyulut 
kedua semakin besarnya konlik internal dalam lingkungan kerabat 
keraton bahkan menyangkut konflik eksternal seperti tokoh 
masyarakat dalam bidang agama dan budaya, juga masyarakat. 
Adapun isi dari Dhawuhraja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X pada tanggal 5 Mei 2015, yaitu: 
(Teks dalam bahasa Jawa) 
Siro abdi ingsun seksonono ingsun Ngarso Dalem Sampeyan 
Dalem ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang 
Jumeneng Kasepuluh, Surya ning Mataram, Senopati ing 
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Kalogo, Langeng ing Bawono Langgeng, Langgeng ing Tata 
Panotogomo, 
kadawuhan netepake putri ingsung Gusti Kanjeng Ratu 
Pembayun katetepapke Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi 
Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram 
mangertono Yo mengkono dawuh ingsun. 
(Teks dalam bahasa Indonesia) 
Saudara semua, saksikanlah saya Ngarso Dalem Sampeyan 
Dalem ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang 
Jumeneng Kasepuluh, Surya ning Mataram, Senopati ing 
Kalogo, Langeng ing Bawono Langgeng, Langgeng ing Tata 
Panotogomo, 
mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng 
Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi 
Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. 
Mengertilah, begitulah perintah saya. 
Keluarnya Dhawuhraja lantas tidak membuat konflik internal 
kerabat keraton akibat dari keluarnya Sabdaraja menjadi reda, bahkan 
membuat konflik semakin meluas hingga menyentuh kalangan 
eksternal kerabat keraton. Hal ini dikarenakan isi dari Dhawuhraja di 
atas merupakan keputusan sultan yang dianggap merusak tradisi, 
paugeran, dan adat-istiadat secara total. Dari Dhawuhraja di atas 
menunjukkan adanya perubahan gelar putri pertama Sri Sultan 
Hamengkubuwono X yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun 
yang disempurnakan oleh ayahnya menjadi “Gusti Kanjeng Ratu 
Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram”. 
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Perubahan ini menyiratkan banyak makna, salah satu makna utama 
dari gelar ini menunjukkan adanya persiapan dari Sri Sultan 
Hamengkubuwono X untuk menjadikan putrinya sebagai penerus tahta 
keraton. Atas tindakan sultan itulah, kelompok kontra yang meliputi 
adik-adik sultan melakukan protes keras secara langsung kepada 
sultan yang menganggap kepemimpinan sultan tidak sesuai lagi 
dengan kepemimpinan kasultanan, sebab sesuai dengan tradisi 
pewarisan tahta dalam Kasultanan Ngayogyakarta, hanyalah seorang 
laki-laki yang berhak untuk menjadi putra mahkota, yang jikalau 
seorang sultan tidak memiliki seorang putra, maka yang berhak atas 
tahta selanjutnya adalah adik laki-laki sultan, ataupun bila tidak ada 
maka paman sultan dan seterusnya. Selain itu, tindakan sultan ini juga 
ditentang secara langsung oleh kelompok eksternal kerabat keraton, 
seperti para pemuka agama Islam juga para tokoh kebudayaan Jawa. 
Kasus ini membuat situasi politik di keraton semakin tidak stabil, 
bahkan membawa dampak pada stabilitas politik di Kadipaten 
Pakualaman yang secara kekerajaan terhubung dengan Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, bahkan membuat situasi politik dalam 
tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah turut kacau. Selama 
beberapa pekan, proses pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta menjadi tidak lancar, begitupun aktivitas Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
mengalami kekosongan. 
Atas tindakan sultan itu pula, para adik sultan beserta kerabat 
keraton lainnya yang kontra dengan tindakan sultan melakukan ritual 
permintaan maaf kepada para leluhur dengan menziarahi makam Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX beserta pendahulu di kompleks 
pemakaman Imogiri, makam Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan 
Senopati di kompleks pemakaman Kotagede, juga makam Ki Ageng 
Giring di kompleks pemakaman Gunungkidul. Ritual permintaan maaf 
ini ditujukan untuk menghindari datangnya malapetaka kepada keraton 
dan masyrakat karena dilanggarnya tradisi, paugeran, dan adat-
istiadat kekeratonan. Tidak hanya kalangan internal kerabat keraton, 
kelangan eksternal yang juga kontra dengan kepemimpinan sultan ikut 
melakukan ritual permintaan maaf. Kalangan eksternal ini yang terdiri 
dari para pemuka agama Islam, tokoh kebudayaan Jawa, dan para 
masyarakat yang didampingi oleh pihak Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman melakukan doa dan 
pemberian sesaji di Pantai Parangtritis dan Parangkusumo yang 
diperuntukkan kepada Kanjeng Ratu Kidul agar tidak marah kepada 
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kasultanan, kadipaten, dan seluruh masyarakat akibat kepemimpinan 
sultan yang melenceng. Ritual ini juga ditujukan untuk mencegah 
munculnya bencana dikarenakan tindakan sultan yang menyiapkan 
putrinya sebagai putri mahkota, tentu ini sangat bertentangan dengan 
perjanjian yang telah dibangun antara para sultan pendahulu dengan 
Kanjeng Ratu Kidul untuk setiap dari mereka akan menikah secara 
gaib dengan dirinya. Akan menjadi hal yang mustahil bila seorang putri 
mahkota bila menjadi ratu kelak akan menjalin hubungan pernikahan 
dengan Kanjeng Ratu Kidul. 
Adanya tindakan sultan melalui Dhawuhraja ini juga akan 
meruntuhkan kasultanan secara tahta, sebab kasultanan yang 
merupakan kerajaan Islam pada dasarnya dipimpin oleh seorang raja 
yang juga menjadi imam. Adapun syarat sebagai imam selain dia 
beragama Islam, dia pun harus seorang laki-laki yang mampu 
menjalankan perintah agama. Tentu ini akan bertolak belakang 
bilaman kelak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh 
seorang ratu. Tidak hanya akan merusak tahta Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, juga akan merusak tahta Kadipaten 
Pakualaman karena secara kekerajaan keduanya saling terhubung 
dan saling mempengaruhi. 
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Kekecawaan publik juga semakin bertambah ketika titah ketiga 
sultan dikeluarkan, yaitu Ngudarsabda pada tanggal 31 Desember 
2015. Dalam Ngudarsabda itu terdapat empat perihal utama yang 
disampaikan sultan, yaitu sebagai berikut: (1) Ngudarsabda adalah 
berdasarkan perintah dari Allah SWT, sehingga tidak dapat digugat 
kebenarannya; (2) Pewaris tahta kasultanan tidak boleh diturunkan 
kecuali kepada putra atau putrinya; (3) Barangsiapa yang tidak 
menuruti perintah sultan, maka akan dicabut gelar dan kedudukannya 
dalam keraton; dan (4) Barangsiapa yang tidak sependapat dengan 
pernyataannya, maka dipersilakan pergi dari bumi Mataram (Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya). Adapun Ngudarsabda 
ini ditujukan sebagai penegasan sultan untuk mempertahankan 
Sabdaraja dan Dhawuhraja yang telah dikeluarkan sebelumnya. 
Dalam analisis penulis, kembali Sri Sultan Hamengkubuwono 
mengaktualisasikan doktrin politik kepemimpinan raja Jawa, 
‘wewenang wisesa ing sanagiri” (berwenang tertinggi di seluruh negeri) 
dan memiliki kekuasaan “gung binathara, bau dhendha nyakrawati” 
(sebesar kekuasaaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia), 
yang membuat kepemimpinan dan kekuasaan Sri Sultan 
Hamengkubuwono menjadi absolut sebagai seorang raja, bahkan 
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sebagai gubernur. Segala polemik akibat dari tiga titah yang 
dikeluarkan sultan tidak hanya menganggu kestabilan politik 
kasultanan dan kadipaten, bahkan juga penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dijelaskan penulis 
sebelumnya. Praktik ke-monocentrum-an mutlak dari Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dalam kepemimpinannya menjadikan dirinya 
menyisihkan doktrik kepemimpinan Jawa lainnya yang menjadi 
penyeimbang dari doktrin kepemimpinan Jawa, ‘wewenang wisesa ing 
sanagiri” dan “gung binathara, bau dhendha nyakrawati”, yaitu yaitu 
“ber budhi bawa leksana, ambeg adil para marta” (meluap budi luhur 
mulia dan sifat adilnya terhadap semua yang hidup, atau adil dan 
penuh kasih sayang). Seorang raja Jawa hanya akan menjadi raja 
sejati bilamana mampu menyeimbangkan doktrik kepemimpinan Jawa, 
‘wewenang wisesa ing sanagiri” dan “gung binathara dan bau dhendha 
nyakrawati” dengan “ber budhi bawa leksana, ambeg adil para marta”. 
Hal ini berarti bahwa berdasarkan praktik doktrin raja Jawa yang 
diwariskan oleh sultan pendahulu dari Kasultanan Mataram, yaitu 
Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai ciri sejati Sultan Mataram 
tersebut tidak mampu dipraktikkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 
X secara utuh yang mengindikasikan dirinya tidak menjadi sultan 
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secara utuh pula. Selain itu, dalam tinjauan praktik ajaran nilai Hastha 
Brata dalam konsep Kepemimpinan Wahyu Makutha Rama, tiga titah 
yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut 
menggambarkan bahwa dirinya hanya mampu mempraktikkan ajaran 
nilai ini secara parsial, bahkan cenderung tidak mampu 
mempraktikkan, sehingga bila dicermati lebih mendalam lagi, 
mengenai hal kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai 
sultan sekaligus gubernur dalam penyelesaian konflik internal dan 
eksternal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga Pemerintahan 
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Sri Sultan 
Hamengkubuwono X tidak berkempemimpinan Jawa secara utuh, 
sebab sampai saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta) masih diselimuti oleh konflik internal dan 
eksternal yang belum dapat terselesaikan. Polemik yang terus 
berkembang semakin menganggu kestabilan politik, bahkan 
menganggu kestabilan aspek lainnya, seperti ekonomi dan sosial. 
Analisis penulis ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sunardi 
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Wiyono, tokoh masyarakat Jawa, lingkungan Kabupaten Bantul, 
bahwa: 
“Akibat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan tiga 
titahnya, Sabdaraja, Dhawuhraja, dan Ngadursabda pada tahun 
lalu membawa dampak yang sangat siginifikan dalam berbagai 
aspek  
kehidupan masyarakat. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, 
Kadipaten Pakualaman, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
kini masih berada dalam ketidakstabilan politik”. (Juni 2016). 
Hal ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh Agustina 
Pangastuti, Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, bahwa:  
“Proses penyelenggaraan pemerintahan di keraton, kadipaten, 
dan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan secara maksimal 
akibat tiga titah sultan, bahkan proses pelayanan publik yang 
biasanya dapat dilakukan secara optimal oleh Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini menjadi 
fluktuatif, sebab akhir-akhir ini semakin banyak keluhan yang 
diterima dari masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun 
tertulis”. (18 April 2016). 
Bahkan hal ini pula sejalan dengan yang disampaikan oleh 
Rendradi Suprihandoko, Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum 
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa: 
“Sejak dikeluarkannya tiga titah sultan, secara tidak langsung 
proses legislasi sebagai aktivitas utama oleh DPRD Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi terganggun, banyak 
agenda legislasi yang tertunda dalam jangka watu beberapa 
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minggu, bahkan dalam jangka waktu beberapa bulan. DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa memaksakan 
institusi untuk dapat bekerja optimal, jikalau situasi politik tidak 
stabil, sebab akan banyak risiko yang akan muncul, termasuk 
merusak institusi, sehingga kami harus bersabar untuk 
menunggu waktu yang tepat sampai aktivitas dapat 
berlangsung secara optimal kembali”. (25 April 2016). 
Mengenai tiga titah Sri Sultan Hamengkubuwono X dan terkait 
dengan kepemimpinannya sebagai sultan sekaligus gubernur, dalam 
kajian akademis, seperti yang disampaikan oleh Bahauddin, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, bahwa:  
“Tiga titah Sri Sultan Hamengkubuwono yang dikeluarkan 
selama tahun 2015 lalu membuat peluang runtuhnya keasrian 
kebudayaan Jawa yang telah dibangun melalui usaha 
pelestarian adat-istiadat keraton, sebab baik dari segi isi, 
makna, dan maksud yang disampaikan oleh sultan, 
mengindikasikan adanya perubahan besar yang akan dilakukan 
dalam tatanan keraton. Tidak hanya itu, ketidakstabilan politik, 
ekonomi, dan sosial akan terus mewarnai mewarnai proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, selama tidak 
dilakukannya langkah untuk meluruskan sesuatu yang 
melenceng, sebab dalam kepercayaan masyarakat Jawa 
secara metafisis, bahwa bilamana seorang raja melakukan 
kesalahan besar, maka alam semesta akan murka dan 
menghukum kerajaan tersebut yang tentunya akan berimbas 
kepada tidak hanya raja itu sendiri, melainkan pula kepada 
masyarakat. Apa yang ditakutkan masyarakat Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta atas kepemimpinan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X yang cenderung melenceng ini akan 
membuat terjadinya Tsunami sebagai wujud kemurkaan 
Kanjeng Ratu Kidul atau gempa bumi sebagai wujud kemurkaan 
Gunung Merapi, sehingga untuk mencegah itu terjadi, terlebih 
dahulu beberapa kelompok masyarakat melakukan serangkaian 
ritual seperti memberikan sesaji di beberapa tempat “keramat” 
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sebagai wujud nyuwun pangapunten dan nyuwun pangapuro 
kepada alam semesta”. (Juni 2016).  
Berdasarkan serangkaian analisis penulis mengenai praktik nilai 
budaya kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sesuai dengan tinjauan kasuistis mengenai 
penyelesaian konflik internal dan eksternal, menemukan bahwa dalam 
mempimpin, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mampu 
mempraktikkan sebagian ajaran Hastha Brata, namun tidak mampu 
mengutuhkan praktik konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama 
yaitu mahambeging mring suryo yang mengajarkan seorang 
pemimpin untuk dapat menjadi penata keteraturan yang baik. Sri 
Sultan Hamengkubuwono X yang sampai saat ini tidak mampu 
menyelesaikan konflik internal dan eksternal yang berkepanjangan 
dinilai oleh penulis sebagai ciri pemimpin Jawa yang tidak utuh, karena 
dalam konsepsi kepemimpinan Jawa, terutama konsep Wahyu 
Makutha Rama, keteraturan menjadi hal yang sangat pokok agar 
kehidupan berkerakyatan dalam kepemimpinan seorang pemimpin 
dapat berlangsung dengan tentram, agar semua tujuan yang ingin 
dicapai untuk membangun kehidupan rakyat menjadi lebih baik 
semakin mudah terwujud. Sampai saat ini, baik lingkungan Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, maupun Pemerintahan Daerah Provinsi 
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Daerah Istimewa Yogyakarta masih diliputi oleh konflik. Jika 
dibandingkan dengan pendahulunya, maka yang patut untuk diteladani 
penerapan kepemimpinan Jawa dalam memimpin kasultanan sebagai 
sultan yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I dan yang patut untuk 
diteladani penerapan kepemimpinan Jawa dalam memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagai gubernur yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 
4.9 Kepemimpinan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Adipati Sekaligus 
Wakil Gubernur dalam Peninjauan Praktik Ajaran Nilai Kepemimpinan 
Hastha Brata 
Sama halnya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai salah 
satu raja di tanah Jawa, begitupun dengan Sri Paduka Pakualam IX juga 
tidak terlepas dari ikatan luhur budaya Jawa. Ajaran nilai kepemimpinan 
Hastha Brata yang merupakan acuan dasar pokok yang juga digunakan 
sebagai bahan pembelajaran bagi para kerabat kadpaten untuk dapat 
menjadi pemimpin yang ideal, terutama pewaris tahta yang dipersiapkan 
untuk menjadi adipati penerus. Sehingga, dalam analisis lanjutan penulis 
mengenai pendeskripsian praktik kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh 
Sri Paduka Pakualam IX sebagai adipati dan wakil gubernur menggunakan 
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ajaran nilai kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama sebagai dasar deskripsi yang ditinjau secara kasuistis. 
4.9.1 Kepemimpinan dalam Organisasi Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Sebagai seorang Adipati Kadipaten Pakualaman, Sri Paduka 
Pakualam IX juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah 
Istimewa  sesuai dengan yang termaktub dalam Ayat (1) C Pasal 18 
Bagian Kesatu Persyaratan Bab VI Pengisian Jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur yang berbunyi, “Calon gubernur dan calon wakil 
gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus 
memenuhi syarat: bertakhta sebagai sri sultan hamengkubuwono 
untuk calon gubernur dan bertakhta sebagai adipati pakualam untuk 
calon wakil gubernur”, sehingga sesuai dengan tanggungjawabnya, Sri 
Paduka Pakualam IX turut aktif dalam organisasi Pemerintahan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aspek kasuistis ini, 
praktik kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh Sri Paduka 
Pakualam X sebagai adipati sekaligus wakil gubernur berkaitan 
dengan hubungan antara atasan dengan bawahan dalam lingkup 
organisasi, meliputi Sekretariat Daerah (Setda) dan Lembaga Teknis 
Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan, dan Kantor-Kantor. 
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Sebagaimana dalam lingkup Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Ketiga asisten, Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 
Asisten Administrasi Umum, berhubungan langsung dengan Wakil 
Gubernur Sri Paduka Pakualam IX, namun tidak seperti Gubernur Sri 
Sultan Hamengkubuwono X yang dalam aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berhubungan langsung dalam bentuk koordinasi, 
melainkan berhubungan langsung dalam bentuk asistensi dan 
supervisi, sehingga peran Sri Paduka Pakualam IX terhadap ketiga 
asisten tersebut cenderung hanya sebatas memberikan saran untuk 
mencapai kinerja optimal dan mengawasi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Dalam hal ini, peran Sri Paduka Pakualam IX sebagai wakil 
gubernur cukup ideal karena mampu membagi peran dengan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X, sebab banyak kepala daerah dan wakil 
kepala daerah di daerah lain tidak mampu membagi peran dalam 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila ditinjau dari 
segi usia, Sri Paduka Pakualam IX yang lebih tua daripada Sri Sultan 
hamengkubuwono X dianggap sebagai pribadi yang lebih “sepuh”, 
sehingga sangat etis bila Sri Paduka Pakualam IX menjadi wadah 
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pemberi saran bagi para bawahan. Tidak hanya di lingkungan dalam 
organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta melalui Setda, bahkan dari dinas-dinas, badan-badan, dan 
kantor-kantor pun turut meminta saran dan pertimbangan mengenai 
pelaksanaan tugas, baik melalui jalur formal maupun nonformal. 
Perihal ini seperti yang dijelaskan oleh Agustina Pangastuti, Kepala 
Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, bahwa: 
Usianya yang cukup “sepuh”, membuat Sri Paduka Pakualam 
IX sebagai wakil gubernur lebih menjadi “bapak” bagi para 
bawahan dibandingkan sebagai atasan. Dirinya sering 
memberikan “wejangan” kepada para bawahan mengenai tata 
kerja yang baik, kemudian dirinya juga sering berkeliling area 
kantor dan memberikan dorongan semangat kepada para 
bawahan, bahkan senyum dari dirinya sudah cukup membuat 
para bawahannya untuk semangat mengerjakan tugas. Untuk 
urusan memberikan saran, bahkan tidak hanya untuk urusan 
kantor, urusan yang sifatnya personal oleh para bawahan pun 
tidak luput dari perhatiannya. Dirinya tidak membeda-bedakan 
orang ketika berbincang-bincang dengan para bawahannya, 
sehingga ketika Sri Paduka Pakualam IX wafat, lingkungan 
kantor merasakan kehilangan yang sangat mendalam dan 
membuat semangat kerja para bawahan menjadi menurun. 
Sangatlah tepat bilamana Sri Paduka Pakualam IX disebut 
sebagai pemimpin yang patut ditauladani oleh para pemimpin 
masa kini”. Dirinya yang sering menjadi “solution maker” dalam 
keorganisasian membuat dirinya selalu menjadi andalan 
sebagai seorang pemimpin. (Wawancara, 18 April 2016). 
Dalam analisis penulis, berdasarkan beberapa penjelasan oleh 
narasumber di atas, menunjukkan Sri Paduka Pakualam IX mampu 
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mempraktikkan ajaran nilai Hasta Brata yaitu nilai mahambeging 
mring kartika dan mahambeging mring dahana, dan mahambeging 
mring condro.  
Nilai  mahambeging mring kartika yang mengajarkan agar 
seorang pemimpin hendaknya dapat menjadi andalan bagi para 
bawahannya sebagai pemberi saran, terutama dirinya yang “sepuh” 
menjadikan saran-saran bijaknya sangat dibutuhkan dalam proses 
kinerja bawahannya, sehingga untuk nilai mahamebeging mring 
kartika ini, Sri Paduka Pakualam IX mampu mempraktikkannya. Saran 
yang dimintai kepada dirinya bahkan sampai kepada hal-hal yang 
sifatnya sangat detail, sehingga diri Sri Paduka Pakualam IX sangat 
berbeda dalam memberikan “ucapan” jika dibandingankan dengan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X yang seringkali memberikan perintah 
yang sifatnya abstrak, karena dalam memberikan saran, Sri Paduka 
Alam X bersifat jelas, sehingga mudah dipahami oleh para 
bawahannya. Kemudian, nilai mahambeging mring dahana yang 
mengajarkan agar seorang pemimpin hendaknya mampu menjadi 
pemberi semangat bagi para bawahannya, adapun sebagai pemberi 
semangat, dapat dilakukannya dalam situasi dan kondisi baik maupun 
buruk, sehingga membuat para bawahan merasakan keterbutuhan 
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akan sosok kepemimpinannya, untuk nilai mahambeging mring 
dahana ini, Sri Paduka Pakualam IX mampu mempraktikannya. Lalu, 
untuk nilai mahambeging mring condro yang mengajarkan agar 
seorang pemimpin hendaknya mampu menjadi sosok penuntas 
masalah, sebagai seseorang yang diandalkan dalam berbagai situasi 
dan kondisi, terutama bila terjadi masalah, tanggungjawab untuk 
melaksanakan tugas tersebut terdapat pada sosok pemimpin, 
sehingga para bawahan dapat merasakan arti penting dari sosok 
pemimpinnya, namun lantas tidak membuat para bawahan dapat 
dengan mudah lalai sampai timbul suatu permasalahan dengan 
menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpinnya, oleh karena itu 
seorang pemimpin hendaknya cerdas dalam mengatur situasi dan 
kondisi. Untuk nilai mahambeging mring condro ini, Sri Paduka 
Pakualam IX mampu mempraktikkannya dengan baik.  
4.9.2 Kepemimpinan dalam Menjalin Hubungan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada bagian 
sebelumnya, bahwa mengenai hubungan antara pemimpin dengan 
pemimpin lain atau kelembagaan lain juga masuk dalam tinjauan 
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kepemimpinan Jawa, sehingga menjadi penting untuk menganalisis 
mengenai kepemimpinan Sri Paduka Pakualam IX sebagai adipati 
sekaligus wakil gubernur dalam menjadlin hubungan penyelenggaraan 
pemerintahan dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebab Sri Paduka Pakualam IX melalui Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (badan eksekutif) merupakan mitra kerja DPRD 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (badan legislatf) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Untuk memahami mengenai kepemimpinan Sri Paduka 
Pakualam IX dalam menjadlin hubungan penyelenggaraan 
pemerintahan dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
berikut penjelasan dari Rendradi Suprihandoko, Anggota Komisi A 
Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, bahwa: 
“Praktis untuk hal mengenai hubungan badan eksekutif dengan 
badan legislatif melalui Sri Paduka Pakualam IX tidaklah 
seintensif jika dibandingkan dengan Sri Sultan 
Hamengkubuwono. Pertemuan antara DPRD Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan Sri Paduka Pakuakam IX 
cenderung hanya saat aktivitas seremonial yang berkaitan 
dengan kebudayaan Jawa, seperti upacara adat dan upacara 
keagaamaan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah 
satunya adalah karena faktor usia adipati yang sangat tua, 
sehingga terkendala pada aktivitas fisik apabila harus turut aktif 
dalam pertemuan intens dengan dewan. Oleh karena itu, untuk 
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urusan pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
seperti pembahasan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP), Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ), Revisi Peraturan 
Daerah (Perda), dan lain sebagainya, sebagai perwakilan dari 
badan eksekutif dicukupkan kehadiran Sri Sultan 
Hamengkubuwono X sebagai gubernur, meskipun untuk 
keperluan pemahaman pembahasan dan urusan protokoler, 
kehadiran Sri Paduka Pakualam IX juga sangat dibutuhkan”. (25 
April 2016). 
Adanya penyeimbangan pemenuhan tanggungjawab 
berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk faktor usia, 
menjadikan langkah yang ditentukan antara badan eksekutif dengan 
badan legislatif merupakan langkah yang bijaksana. Walaupun 
demikian, wawasan luas yang dimiliki oleh Sri Paduka Pakualam IX 
seringkali dituangkan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta secara kelembagaan, sehingga hubungan antara Sri 
Paduka Pakualam IX dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tidaklah sepenuhnya semu dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab sifat unik pemerintahan 
daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki 
ketergantungan dari kasultanan dan kadipaten membuat hubungan 
antara badan eksekutif dan badan legislatif dengan kerajaan tidak bisa 
terputus, karena keduanya menjadi terhubung dalam proses politik 
dan pemerintahan. Wawasan yang seringkali dituangkan oleh Sri 
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Paduka Pakualam IX itu berupa prediksi politik dan pemerintahan yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta bahkan dikaitkan dengan Indonesia, sehingga dari 
beberapa prediksi tersebut dikelola secara ilmiah melalui 
pertimbangan dewan untuk dirumuskan sebagai sebuah kebijakan 
sebagai bagian dari kemitraan kerja antara badan eksekutif dengan 
badan legislatif. Selain aspek politik dan pemerintahan, prediksi yang 
dipedomani tersebut meliputi aspek ekonomi, sehingga sebagai sosok 
pemimpin, Sri Paduka Pakualam IX menjadi sosok yang sangat 
dibutuhkan, karena wawasan yang dimilikinya begitu luas. 
Berdasarkan hal tersebut, berarti Sri Paduka Pakualam IX mampu 
mempraktikkan nilai mahambeging mring samodra dalam ajaran 
nilai kepemimpinan Hastha Brata yang mengajarkan seorang 
pemimpin agar hendaknya memiliki wawasan luas, sehingga seorang 
pemimpin dapat bertindak dengan bijaksana dalam menghadapai 
berbagai macam situasi dan kondisi yang telah terjadi maupun yang 
akan terjadi.  
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4.9.3 Kepemimpinan dalam Hubungan antara Pemimpin dengan 
Rakyat 
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada bagian 
sebelumnya, bahwa dalam kebudayaan kepemimpinan Jawa, 
hubungan antara pemimpin dengan rakyat dalam tatanan kerajaan 
merupakan hal yang saling mempengaruhi, meskipun hubungan yang 
saling mempengaruhi bermacam-macam sesuai zamannya. Seperti 
halnya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, doktrin politik Gung 
Binathara pada diri Sri Paduka Pakualam IX juga semakin pudar, 
karena dia sangat mendukung perkembangan demokrasi, baik dalam 
tatanan kadipaten, maupun pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan 
batas antara pemimpin dengan rakyat dalam hal hubungan 
kemasyarakatan semakin hilang, sehingga Sri Paduka Pakualam IX 
menjadi semakin dekat dengan rakyat. Dirinya yang juga tidak 
sombong, membuat dirinya sangat bersahaja dan sangat dicintai oleh 
rakyatnya. Seringkali Sri Paduka Pakualam IX terlihat bercengkrama 
dengan masyarakat di pasar tradisional, mendengar langsung keluhan 
masyarakat. Dia juga sering terlihat makan di angkringan yang 
digolongkan masyarakat sebagai tempat makan bagi kalangan kelas 
bawah, namun tanpa sikap sombong, Sri Paduka Pakualam X makan 
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bersama dengan para tukang becak dan pedagang kaki lima lainnya. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunardi Wiyono, tokoh masyarakat 
Jawa, lingkungan Kabupaten Bantul, bahwa: 
“Mengenai hubungan antara pemimpin dengan rakyat, Sri 
Paduka Pakualam IX dapat menjadi contoh untuk menjadi 
pemimpin yang baik dalam hal ini. Dirinya dikenal sebagai 
pemimpin yang tidak sombong, pemimpin yang rendah hati, 
dirinya mau bergaul dan bercengkrama dengan siapa saja, 
sehingga dirinya disegani bukan karena dirinya sebagai adipati 
ataupun wakil gubernur, melainkan karena perangainya yang 
penuh ketauladanan. Dirinya sering terlihat di beberapa tempat 
umum, seperti pasar tradisional dan angkringan, sambil jalan-
jalan, sambil mendengar keluhan rakyat. Terdapat kegembiraan 
dalam diri kami (rakyat), bila telah berhasil menyampaikan 
keluhan kepada Sri Paduka Pakualam IX, meskipun dibalas 
dengan senyumannya saja, namun seakan senyumannya itu 
dapat menjadi solusi. Hanya saja karena faktor usia yang 
usianya sudah tua dan bermasalah pada kesehatannya, 
sehingga sejak awal tahun 2015, dirinya mulai jarang untuk 
keluar dari lingkungan kadipaten”. (Wawancara, 9 Mei 2016). 
Kepemimpinan Sri Paduka Pakualam IX yang dekat dengan 
rakyatnya, baik sebagai adipati, maupun sebagai wakil gubernur 
menujukkan dirinya dapat mempraktikkan nilai mahambeging mring 
bantala, mahambeging mring hima, dan mahambeging mring 
maruto, yang mengajarkan seorang pemimpin agar hendaknya dapat 
bersikap rendah hati dan mengajarkan seorang pemimpin agar 
hendaknya dapat membawa kebahagiaan bagi rakyatnya, juga 
mengajarkan seorang pemimpin agar hendaknya dapat mengisi 
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kekosongan ruang dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat 
dengan menghadirikan dirinya langsung dalam lingkungan tersebut. 
Masyarakat yang sangat senang bila telah dapat menyampaikan 
keluhannya kepada Sri Paduka Pakualam IX menujukkan dirinya 
mampu menjadi pemimpin yang dapat dijadikan sandaran bagi 
rakyatnya untuk memperoleh keteduhan lahir dan batin. Diri Sri 
Paduka Pakualam IX yang dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seringnya Sri Paduka 
Pakualam IX hadir di tengah masyarakat, hal ini didukung dengan diri 
Sri Paduka Pakualam IX sebagai seorang pemimpin yang menjadikan 
sebagian kehidupannya yaitu bersama dengan masyarakat. 
Sejatinya Sri Paduka Pakualam IX telah membuang 
absolutisme kekuasaan dan kepemimpinan adipati dalam dirinya, 
sehingga hal tersebut membuat dirinya tidak menjadi terbatas dalam 
hubungan kemasyarakatan, bahkan sampai dirinya merasa sulit keluar 
dari lingkungan kadipaten untuk mendengar keluhan langsung dari 
rakyat pun dirinya membuka ruang terbuka diskusi kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Secara rutin Sri Paduka Pakualam IX 
mengundang beberapa kelompok perwakilan masyarakat untuk 
bersama-sama berdiskusi membahas persoalan sosial dan ekonomi. 
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Melalui diskusi bersama inilah yang biasanya disampaikan langsung 
oleh Sri Paduka Pakualam IX dalam tatanan pemerintahan untuk 
dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah.  
Selain itu, Sri Paduka Pakualam IX merupakan seorang 
pemimpin yang mampu menjadi sosok penata keteraturan yang baik. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanjeng Pangeran Haryo 
Wiroyudho, Reh Kasentanan Manggalayudha Kadipaten Pakualaman 
(kerabat Kadipaten Pakualaman), bahwa: 
“Dalam hubungannya dengan masyarakat, Sri Paduka 
Pakualam IX sering hadir sebagai sosok penata keteraturan, 
contohnya saja ketika terjadi konflik antara beberapa kelompok 
pedagang di kawasan perdagangan Malioboro, saat itu Sri 
Paduka Pakualam IX seketika mampu menyelesaikan konflik 
dengan memberikan solusi sebagai seorang adipati dan wakil 
gubernur yang saling menguntungkan setiap pihak. Hanya saja 
untuk urusan konflik internal Kadipaten Pakualaman, Sri 
Paduka Pakualam IX semasa kepemimpinannya tidak mampu 
menuntaskan konflik mengenai suksesi kepemimpinan 
kadipaten atau dalam hal ini penunjukkan calon adipati baru 
yang sampai saat ini masih terus berada dalam suasana pro 
dan kontra mengenai tahta Sri Paduka Pakualam X yang 
dikarenakan peninjauan garis keturunan”. (Wawancara, 21 
Maret 2016). 
Perihal penjelasan dari narasumber tersebut menunjukkan, 
bahwa sebagai pemimpin, Sri Paduka Pakualam IX tidak mampu 
mempraktikkan ajaran nilai mahambeging mring suryo secara utuh, 
sebab keutuhan mempraktikkan nilai ini tidak dapat dilihat dari satu sisi 
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saja, melain dari banyak sisi, seperti Sri Paduka Pakualam IX yang 
mampu menyelesaikan konflik eksternal kadipaten, namun tidak 
mampu menyelesaikan konflik internal kadipaten, sehingga adanya 
distrosi ini membuat praktik nilai ini tidak dikategorikan secara utuh. 
4.10 Praktik Kepemimpinan Jawa oleh Gubernur Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam IX dalam 
Mewujudkan Good Governance 
Mengenai kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam IX dalam mewujudkan Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarat dalam mewujudkan good governance 
tidak terlepas dari arti pentingnya kepemimpinan Jawa yang mereka 
terapkan. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sri Sultan 
Hamengkubuwono dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam bertindak, 
sedangkan Sri Paduka Pakualam IX dikenal sebagai sosok pemimpin yang 
ahli dalam bidang administrasi pemerintahan. Paduan antara ketegasan 
dalam bertindak dan keahlian dalam menata segala urusan administrasi di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat 
pelaksanaan aktivitas administrasi pemerintahan berlangsung dengan tertib. 
Pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat didesain oleh Sri Paduka 
Pakualam IX dengan sangat sederhana, sehingga tidak membutuhkan 
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tenggang waktu yang lama dalam proses pelayanan. Kemudian, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X mengarahkan bawahannya untuk tetap konsentrasi 
dalam tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Paduan kepemimpinan 
kedua pemimpin ini membuat koordinasi antarpemerintah kabupaten/kota 
menjadi lebih efektif melalui penataan administrasi pemerintahan yang 
dikoordinatori secara langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan 
disupervisi secara langsung pula oleh Sri Paduka Pakualam IX, sehingga 
secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berlangsung dengan 
optimal.  
Formulasi tata kelola pemerintahan yang dibangun oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak hanya dilakukannya berdua, melainkan 
melibatkan seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, sehingga proses penataan yang bersifat demokratis ini sangat 
memudahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sri Paduka Pakualam IX juga 
melakukan supervisi secara langsung secara simultan untuk mereformasi 
birokrasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan salah 
satu caranya dengan meminimalisir struktur dan menyederhanakan tugas, 
pokok, dan fungsi dalam struktur. Kemudian, dengan tegasnya, Sri Sultan 
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Hamengkubuwono X melakukan proses sirkulasi promosi dan mutasi sebagai 
tindak lanjut dari langkah sebelumnya, sehingga proses dan aktivitas 
birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Agustina Pangastuti, Kepala Biro Tata Pemerintahan 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa: 
“Untuk menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 
lemabaga pemerintahan yang terdepan dalam urusan tata kelola 
pemerintahan, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka 
Pakualam IX dengan serius melakukan reformasi birokrasi secara 
aktual dengan cara menerapkan promosi dan mutasi yang disupervisi 
olehnya secara simultan. Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dianggap kurang maksimal dalam 
menuntaskan kinerja langsung dimutasi dengan menyiapkan pegawai 
yang lebih berkualifikasi untuk dipromosikan mengisi jabatan atau 
posisi tertentu. Sudah banyak pegawai yang dimutasi begitupun yang 
dipromosi. Kemudian, diiringi dengan penataan administrasi 
pemerintahan yang dilakukan secara demokratis, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX menggerakkan 
seluruh elemen Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
untuk menuangkan ide tambahan yang mendukung kesuksesan 
lembaga”. (Wawancara, 18 April 2016).  
Atas kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur 
dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai wakil gubernur dalam penata-kelolaan 
pemerintahan yang baik, membuat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta menjadi percontohan utama sebagai pemerintah provinsi yang 
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan terbaik dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kelayakan 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat dari indeks prestasi 
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tata kelola pemerintahannya yang mencapai skor 76,61 pada tahun 2014 – 
2015.126 Skor ini merupakan skor tertinggi di antara seluruh pemerintah 
provinsi se-Indonesia. Prestasi inipun menjadi bukti bahwa Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam IX 
mampu menjadi lembaga pemerintahan yang mampu mewujudkan good 
governance yang menjadi ciri utama bagi seluruh lembaga pemerintahan 
modern di dunia. Namun prestasi yang diraih ini berkat peran yang lebih 
didominasi oleh Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX dibandingkan 
Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. 
Lebih lanjut mengenai prestasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam hal tata kelola pemerintahan ini, tidak hanya sekedar 
prestasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik dalam 
menata administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi, namun juga 
dikarenakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan 
tingkat akintabilitas yang sangat baik. Akuntabilitas lembaga ini didukung 
berkat kepemimpinan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX yang berkepribadian jujur, 
                                                             
126 Adapun skema skor indeks prestasi tata kelola pemerintahan yang dimiliki Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode ini, yakni: Pemerintah Kabupaten 
Sleman: 76,64; Pemerintah Kota Yogyakarta: 65.67; Pemerintah Kabupaten Bantul: 65,03; 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo: 65,04; dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul: 
55,44. 
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sehingga kejujuran dalam segala hal, mulai dari yang besar hingga kecil 
sekalipun dalam aktivitas pemerintahan, sangat dijunjung tinggi oleh 
keduanya. Sebagaimana dalam lanjutan penjelasan Agustina Pangastuti 
yang menambahkan, bahwa: 
“Prestasi yang dibuktikan dengan indeks prestasi tata kelola 
pemerintahan terbaik tersebut merupakan konsekuensi logis dari 
kinerja pemerintahan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada 
pengabdian masyarakat. Selain itu, faktor utama dari tercapainya 
prestasi ini berkat kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang 
andal dalam urusan tata kelola pemerintahan. Selain itu, skor tertinggi 
yang kami raih ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang menjadi lembaga pemerintahan ter-akubtabel di 
Indonesia yang terangkum dalam indeks prestasi tata kelola 
pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Kami tidak kaget jika menerima prestasi ini, 
karena kami sangat menjunjung tinggi kejujuran sebagaimana Sri 
Paduka Pakualam IX yang juga sangat jujur dalam kepemimpinannya. 
(Wawancara, 18 April 2016). 
Jika ditinjau dari aspek kepemimpinan Jawa, maka sejatinya Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX juga mampu 
mempraktikkan nilai mahambeging mring suryo yang mengajarkan seorang 
pemimpin hendaknya mampu bersikap jujur, sehingga dengan kejujuran itu, 
maka dalam memimpin, seorang pemimpin tidak akan menemukan kendala 
yang akan menghalangi untuk mencapai kesuksesan. Kejujuran tersebut 
diteladankan pula kepada para bawahan dengan cara yang tepat, sehingga 
akan membentuk kelembagaan yang jujur. Atas kejujuran yang dimiliki dan 
dibangun, kepemimpinan seorang pemimpin akan mendapatkan banyak 
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manfaat yang positif, bukan hanya untuk dirinya, juga untuk seluruh elemen 
di sekelilingnya. Demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka 
Pakualam IX yang merupakan sosok pemimpin yang jujur yang 
menggambarkan bahwa dirinya mampu mempraktikkan sebagian nilai 
mahambeging mring suryo. 
4.11 Kepemimpinan Jawa Kontemporer: Paduan Praktik Konsep 
Kepemimpinan Wahyu Makutha Rama dan Aktualisasi Teori Kontingensi 
sebagai Faktor Pengaruh Kesuksesan Kepemimpinan Pemerintahan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX  
Dalam analisis penulis, kecenderungan kesuksesan yang diraih 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yoogyakarta atas kepemimpinan Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX tidak hanya 
berdasarkan praktik konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama, 
melainkan juga karena diaktualisasikannya “Teori Kontingensi” dalam 
kepemimpinan pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fiedler 
(1976) dalam bukunya A Theory of Leadership Effective, bahwa teori 
Kontingensi dalam kepemimpinan pemerintahan membagi tiga hal pokok 
yang menjadi sandaran dalam kepemimpinan pemerintahan yaitu hubungan 
baik antara atasan dengan bawahan, orientasi kerja yang jelas pada seluruh 
elemen lembaga, dan pengaruh wibawa pemimpin. Meskipun nilai 
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kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu Makutha 
Rama jauh lebih luas dalam makna dan ajaran kepemimpinannya, namun 
sifatnya yang masih monocentrum menjadikan objek utama dalam 
kepemimpinan Jawa masih seputar sosok pemimpin yang lebih 
mengesampingkan peran bawahan dalam kepemimpinan. Lain halnya 
dengan teori Kontingensi yang walaupun kandungan pengajaran mengenai 
kepemimpinan yang cukup sederhana, tetapi mengandung kompleksitas 
objek kepemimpinan dalam kepemimpinan pemerintahan yaitu pemimpin dan 
bawahan.  
Baik antara konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama dengan 
teori Kontingensi sebenarnya tidak dapat dibandingkan satu sama lain, sebab 
konsep dan teori ini lahir pada zaman yang sangat berbeda. Hanya saja 
secara sadar ataupun tidak sadar, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dan Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX telah mengaktualisasikan teori 
Kontingensi dalam praktik kepemimpinan pemerintahan. Dalam hal ini kasus 
yang menjadi tinjauan penulis adalah dirahnya penghargaan atas prestasi 
Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta sebagai lembaga 
pemerintah provinsi yang terbaik se-Indonesia dalam bidang tata kelola 
pemerintahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Dalam analisis penulis, prestasi ini sulit diraih bila hanya 
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mengandalkan sosok pemimpin semata melalui praktik konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama, namun lebih didukung dengan 
seimbangnya peran antara pemimpin dan bawahan yang dibangun dalam 
jalinan hubungan baik antara kedua elemen tersebut sebagaimana yang 
tetuang dalam teori Kontingensi. Dalam aktualisasinya pun, kewibawaan 
seorang pemimpin Jawa memang sangat berpengaruh, terlebih karena Sri 
Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja dan Sri Paduka Paku Alam IX 
sebagai adipati, karena seluruh orang di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, termasuk para bawahan, masih dan tetap terikat dalam suatu 
ikatan tradisi kerajaan yaitu tunduk di bawah kepemimpinan sultan dan 
adipati, sehingga wibawa yang baik lahir secara alami dari dalam diri kedua 
pemimpin ini, maupun wibawa yang lahir dari adanya situasi dan kondisi yang 
membentuk kewibawaan tersebut, menjadikan faktor kewibawaan 
kepemimpinan ini sangat berpengaruh kuat dalam suksesnya kepemimpinan 
pemerintahan oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil 
Gubernur Sri Paduka Pakualam IX. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, bahwa 
prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dalam bidang tata kelola pemerintahan, yaitu tidak terlepas dari adanya 
jalinan hubungan baik antara gubernur dan wakil gubernur dengan para 
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bawahannya sebagai bagian dari praktik konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama, maka mengenai adanya orientasi kerja yang jelas 
merupakan salah satu faktor utama yang merupakan bagian dari langkah Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX untuk melakukan 
reformasi birokrasi secara serius, sehingga terwujudnya struktur dengan 
tugas, pokok, dan fungsi yang tepat. Adanya tugas, pokok, dan fungsi yang 
tepat dalam struktur, menjadikan orientasi kerja dalam struktur menjadi jelas. 
Kemudian membawa dampak bagi kesuksesan penata-kelolaan 
pemerintahan. 
Selanjutnya, penulis menilai bahwa pada praktik dan aktualisasi 
kepemimpinan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X baik sebagai sultan 
maupun sebagai gubernur, demikian pula Sri Paduka Pakualam IX baik 
sebagai adipati maupun sebagai wakil gubernur, menunjukkan bahwa 
adanya perpaduan antara konsep tradisional (konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama) dengan teori modern (teori Kontingensi) menjadikan baik 
dalam lingkup kerajaan (kasultanan dan kadipaten), maupun pula dalam 
lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpaduan antara 
konsep tradisional dengan teori modern ini menjadikan pada dasarnya praktik 
dan aktualisasi kepemimpinan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri 
Paduka Pakualam IX utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
216 
 
daerah sebagai praktik dan aktualisasi “Kepemimpinan Jawa Kontemporer”. 
Penulis menyebut demikian, sebab meskipun konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama yang bersifat fleksibel, namun objek dalam ajaran 
kepemimpinannya berbeda dengan objek ajaran kepemimpinan dalam teori 
Kontingensi, sehingga praktik kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dan Sri Paduka Pakualam IX tidak sepenuhnya dapat digolongkan dalam 
kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan modern. Kepemimpinan Jawa 
kontemporer ini menjelaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri 
Paduka Pakualam IX dalam memimpin tidak lagi seutuhnya menjadi raja 
Jawa yang monocentrum, melainkan pula menjadi pemimpin modern yang 
menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama rakyat dalam kerangka 
demokrasi. Adapun tiga sandaran kepemimpinan pemerintahan yang efektif 
sebagai penggerak tercapainya prestasi Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tersebut, merupakan faktor pengaruh dalam penelitian 
ini pula, yaitu jalinan hubungan baik antara gubernur dan wakil gubernur 
(pimpinan) dengan para bawahan, orientasi kerja yang jelas dalam struktur 
kelembagaan, dan kewibawaan kepemimpinan Jawa yang terdapat dalam diri 
Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur dan Sri Paduka Paku Alam 
IX sebagai wakil gubernur. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kepemimpinan Jawa merupakan salah satu nilai luhur kebudayaan 
Jawa juga Indonesia. Nilai luhur yang mengajarkan seorang pemimpin untuk 
dapat menjadi pemimpin yang baik ini patut dilestarikan. Mengenai 
kepemimpan Jawa, sebenarnya sangat banyak ajaran yang diwariskan dari 
para leluhur, namun terdapat satu ajaran yang menjadi ajaran utama dari 
semua ajaran kepemimpinan Jawa, yaitu ajaran nilai kepemimpinan Hastha 
Brata. Secara konseptual, ajaran nilai kepemimpinan ini terkandung di dalam 
konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama. Bagi setiap pemimpin Jawa, 
mempelajari, memahami, dan mempraktikkan ajaran nilai kepemimpinan 
Hastha Brata ini merupakan suatu langkah untuk menjadi pemimpin Jawa 
sejati, sebab bila seorang pemimpin mampu melakukannya, segala tujuan 
dalam kepemimpinan akan dicapai. Konsep kepemimpinan Wahyu Makutha 
Rama pun terdapat dalam beberapa versi karya sastra, namun penulis lebih 
menggunakan versi Lakon Pedhalangan Wahyu Makutha Rama, sebab versi 
ini merupakan versi yang paling relevan dengan budaya Jawa yang 
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multikulrutal, yaitu perpaduan antara corak Hindu dan Islam. Nilai 
kepemimpinan Hastha Brata pada dasarnya mengandung delapan nilai 
kepemimpinan, yaitu mahambeging mring suryo (meneladani sifat matahari), 
mahambeging mring condro (meneladani sifat bulan), mahambeging mring 
kartiko (meneladani sifat bintang), mahambeging mring himo (meneladani 
sifat awan), mahambeging mring mring maruto (meneladani sifat angin), 
mahambeging mring dahono (meneladani sifat api), mahambeging mring 
samodra (meneladai sifat laut), dan mahambeging mring bantala (meneladani 
sifat bumi). Konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama mengajarkan 
melalui nilai kepemimpinan Hastha Brata bahwa untuk menjadi pemimpin 
sejati, hendaknya meneladani delapan sifat alam, karena alam merupakan 
pelajaran yang diberikan dari Tuhan kepada semua manusia untuk dapat 
menjadi pemimpin yang baik di muka bumi. 
Mengenai konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama ini, penulis 
memelih untuk menjadikan raja Jawa sebagai objek penelitian, yaitu Sri 
Sultan Hamengkubuwono X sebagai Sultan Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Adipati Kadipaten 
Pakualaman, sampai saat ini, khususnya di tanah Jawa, Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Kadipaten Pakualaman merupakan 
dua dari empat kerajaan yang masih kuat eksistensinya, terlebih karena 
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pengisian jabatan kepala daerah yang telah diatur secara yuridis yang 
termaktub dalam Ayat (1) C Pasal 18 Bagian Kesatu Persyaratan Bab VI 
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaa Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang berbunyi, “Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 
warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: bertakhta 
sebagai sri sultan hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertakhta 
sebagai adipati pakualam untuk calon wakil gubernur”, sehingga Sri Sultan 
Hamengkubuwono yang sebagai sultan juga sekaligus sebagai gubernur, 
begitupun dengan Sri Paduka Pakualam IX yang sebagai adipati juga 
sekaligus sebagai wakil gubernur. Kedua tokoh ini menjadi sangat tepat 
untuk dijadikan objek penelitian mengenai praktik konsep kepemimpinan 
Jawa, sebab untuk meneliti tentang praktik konsep kepemimpinan, maka 
harus bersandar kepada tokoh yang identik dengan penelitian. 
Terlebih penulis dalam penelitian ini mengaitkan praktik ajaran nilai 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama tidak hanya dalam lingkup kerajaan, 
melainkan pula dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam 
penelitian ini, penulis menemukan bahwa pada praktik ajaran nilai 
kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu Makutha 
Rama sebagai penerapan kepemimpinan Jawa oleh Sri Sultan 
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Hamengkubuwono X sebagai Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
juga Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka 
Pakualam IX  sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman juga Wakil Gubernur 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat mempraktikkan ajaran nilai 
kepemimpinan Hastha Brata baik dalam lingkungan penyelenggaraan 
pemerintahan kerajaan (kasultanan dan kadipaten), terlebih dalam 
penyelenggaraan lingkungan pemerintahan daerah (Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta). Namun, mengenai praktik konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama dalam tinjauan kompleksitas, baik Sri 
Sultan Hamengkubuwono X, maupun Sri Paduka Pakualam IX tidak mampu 
mempraktikkan konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama secara utuh, 
hal ini ditunjukkan dari berbagai analisis penulis dalam beberapa kasus, 
bahwa baik Sri Sutan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX 
tidak mampu menuntaskan konflik internal dengan baik, keduanya diliputi 
konflik yang utamanya berkaitan dengan hal suksesi kepemimpinan. Perihal 
suksesi kepemimpinan menjadi hal yang krusial, karena yang menjadi sultan 
dan adipati selanjutnya akan menjadi gubernur dan wakil gubernur, sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Ketidaksempurnaan praktik kepemimpinan 
Jawa oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX 
dalam lingkup kepemimpinan tradisional yang turut membawa pengaruh 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
221 
 
dalam lingkup kepemimpinan regional ini sejalan dengan pesan yang 
terkadung dalam riwayat Lakon Pedhalangan Wahyu Makutha Rama sendiri, 
yaitu saat Begawan Kesawasidi yang mengajarkan konsep kepemimpinan 
Wahyu Makutha Rama kepada Raden Arjuno di wilayah Kutharunggu yang 
menjelaskan bahwa konsep ini merupakan konsep yang mengajarkan 
kesempurnaan dalam kepemimpinan, sehingga bila salah satu nilai dari 
ajaran Hastha Brata tidak dapat dipraktikkan dengan utuh, maka keutuhan 
dalam praktik konsep kepemimpinan Wahyu Makutha Rama pun tidak dapat 
terwujud. 
Hanya saja dalam penelitian lanjutan penulis, terdapat pergeseran 
praktik kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX, khususnya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pergeseran itu menunjukkan bahwa 
pada perkembangannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka 
Pakualam IX memadukan konsep kepemimpinan tradisional (konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama) dengan konsep kepemimpinan 
modern (teori Kontingensi) untuk mencapai prestasi dalam mewujudkan good 
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paduan dua 
konsep kepemimpinan ini merupakan paduan antara dua konsep 
kepemimpinan yang sangat berbeda, namun oleh Sri Sultan 
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Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX dapat dipadukan menjadi 
satu aktualisasi kepemimpinan yang disebut penulis sebagai “Kepemimpinan 
Jawa Kontemporer”. 
5.2 Saran 
Sebagaimana dalam penulis yang menemukan masih banyak 
kekurangan dalam praktik kepemimpinan Jawa oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX baik dalam lingkungan 
penyelenggaraan pemerintahan kerajaan (kasultanan dan kadipaten) dan 
dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), maka penulis menyampaikan 
beberapa saran, seperti berikut: 
1. Dalam praktiknya, posisi Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri 
Paduka Pakualam IX sangat sulit untuk memisahkan posisi dirinya 
saat harus menjadi sultan maupun adipati dengan saat harus 
menjadi gubernur dan wakil gubernur, sehingga jabatan dari Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX terlihat 
semu. Untuk itu, penulis menyarankan agar sebaiknya perlu 
melakukan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 
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Istimewa Yogyakarta mengenai pengisian jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak 
terjadi fenomena “jabatan semu”. Adanya fenomena ini 
menyebabkan ketidak-stabilnya situasi dan kondisi politik 
kasultanan dan kadipaten membawa pengaruh ketidak-stabilnya 
pula penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dua elemen antara 
kerajaan dan pemerintahan daerah menjadi saling terhubung 
dalam stabilitas politik karena dipimpin oleh orang yang sama. 
Saran dari penulis ini ditujukan agar semakin mengurangi faktor 
penyebab ketidak-stabilnya proses penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, saran 
dari penulis ini juga ditujukan untuk mempertahankan kesucian 
tahta kasultanan dan kadipaten, sebab jika mekanisme pengisian 
jabatan gubernur dan wakil gubernur masih dipertahankan sesuai 
yang diataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
maka akan membuat jabatan gubernur dan wakil gubernur yang 
diisi oleh sultan dan adipati tidak akan habis, sampai sultan dan 
adipati turun dari tahtanya atau wafat. Hal akan ini menyebabkan 
gubernur dan wakil gubernur masuk dalam ruang potensi korupsi, 
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sebagaimana dalam sebuah adagium Lord Acton, bahwa 
“absolutely power tends to corrupt, but asbsolute power corrupts 
absolutely”, yang berarti “keabsolutan kekuasaan cenderung 
kepada korupsi, tetapi kekuasaan absolut sudah pasti korupsi”, 
sehingga semakin lama sultan menempati jabatan gubernur dan 
adipati menempati jabatan wakil gubernur, maka tidak menutup 
kemungkinan, kelak sultan dan adipati akan terjerat kasus korupsi. 
Bila ini terjadi, maka akan merusak kesucian tahta kasultanan dan 
kadipaten, sebab kedua tokoh ini juga adalah sultan dan adipati. 
Saran yang diajukan penulis ini sebagai bentuk tindakan untuk 
menjaga stabilitas politik penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mempertahankan 
kesucian tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Kadipaten Pakualaman; 
2. Seyogyannya Sri Sultan Hamengkubuwono X segera 
menyelesaikan konflik yang terjadi di Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat bersama dengan seluruh kerabat keraton dengan 
memulai untuk menjalin perdamaian dalam lingkungan internal dan 
eksternal, kemudian segera memperbaiki ketiga titah yang 
dikeluarkan sebelumnya, sebab ketiga titah tersebutlah yang 
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menjadi penyebab munculnya konflik di keraton. Penyelesaian 
konflik ini akan membawa dampak positif bagi kehidupan 
bermasyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, begitupun 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
3. Sebaiknya setiap masyarakat Jawa tetap melestarikan ajaran nilai 
kepemimpinan Hastha Brata dalam konsep kepemimpinan Wahyu 
Makutha Rama, sebab ajaran nilai kepemimpinan ini merupakan 
warisan luhur kebudayaan Jawa. Mempelajari dan memahami 
ajaran nilai kepemimpinan ini tidak harus dengan menjadi 
pemimpin yang mengisi jabatan tertentu, sebab pada dasarnya 
semua manusia adalah pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri. 
Bentuk pelestarian ajaran nilai kepemimpinan ini dapat melalui 
mengadakan pertunjukkan wayang kulit dengan Lakon 
Pedhalangan Wahyu Makutha Rama secara berkala, selain 
sebagai sarana untuk mempelajari dan memahami ajaran nilai 
kepemimpinan ini juga untuk melestarikan kesenian tradisional. 
Selain itu, perlu ada upaya untuk Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta untuk menyebarluaskan konsep 
kepemimpinan Wahyu Makutha Rama dengan menerjemahkan 
salinan dalam bahasa Indonesia, tidak hanya dalam bahasa Jawa, 
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agar semakin banyak referensi mengenai kepemimpinan bagi 
masyarakat Indonesia, sebab sifat kepemimpinan Jawa ini adalah 
universal. 
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